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MENTERIKEUANGAN 
P.EPUBLIK INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 229 /PMK.01/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! KEUANGAN 

NOMOR 217 /PMK.01/2018 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA 

KEMENTERIAN KEUANGAN 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa untuk mengatur orgamsas1 dan tata kerja 

Kementerian Keuangan, telah ditetapkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2019 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan; 

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja 

organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 

perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja pada 

beberapa unit Eselon II di lingkungan Sekretariat 

Jenderal; 

c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat 

J enderal Kernen terian Keuangan se bagaimana dimaksud 

dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
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melalui surat Nomor: B/ 1004/M.KT.01/2019 tanggal 17 

Oktober 2019; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan; 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 87 /PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641); 

MEMUTUSKAN: 

PERA TURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTER! 

KEUANGAN NOMOR 217 /PMK.01/2018 TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 641), diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan huruf b Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 

berbunyi sebagai berikut: 

www.jdih.kemenkeu.go.id

https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2018/217~PMK.01~2018Per.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/87~PMK.01~2019Per.pdf
https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2019/87~PMK.01~2019Per.pdf


Dalam 

dalam 

- 3 -

Pasal 12 

melaksanakan 

Pasal 11, Biro 

tug as se bagaimana 

Perencanaan dan 

menyelenggarakan fungsi: 

dimaksud 

Keuangan 

a. penyiapan penyusunan rencana strategis atau jangka 

menengah dan rencana tahunan atau jangka pendek 

Kementerian Keuangan; 

b. penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana 

lintas kementerian dan pelaporan kinerja Pinjaman 

Luar Negeri dan Hibah; 

c . pengelolaan dan analisis kinerja dan risiko 

Kementerian Keuangan; 

d. penympan bahan dan penyusunan anggaran 

pendapatan dan belanja Kementerian Keuangan; 

e. pengelolaan dan pembinaan perbendaharaan 

Kementerian Keuangan; 

f. pelaksanaan akuntansi anggaran kementerian serta 

pelaporan keuangan Kementerian Keuangan; dan 

g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

Biro Perencanaan dan Keuangan. 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 14 

Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan penyusunan rencana jangka menengah, jangka 

pendek, dan strategis Kementerian Keuangan, 

penelaahan, penyusunan, dan penyerasian rencana lintas 

kementerian, pengelolaan manaJemen kinerja dan 

manajemen risiko Biro Perencanaan dan Keuangan, dan 

pelaporan dan analisis Pinjaman Luar Negeri dan Hibah. 

3. Ketentuan huruf c dan huruf d Pasal 15 diubah sehingga 

Pasal 15 berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 15 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 14, Bagian Perencanaan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. penelaahan, penyusunan, dan penyeras1an rencana 

strategis atau jangka menengah, dan rencana 

tahunan atau jangka pendek di lingkungan 

Kementerian Keuangan; 

b. penelaahan, penyusunan, dan penyerasmn rencana 

lintas kementerian; 

c . pengelolaan manajemen kinerja dan manaJemen 

risiko Biro Perencanaan dan Keuangan; dan 

d. pelaporan dan analisis Pinjaman Luar Negeri dan 

Hi bah. 

4. Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 17 diubah 

sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 17 

(1) Subbagian Perencanaan I mempunym tugas 

melakukan penelaahan, penyusunan, dan 

penyerasian rencana strategis ataujangka menengah, 

dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat 

Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Badan 

Kebijakan Fiskal, dan Lembaga National Single 

Window. 

(2) Subbagian Perencanaan II mempunym tugas 

melakukan penelaahan, penyusunan, dan 

penyerasian rencana strategis ataujangka menengah, 

dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit 

Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 
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(3) Subbagian Perencanaan III mempunym tugas 

melakukan penelaahan, penyusunan, dan 

penyerasian rencana strategis ataujangka menengah, 

dan rencana tahunan atau jangka pendek pada unit 

Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, 

Inspektorat Jenderal, dan Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan. 

(4) Subbagian Perencanaan IV mempunym tugas 

melakukan penelaahan, penyusunan, dan 

penyerasian rencana lintas kementerian, manajemen 

kinerja dan risiko Biro, serta pelaporan Pinjaman 

Luar Negeri dan Hibah lingkup Kementerian 

Keuangan. 

5. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal21 

(1) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko I 

mempunym tugas melakukan pengumpulan data, 

analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan 

kinerja dan risiko organisasi yang meliputi tahapan 

perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, 

konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kinerja dan risiko pada unit Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai, Direktorat Jenderal Pembiayaan dan 

Pengelolaan Risiko, Badan Kebijakan Fiskal, dan 

Lembaga National Single Window, sesuai penugasan 

yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal. 

(2) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko II 

mempunym tugas melakukan pengumpulan data, 

analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan 

kinerja dan risiko organisasi yang meliputi tahapan 

perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, 

konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kinerja dan risiko pada unit .Direktorat Jenderal 

Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Direktorat 
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Jenderal Perimbangan Keuangan, sesuai penugasan 

yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal. 

(3) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko III 

mempunym tugas melakukan pengumpulan data, 

analisis dan penyiapan bahan terkait pengelolaan 

kinerja dan risiko organisasi yang meliputi tahapan 

perencanaan, pengelolaan, edukasi, komunikasi, 

konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

kinerja dan risiko pada unit Sekretariat Jenderal, 

Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat Jenderal, dan 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, sesuai 

penugasan yang diatur lebih lanjut oleh Sekretaris 

Jenderal. 

(4) Subbagian Pengelolaan Kinerja dan Risiko IV 

mempunym tugas melakukan pengumpulan data, 

analisis, dan penyiapan bahan terkait perencanaan 

dan perumusan kebijakan pengelolaan kinerja dan 

risiko, edukasi, komunikasi, konsultasi, 

pemantauan, dan evaluasi atas implementasi 

kebijakan pengelolaan kinerja dan risiko, 

penyusunan akuntabilitas kinerja kementerian, serta 

pemantauan dan evaluasi kinerja dan risiko tingkat 

Kementerian. 

6. Ketentuan huruf b Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal23 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 22, Bagian Penganggaran menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pengumpulan, klasifikasi, analisis, dan penyediaan 

data anggaran pendapatan dan belanja Kementerian 

Keuangan; 
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b. penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 

Kementerian Keuangan, dan pemrosesan permintaan 

anggaran belanja Bagian Anggaran Bendahara Umum 

Negara Pengelolaan Belanja Lainnya Kementerian 

Keuangan;dan 

c. pengurusan tata usaha dan rumah tangga 

Biro Perencanaan dan Keuangan. 

7. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 25 diubah 

sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 25 

(1) Subbagian Penganggaran I mempunym tugas 

melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan 

belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan 

permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja 

Lainnya Kementerian Keuangan pada unit Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal 

(2) 

Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko, Bad an 

Kebijakan Fiskal, dan Lembaga National Single 

Window. 

Subbagian Penganggaran II mempunym tug as 

melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan 

belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan 

permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja 

Lainnya Kementerian Keuangan pada unit Direktorat 

Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. 

(3) Subbagian Penganggaran III mempunym tugas 

melakukan penyusunan anggaran pendapatan dan 

belanja Kementerian Keuangan dan pemrosesan 

permintaan anggaran belanja Bagian Anggaran 

Bendahara Umum Negara Pengelolaan Belanja 

Lainnya Kementerian Keuangan pada unit Sekretariat 

Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Inspektorat 
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Jenderal, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan. 

(4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunym tugas 

melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro 

Perencanaan dan Keuangan. 

8. Ketentuan huruf a Pasal 27 diubah, ketentuan huruf b 

Pasal 27 dihapus dan ditambahkan ketentuan huruf f, 

huruf g, dan huruf h sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 27 

melaksanakan tug as se bagaimana dimaksud Dalam 

dalam Pasal 26, Bagian Perbendaharaan 

menyelenggarakan fungsi: 

@.. peny1apan bahan pembinaan dan penyusunan 

pedoman teknis pelaksanaan anggaran Kementerian 

Keuangan; 

lh>.. dihapus; 

~-· penympan bahan pertimbangan dan tindak lanjut 

penyelesaian masalah ganti rugi dan penagihan; 

~- penympan bahan perumusan kebijakan dalam 

rangka pengelolaan tunjangan kinerja; 

~-· peny1apan bahan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan kegiatan dan kinerja Kementerian 

Keuangan; 

:tf penyusunan analisis belanja Kementerian Keuangan; 

~- penggalian potensi, penyusunan target serta 

penelaahan usulan Jems dan tarif atas Jems 

Penerimaan Negara Bukan Pajak; dan 

fu. penyiapan bahan pembinaan Teknis Badan Layanan 

Umum sesuai penugasan yang diatur lebih lanjut oleh 

Sekretaris J enderal. 

9. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

. .fr 
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Pasal 29 

Subbagian Perbendaharaan I mempunym tug as 

melakukan peny1apan bahan, bimbingan teknis, 

monitoring dan evaluasi atas pedoman teknis 

pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, pelaksanaan 

kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan 

penagihan, melakukan penggalian potensi, 

penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan 

tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, 

melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan 

menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara 

pada unit Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko, Badan 

Kebijakan Fiskal, dan Lembaga National Single 

Window, melakukan koordinasi penyiapan bahan 

analisis belanja Kementerian Keuangan BAO 15, dan 

melakukan pengumpulan data, analisis, dan 

penyiapan bahan guna penyusunan metodologi dan 

analisis belanja pada unit Direktorat Jenderal Bea 

dan Cukai, Badan Kebijakan Fiskal, dan Lembaga 

National Single Window, serta melakukan pembinaan 

teknis Badan Layanan Umum sesuai penugasan yang 

diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal. 

((1!}) Subbagian Perbendaharaan II mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan, bimbingan teknis, 

monitoring dan evaluasi atas pedoman teknis 

pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, pelaksanaan 

kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan 

penagihan, melakukan penggalian potensi, 

penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan 

tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, 

melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan 

menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara, 

melakukan pengumpulan data, analisis, dan 

penyiapan bahan guna penyusunan metodologi dan 

analisis belanja pada unit Direktorat Jenderal 
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Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, melakukan 

koordinasi penyiapan bahan pertimbangan dan 

tindak lanjut penyelesaian masalah ganti rugi dan 

penagihan lingkup Kementerian Keuangan, 

melakukan koordinasi penyiapan bahan monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan kinerja 

Kementerian Keuangan, dan melakukan pembinaan 

teknis Badan Layanan Umum sesuai penugasan yang 

diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal. 

~3) Subbagian Perbendaharaan III mempunym tugas 

melakukan peny1apan bahan, bimbingan teknis, 

monitoring dan evaluasi atas pedoman teknis 

pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, 

Penerimaan N egara Bukan Pajak, pelaksanaan 

kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan 

penagihan, melakukan penggalian potensi, 

penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan 

tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, 

melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan 

menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara 

pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal 

Pajak, dan Inspektorat Jenderal, melakukan 

pengumpulan data, analisis, dan penyiapan bahan 

guna penyusunan metodologi dan analisis belanja 

pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal 

Pajak, Inspektorat Jenderal, dan Direktorat Jenderal 

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, melakukan 

koordinasi peny1apan bahan pedoman teknis 

pelaksanaan anggaran, bimbingan teknis, monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak, melakukan koordinasi 

penggalian potensi, penyusunan target serta 

penelaahan usulan Jems dan tarif atas Jenis 

Penerimaan Negara Bukan Pajak Kementerian 

Keuangan dan melakukan pembinaan teknis Badan 
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Layanan Umum sesuai penugasan yang diatur lebih 

lanjut oleh Sekretaris Jenderal. 

(4) Subbagian Pengelolaan Tunjangan Kinerja 

mempunyai tugas melakukan penyusunan kebijakan 

pengelolaan tunjangan kinerja, menyiapkan bahan 

pembinaan, melaksanakan bimbingan teknis 

pengelolaan tunjangan kinerja, melakukan 

monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan 

pengelolaan tunjangan kinerja, menyusun dan 

menyajikan laporan pertanggungjawaban 

perhitungan tunjangan kinerja tingkat Kementerian 

Keuangan, melakukan penyiapan bahan, bimbingan 

teknis, monitoring dan evaluasi atas pedoman teknis 

pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, pelaksanaan 

kegiatan dan kinerja, dan penyelesaian ganti rugi dan 

penagihan, melakukan penggalian potensi, 

penyusunan target, dan penelaahan usulan jenis dan 

tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, 

melakukan penyiapan bahan pertimbangan dan 

menindaklanjuti penanganan kasus kerugian negara 

pada unit Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan, dan penyiapan bahan guna penyusunan 

metodologi dan analisis belanja pada unit Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dan pembinaan 

teknis Badan Layanan Umum sesuai penugasan yang 

diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal. 

10. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal33 

(1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan I 

mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, 

meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan, 

melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, 

evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan 
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laporan keuangan, menindaklanjuti hasil rev1u 

Inspektorat Jenderaljtemuan pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan, dan menyusun Laporan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta laporan 

rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Direktorat 

Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko dan Badan Kebijakan Fiskal. 

(2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan II 

mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, 

meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan, 

melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, 

evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan 

laporan keuangan, menindaklanjuti hasil rev1u 

Inspektorat Jenderaljtemuan pemeriksaan · Badan 

Pemeriksa Keuangan, dan menyusun Laporan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta laporan 

rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Direktorat 

Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan 

dan Lembaga National Single Window. 

(3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan III 

mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, 

meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan, 

melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, 

evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan 

laporan keuangan, menindaklanjuti hasil rev1u 

Inspektorat Jenderal j temuan pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan, dan menyusun Laporan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta laporan 

rekening pemerintah meliputi unit Eselon I Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal 

Kekayaan N egara. 

(4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan IV 

mempunyai tugas melakukan sistem akuntansi, 

meneliti kebenaran, menyajikan hasil penelitian, 

menyusun dan menyajikan laporan keuangan, 
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melakukan penyiapan bahan pembinaan, monitoring, 

evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi, penyusunan 

laporan keuangan, menindaklanjuti hasil rev1u 

Inspektorat Jenderaljtemuan pemeriksaan Badan 

Pemeriksa Keuangan, menyusun Laporan 

Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan laporan 

rekening pemerintah meliputi unit Eselon I 

Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan serta 

melakukan konsolidasi laporan keuangan, tindak 

lanjut hasil rev1u Inspektorat Jenderaljtemuan 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan guna 

menyusun Laporan Keuangan Kementerian 

Keuangan, laporan Penerimaan Negara Bukan Pajak, 

dan laporan rekening pemerintah seluruh unit Eselon 

I. 

11. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal35 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 34, Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan strategi organisasi dan proses bisnis; 

b. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan atas strategi 

organ1sas1, sistem pemerintahan, penataan 

organ1sas1, tata laksana, analisis dan evaluasi 

jabatan, jabatan fungsional, dan pelayanan publik; 

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas strategi 

orgamsas1, sistem pemerintahan, penataan 

organ1sas1, tata laksana, analisis dan evaluasi 

jabatan, jabatan fungsional, dan pelayanan publik; 

dan 

d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan. 
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12. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal36 

Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan terdiri atas: 

a. Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis; 

b. Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional I; 

c . Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional II; 

d. Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan; 

e. Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

13. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal37 

Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, 

penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan 

monitoring dan evaluasi atas strategi orgamsas1, proses 

bisnis, dan sistem pemerintahan. 

14. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 38 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37, Bagian Strategi Organisasi dan Proses 

Bisnis menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan bahan perumusan atas strategi 

organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan; 

b. penelaahan dan analisis atas strategi orgamsas1, 

proses bisnis, dan sistem pemerintahan; 

c. peny1apan bahan pembinaan, koordinasi, dan 

monitoring dan evaluasi atas strategi organisasi, 

proses bisnis, dan sistem pemerintahan; dan 

d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait strategi 

organisasi, proses bisnis, dan sistem pemerintahan. 
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15. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal39 

Bagian Strategi Organisasi dan Proses Bisnis terdiri 

atas: 

a. Subbagian Strategi Organisasi; 

b. Subbagian Proses Bisnis I; dan 

c. Subbagian Proses Bisnis II. 

16. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal40 

(1) Subbagian Strategi Organisasi mempunym tugas 

melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, 

pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi 

atas desain dan perencanaan orgamsas1 di 

lingkungan Kementerian Keuangan. 

(2) Subbagian Proses Bisnis I mempunym tugas 

melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis 

penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring 

dan evaluasi atas rencana induk, arsitektur, peta 

rencana, dan proses bisnis Level Strategis Sistem 

Pemerintahan Kementerian Keuangan, serta 

melakukan evaluasi standar operasional prosedur 

pada unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal 

Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 

Inspektorat Jenderal, Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan, dan Lembaga National Single 

Window. 

(3) Subbagian Proses Bisnis II mempunym tugas 

melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis 

penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring 

dan evaluasi atas rencana induk, arsitektur, peta 

rencana, dan proses bisnis Level Strategis Sistem 

Pemerintahan Kementerian Keuangan serta 

melakukan evaluasi standar operasional prosedur 
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pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal 

Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Resiko, dan Badan Kebijakan Fiskal. 

17. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 41 

Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional I mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, 

penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan 

monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi dan 

jabatan fungsional pada unit Sekretariat Jenderal, 

Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai, Inspektorat Jenderal, serta Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan, dan Lembaga National Single Window. 

18. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal42 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 41, Bagian Organisasi dan J abatan 

Fungsional I menyelenggarakan fungsi: 

a. penympan bahan penelaahan, analisis, dan 

penyusunan atas penataan organisasi, analisis beban 

kerja, dan jabatan fungsional; 

b. peny1apan bahan pembinaan, koordinasi, dan 

monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi, 

analisis be ban kerja, dan jabatan fungsional; dan 

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait 

penataan organisasi, analisis beban kerja danjabatan 

fungsional. 

19. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal43 

Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional I terdiri atas: 

a. Subbagian Organisasi lA; 

b. Subbagian Organisasi IB; dan 

c. Subbagian Jabatan Fungsional I. 

20. Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal44 

(1) Subbagian Organisasi lA mempunym tugas 

melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis 

penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring 

dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis 

beban kerja pada unit Sekretariat Jenderal, 

Direktorat Jenderal Pajak, dan Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan. 

(2) Subbagian Organisasi IB mempunym tugas 

melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis 

penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring 

dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis 

beban kerja pada unit Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai, Inspektorat Jenderal, dan Lembaga National 

Single Window. 

(3) Subbagian Jabatan Fungsional I mempunym tugas 

melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis 

penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring 

dan evaluasi atas jabatan fungsional pada unit 

Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat 

Jenderal, serta Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan. 

21. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal45 

Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional II mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, 

penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan 

monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi dan 

jabatan fungsional pada unit Direktorat Jenderal 

Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal 

Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko, dan Badan Kebijakan Fiskal. 

22. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal46 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 45, Bagian Organisasi dan Jabatan 

Fungsional II menyelenggarakan fungsi: 

a. peny1apan bahan penelaahan, analisis dan 

penyusunan atas penataan organisasi, analisis beban 

kerja, dan jabatan fungsional; 

b. peny~apan bahan pembinaan, koordinasi, dan 

monitoring dan evaluasi atas penataan organisasi, 

analisis be ban kerja, dan jabatan fungsional; dan 

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi terkait 

penataan organisasi, analisis beban kerja danjabatan 

fungsional. 

23. Ketentuan Pasal 4 7 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal47 

Bagian Organisasi dan Jabatan Fungsional II terdiri atas: 

a. Subbagian Organisasi IIA; 

b. Subbagian Organisasi liB; dan 

c. Subbagian Jabatan Fungsional II. 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 19 -

24. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal48 

(1) Subbagian Organisasi IIA mempunym tugas 

melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis 

penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring 

dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis 

beban kerja pada unit Direktorat Jenderal Anggaran, 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Badan 

Kebijakan Fiskal. 

(2) Subbagian Organisasi liB mempunym tugas 

melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis 

penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring 

dan evaluasi atas penataan organisasi dan analisis 

beban kerja pada unit Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Resiko. 

(3) Subbagian Jabatan Fungsional II mempunyai tugas 

melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis 

penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring 

dan evaluasi atas jabatan fungsional pada unit 

Direktorat Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Kekayaan 

Negara, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 

Resiko, dan Badan Kebijakan Fiskal. 

25. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal49 

Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan bahan perumusan, 

penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan 

monitoring dan evaluasi atas analisis dan evaluasi 
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jabatan, kompetensi teknis jabatan, dan rumpun jabatan 

di lingkungan Kementerian Keuangan. 

26. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 50 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 49, Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan penelaahan, analisis, pembinaan, 

dan koordinasi atas kompetensi teknis jabatan dan 

rum pun jabatan; 

b. penyiapan bahan penelaahan, analisis, pembinaan, 

dan koordinasi atas analisis jabatan dan evaluasi 

jabatan; dan 

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas analisis 

jabatan dan evaluasi jabatan. 

27. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 51 

Bagian Analisis dan Evaluasi Jabatan terdiri atas: 

a. Subbagian Kompetensi Teknis Jabatan; 

b. Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan I; dan 

c. Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan II. 

28. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 52 

(1) Subbagian Kompetensi Teknis Jabatan mempunym 

tugas melakukan penyiapan bahan penelaahan, 

analisis penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan 

monitoring dan evaluasi atas kompetensi teknis 

jabatan, dan rumpun jabatan di lingkungan 

Kementerian Keuangan. 
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(2) Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan I 

mempunym tugas melakukan peny1apan bahan 

penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, 

koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas analisis 

jabatan dan evaluasi jabatan pada unit Sekretariat 

Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat 

Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat Jenderal, Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, dan Lembaga 

National Single Window. 

(3) Subbagian Analisis dan Evaluasi Jabatan II 

mempunym tugas melakukan penyiapan bahan 

penelaahan, analisis penyusunan, pembinaan, 

koordinasi, dan monitoring dan evaluasi atas analisis 

jabatan dan evaluasi jabatan pada unit Direktorat 

Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, 

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 

Resiko, dan Badan Kebijakan Fiskal. 

29. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 53 

Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik mempunym 

tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, 

penelaahan, analisis, pembinaan, koordinasi, dan 

monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik, sistem 

otomatisasi perkantoran, pembangunan zona integritas, 

budaya organisasi, dan sistem administrasi umum di 

lingkungan Kementerian Keuangan, serta melaksanakan 

urusan tata usaha Biro. 

30. Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 54 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 53, Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik 

menyelenggarakan fungsi: 

a. peny1apan bahan penelaahan dan analisis atas 

pelayanan publik, sistem otomatisasi perkantoran, 

pembangunan zona integritas, budaya organisasi, 

dan administrasi pemerintahan; 

b. peny1apan bahan pembinaan, koordinasi, dan 

monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik, 

sistem otomatisasi perkantoran, pembangunan zona 

integritas, budaya orgamsas1, dan administrasi 

pemerin tahan; 

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas pelayanan 

publik, sistem · otomatisasi perkantoran, 

pembangunan zona integritas, budaya orgamsas1, 

dan administrasi pemerintahan; dan 

d . pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro 

Organisasi dan Ketatalaksanaan. 

31. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 55 

Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Kelola I; 

b. Subbagian Tata Kelola II; 

c. Subbagian Pelayanan Publik; dan 

d. Subbagian Tata Usaha Biro. 

32. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 56 

(1) Subbagian Tata Kelola I mempunyai tugas melakukan 

penyiapan bahan penelaahan, analisis penyusunan, 

pembinaan, koordinasi, dan monitoring dan evaluasi 

atas budaya orgamsas1, sistem otomatisasi 
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perkantoran dan administrasi pemerintahan pada 

unit Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, 

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Inspektorat 

Jenderal, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, 

dan Lembaga National Single Window. 

(2) Subbagian Tata Kelola II mempunym tugas 

melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis 

penyusunan, pembinaan, koordinasi, dan monitoring 

dan evaluasi atas budaya organ1sas1, sistem 

otomatisasi perkantoran dan administrasi 

pemerintahan pada unit Direktorat Jenderal 

Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat 

J enderal Perim bang an Keuangan, Direktorat J enderal 

Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, dan Badan 

Ke bij akan Fiskal. 

(3) Subbagian Pelayanan Publik mempunym tugas 

melakukan penyiapan bahan penelaahan, analisis, 

dan penyusunan kebijakan, pembinaan, koordinasi, 

dan monitoring dan evaluasi atas pelayanan publik 

dan pembangunan zona integritas. 

(4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunym tugas 

melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro 

Organisasi dan Ketatalaksanaan. 

33. Ketentan huruf 1 Pasal 124 dihapus sehingga Pasal 124 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 124 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 123, Biro Komunikasi dan Layanan Informasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pembinaan aktivitas komunikasi dan lay an an 

informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan 

kekayaan negara serta kebijakan Kementerian 

Keuangan di bidang lainnya; 
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b. pembinaan penyusunan dan pelaksanaan strategi 

komunikasi kehumasan secara terpadu dan 

berkelanjutan; 

c. pemantauan, analisis, dan rekomendasi atas 

perkembangan opini publik; 

d. evaluasi program komunikasi publik, pengukuran 

akseptasi publik terhadap kebijakan pengelolaan 

keuangan dan kekayaan negara dan kebijakan 

Kementerian Keuangan di bidang lainnya, dan 

peningkatan partisipasi publik; 

e. penyelenggaraan publikasi cetak dan elektronik; 

f. pembinaan dan pengelolaan Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, 

desk informasi dan call center; 

g. pembinaan hubungan dan pelayanan informasi 

keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan 

pengelolaan keuangan negara dan kebijakan 

Kernen terian Keuangan di bidang lainnya dan hasil 

pelaksanaannya kepada stakeholders Kementerian 

Keuangan; 

h. pengoordinasian penyelenggaraan rapat kerja dan 

pembahasan rancangan undang-undang bidang 

keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat; 

1. penerbitan smran pers, keterangan pers, 

tanggapanjbantahan, artikel, advertorial, dan surat 

pembaca; 

J. penyelenggaraan edukasi publik mengenai peraturan 

perundang-undangan dan kebijakan di bidang 

keuangan dan kekayaan negara kepada stakeholders 

internal dan eksternal; 

k. perencanaan, pengendalian program kehumasan, 

serta pengelolaan referensi Kementerian Keuangan 

dan koordinasi pusat referensi di internal 

Kementerian Keuangan; 

1. dihapus; dan 

m . pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

Biro Komunikasi dan Layanan Informasi. 
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34. Ketentuan huruf d Pasal 125 diubah sehingga Pasal 125 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 125 

Biro Komunikasi dan Layanan lnformasi terdiri atas: 

a. Bagian Manajemen Strategi Komunikasi; 

b. Bagian Manajemen Publikasi; 

c. Bagian Manajemen Hubungan Kelembagaan Negara; 

d . Bagian Manajemen Hubungan Media dan 

Kelembagaan Masyarakat; 

e. Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan 

Informasi; 

f. Bagian Manajemen Sistem lnformasi dan Edukasi 

Publik; dan 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

35. Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 138 

Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan 

Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan 

pembinaan dan manajemen di bidang hubungan media 

dan hubungan kelembagaan masyarakat. 

36. Ketentuan huruf c dan huruf i Pasal 139 dihapus sehingga 

Pasal 139 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 139 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 138, Bagian Manajemen Hubungan Media dan 

Kelembagaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

a. peny1apan pembinaan hubungan dan pelayanan 

informasi, data, serta kebijakan Kementerian 

Keuangan dan hasil pelaksanaannya kepada media 

massa yang berkaitan dengan pemberitaan maupun 

non pemberitaan; 
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b. peny1apan pembinaan hubungan dan pelayanan 

informasi, data, serta kebijakan Kementerian 

Keuangan dan hasil pelaksanaannya kepada 

kelembagaan masyarakat; 

c. dihapus; 

d. pelayanan komunikasi dua arah antara media massa 

dengan p1mpman Kementerian Keuangan dan 

narasumber lainnya; 

e. penyiapan perencanaan, pengkajian, dan optimalisasi 

pemanfaatan rubrik dan program media; 

f. penyiapan dan penyelenggaraan liputan pers, jumpa 

pers, wawancara, dan kunjungan pers; 

g. penyusunan smran pers, keterangan pers, 

tanggapanjbantahan, dan surat pembaca; 

h. penyiapan perencanaan program berita, informasi, 

dan edukasi pada media mengenm peraturan 

perundang-undangan di bidang keuangan dan 

kekayaan negara kepada media cetak dan media 

elektronik; dan 

1. dihapus. 

37. Ketentuan huruf c Pasal 140 dihapus sehingga Pasal 140 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 140 

Bagian Manajemen Hubungan Media dan Kelembagaan 

Masyarakat terdiri atas: 

a. Subbagian Hubungan Media; 

b. Subbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat; dan 

c. dihapus. 

38. Ketentuan ayat (3) Pasal 141 dihapus sehingga Pasal 141 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 141 

(1) Subbagian Hubungan Media mempunym tugas 

melakukan aktivitas komunikasi dan layanan 

informasi kebijakan pengelolaan keuangan dan 
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kekayaan negara serta kebijakan Kementerian 

Keuangan di bidang lainnya kepada institusi beserta 

organ-organ dari media massa cetak (nasional, 

internasional dan daerah), serta media massa 

elektronik. 

(2) Subbagian Hubungan Kelembagaan Masyarakat 

mempunym tugas melakukan aktivitas komunikasi 

dan layanan informasi kebijakan pengelolaan 

keuangan dan kekayaan negara serta kebijakan 

Kementerian Keuangan di bidang lainnya kepada 

kelembagaan masyarakat. 

(3) dihapus. 

39. Ketentuan huruf a Pasal 197 diubah sehingga Pasal 197 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 197 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 196, Bagian Keuangan menyelenggarakan 

fungsi: 

a. pembinaan dan penyusunan anggaran pendapatan 

dan belanja serta rencana kerja di lingkungan 

Sekretariat Jenderal; 

b. pembinaan dan pengelolaan pelaksanaan anggaran di 

lingkungan Sekretariat Jenderal; 

c. pengelolaan administrasi belanja pegawai kantor 

pusat Sekretariat Jenderal dan pengelolaan 

administrasi tunjangan di lingkungan Sekretariat 

Jenderal; dan 

d. pembinaan dan penyusunan laporan keuangan di 

lingkungan Sekretariat Jenderal. 

40. Ketentuan ayat (1) Pasal 199 diubah sehingga Pasal 199 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 199 

(1) Subbagian Penganggaran mempunym tugas 

melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan 
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koordinasi serta pembinaan dalam penyusunan 

anggaran pendapatan dan belanja serta rencana kerja 

di lingkungan Sekretariat Jenderal. 

(2) Subbagian Perbendaharaan I mempunym tugas 

melakukan pengumpulan dan peny1apan bahan 

koordinasi serta pembinaan dalam pelaksanaan 

anggaran satuan kerja di lingkungan Sekretariat 

Jenderal. 

(3) Subbagian Perbendaharaan II mempunym tugas 

melakukan pengumpulan dan penympan 

penyusunan laporan keuangan satuan kerja kantor 

pusat Sekretariat Jenderal serta melakukan 

pengelolaan administrasi belanja pegawai kantor 

pusat dan pengelolaan administrasi tunjangan di 

lingkungan Sekretariat J enderal. 

(4) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan mempunym 

tugas melakukan pengumpulan dan penympan 

bahan koordinasi serta pembinaan dan penyusunan 

laporan keuangan Sekretariat Jenderal. 

41. Ketentuan Pasal 208 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal208 

Bagian Kepatuhan Internal mempunym tugas 

melaksanakan pembinaan dan pemantauan pengendalian 

internal, pengelolaan dan pengendalian gratifikasi, 

pengelolaan pengaduan, pengelolaan kinerja orgamsas1, 

pengelolaan risiko, pemantauan tindak lanjut penugasan 

pimpinan, serta pengelolaan dan penyajian data dan 

dukungan teknis di lingkungan Sekretariat Jenderal. 

42 . Ketentuan huruf a, huruf b, dan huruf c Pasal 209 diubah 

sehingga Pasal 209 berbunyi sebagai berikut: 
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melaksanakan 

Pasal 208, 

Pasal209 

tug as se bagaimana dimaksud 

Bagian Kepatuhan Internal 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan bahan pembinaan dan pemantauan 

pengendalian internal, pelaksanaan pengelolaan dan 

pengendalian gratifikasi, pengelolaan pengaduan, 

dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan di 

lingkungan Sekretariat Jenderal; 

b. penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan kinerja 

orgamsas1 dan risiko di lingkungan Sekretariat 

Jenderal; 

c . penyusunan dokumen perencanaan strategis 

Sekretariat Jenderal; dan 

d. penyelenggaraan rapat kerja Sekretariat Jenderal, 

pelaksanaan pemantauan tindak lanjut penugasan 

p1mpman, pengoordinasian peng1smn dan 

pengumpulan data survei, pengelolaan dan penyajian 

data dan statistik di lingkungan Sekretariat Jenderal. 

43 . Ketentuan ayat (1) , ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 211 

diubah sehingga Pasal 211 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal211 

(1) Subbagian Kepatuhan Internal I mempunyai tugas 

melakukan pengendalian internal, pengendalian 

intern atas pelaporan keuangan, dan pelaksanaan 

penilaian integritas satuan kerja yang 

dikoordinasikan Sekretariat Jenderal, melakukan 

pengelolaan pengaduan, pengelolaan Zona Integritas 

Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih Melayani, pemantauan tindak lanjut hasil 

pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan selain 

terkait laporan keuangan, dan melakukan evaluasi 

pengelolaan risiko di lingkungan Sekretariat 

Jenderal. 
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(2) Subbagian Kepatuhan Internal II mempunyai tugas 

melakukan pengendalian internal, pengendalian 

intern atas pelaporan keuangan, dan pelaksanaan 

penilaian integritas satuan kerja yang 

dikoordinasikan Sekretariat Jenderal, melakukan 

koordinasi pengendalian internal atas pelaporan 

keuangan tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal, 

melakukan pengelolaan dan pengendalian gratifikasi, 

pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

Inspektorat Jenderal, pemantauan pelaksanaan 

konsinyering di lingkungan Sekretariat Jenderal dan 

melakukan pengelolaan risiko di lingkungan 

Sekretariat Jenderal. 

(3) Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi 

mempunym tugas melakukan pengumpulan dan 

penyiapan bahan koordinasi serta pembinaan dalam 

rangka guna pengelolaan kinerja orgamsas1, 

melakukan penyusunan dokumen perencanaan 

strategis Sekretariat J enderal, serta melakukan 

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

(LAKIN) di lingkungan Sekretariat Jenderal. 

(4) Subbagian Data dan Dukungan Teknis mempunyai 

tugas melakukan pemantauan tindak lanjut 

penugasan pimpinan, pendampingan kegiatan rapat 

Sekretaris Jenderal, pengoordinasian pengisian dan 

pengumpulan data survei, pengelolaan penyajian 

data dan statistik di lingkungan Sekretariat Jenderal, 

serta penyelenggaraan rapat kerja Sekretariat 

Jenderal. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembagian tugas 

Subbagian Kepatuhan Internal I dan Subbagian 

Kepatuhan Internal II sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam Keputusan 

Sekretaris J enderal. 

44. Ketentuan Pasal 212 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 212 

Bagian Manajemen Barang Milik Negara mempunyai tugas 

melaksanakan urusan pengadaan, penyimpanan dan 

distribusi perlengkapan kantor satuan kerja kantor pusat 

Sekretariat Jenderal, melaksanakan pembinaan dan 

pengelolaan barang milik negara di lingkungan Sekretariat 

Jenderal, melaksanakan pembinaan pengelolaan Gedung 

Keuangan N egara, urusan pencetakan dan penggandaan 

di lingkungan Kementerian Keuangan, serta 

melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro 

Urn urn. 

45. Ketentuan huruf f Pasal 213 diubah sehingga Pasal 213 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 213 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 212, Bagian Manajemen Barang Milik Negara 

menyelenggarakan fungsi: 

a. pelaksanaan urusan pengadaan satuan kerja kantor 

pusat Sekretariat Jenderal; 

b. pelaksanaan urusan peny1mpanan dan distribusi 

perlengkapan kantor satuan kerja kantor pusat 

Sekretariat Jenderal; 

c. pembinaan dan pengelolaan barang milik negara di 

lingkungan Sekretariat J enderal; 

d. pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak satuan 

kerja kantor pusat Sekretariat Jenderal; 

e. pembinaan pengelolaan Gedung Keuangan Negara; 

f. pelaksanaan urusan pencetakan dan penggandaan di 

lingkungan Kementerian Keuangan; dan 

g. pengurusan tata usaha dan rumah tangga Biro 

Urn urn. 

46. Ketentuan ayat (1) Pasal 215 diubah sehingga Pasal 215 

berbunyi sebagai berikut: 
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Pasal 215 

(1) Subbagian Barang Milik Negara I mempunyai tugas 

melakukan analisis dan penyusunan Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Negara, pengadaan barang 

inventaris dan persediaan, penetapan status 

penggunaan,pemanfaatan,penghapusan,pengadaan 

gedungj bangunan, pembinaan, pengawasan dan 

pengendalian, serta penyusunan laporan Barang 

Milik Negara satuan kerja kantor pusat Sekretariat 

Jenderal, dan melaksanakan urusan pencetakan, 

penjilidan, serta penggandaan di lingkungan 

Kementerian Keuangan. 

(2) Subbagian Barang Milik Negara II mempunyai tugas 

melakukan analisis dan penyusunan Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Negara, penetapan status 

pe'nggunaan, pemanfaatan, penghapusan, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta 

penyusunan laporan Barang Milik Negara lingkup 

satuan kerja Gedung Keuangan Negara, Kantor 

Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan 

Barang Milik Negara, dan Kantor Pengelolaan 

Pemulihan Data, serta konsolidasi Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Negara dan Laporan Barang 

Milik Negara Tingkat Eselon I Sekretariat Jenderal. 

(3) Subbagian Barang Milik Negara III mempunyai tugas 

melakukan analisis dan penyusunan Rencana 

Kebutuhan Barang Milik Negara, penetapan status 

penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, 

pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta 

penyusunan laporan Barang Milik Negara satuan 

kerja di lingkungan kantor pusat Sekretariat 

Jenderal, dan melaksanakan urusan penyimpanan 

dan pendistribusian barang inventaris dan 

persediaan pada satuan kerja kantor pusat 

Sekretariat Jenderal, serta pengelolaan Penerimaan 

Negara Bukan Pajak. 
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(4) Subbagian Tata Usaha Biro mempunym tugas 

melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro 

Urn urn. 

47. Ketentuan ayat (1) Pasal1954 diubah sehingga Pasal1954 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1954 

( 1) Pusat Sis tern Informasi dan Teknologi Keuangan 

mempunyai tugas mengoordinasikan, menyusun dan 

melaksanakan kebijakan dan layanan teknologi 

informasi dan komunikasi, dan mengelola 

infrastruktur dan fasilitas pusat data, jaringan 

komunikasi data, aplikasi, basis data, keamanan 

informasi, dan jabatan fungsional pranata komputer. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Pusat Sistem 

Informasi dan Teknologi Keuangan berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan 

melalui Sekretaris Jenderal. 

48. Ketentuan Pasal 1955 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal1955 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1954, Pusat Sistem Informasi dan Teknologi 

Keuangan menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan kebijakan dan layanan teknologi 

informasi dan komunikasi; 

b. pengembangan program teknologi informasi dan 

komunikasi; 

c. pengelolaan infrastruktur dan fasilitas pusat data; 

d. pengelolaan jaringan komunikasi data; 

e. perancangan dan pengembangan aplikasi; 

f. pengelolaan sistem aplikasi; 

g. pengelolaan basis data dan sistem layanan data; 

h. pengelolaan keamanan informasi dan sistem 

keamanan infomasi; 
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1. pelaksanaan manajemen risiko dan bina kepatuhan 

teknologi informasi dan komunikasi; 

J. pengelolaan jabatan fungsional pranata komputer; 

dan 

k. pelaksanaan administrasi pusat. 

49. Ketentuan Pasal 1956 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal1956 

Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan terdiri 

atas: 

a. Bagian Tata U saha; 

b. Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi; 

c. Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data; 

d. Bidang Jaringan Komunikasi Data; 

e. Bidang Aplikasi; 

f. Bidang Basis Data; 

g. Bidang Keamanan Informasi; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

50. Ketentuan Pasal 1957 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1957 

Bagian Tata U saha mempunym tugas melaksanakan 

pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, keuangan, 

kinerja, dan umum. 

51. Ketentuan huruf h Pasal 1958 diu bah sehingga Pasal 1958 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1958 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1957, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan 

fungsi: 
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a. pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan serta 

pengukuran be ban kerj a; 

b. pelaksanaan urusan kepegawaian; 

c. penyelenggaraan urusan penyusunan, pelaksanaan, 

dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan 

perbendaharaan; 

d. penyelenggaran urusan perencanaan, 

penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban 

barang milik negara; 

e. pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, 

angkutan, perjalanan dinas, dan perjanjianjkontrak 

dengan mitra kerja serta pengelolaan keamanan 

ruangan; 

f. pelaksanaan urusan tata usaha, organisasi dan tata 

laksana, keprotokolan, dokumentasi dan kearsipan; 

g. koordinasi penyusunan dan evaluasi prosedur 

standar operasi; 

h. koordinasi pengelolaan kinerja dan penyusunan 

laporan kegiatan dan akuntabilitas kinerja; 

1. evaluasi pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan 

aparat pengawasan fungsional dan pengawasan 

masyarakat; dan 

J. koordinasi pelaksanaan tug as di bidang 

ketatausahaan di daerah dan koordinasi pelaksanaan 

fungsi unit kepatuhan internal. 

52. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 1960 diubah 

sehingga Pasal 1960 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 1960 

(1) Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia 

mempunyai tugas melakukan urusan organisasi dan 

tata laksana lingkup pusat, koordinasi penyusunan 

dan evaluasi 

kepegawaian, 

kompetensi 

peningkatan 

prosedur standar operas1, urusan 

evaluasi 

informasi 

pengembangan, dan 

pegawm, memberikan 

kompetensi di bidang 

dan komunikasi, dan 

lay an an 

teknologi 

melakukan 
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koordinasi penyusunan analisis dan evaluasijabatan, 

pengukuran be ban kerj a, penilaian j abatan 

pelaksana, penilaian perilaku pegawm, dan 

pelaksanaan fungsi unit kepatuhan internal Pusat 

Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. 

(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan 

koordinasi atas penyusunan rencana kerja dan 

anggaran, penyusunan dokumen pelaksanaan 

anggaran, urusan perbendaharaan, penerbitan surat 

perintah pembayaran, akuntansi pelaksanaan 

anggaran, penyusunan laporan keuangan, urusan 

pembayaran gaji dan kesejahteraan pegawai, dan 

melakukan koordinasi pengelolaan kinerja. 

(3) Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan 

penyusunan rencana kebutuhan dan dokumentasi 

pengadaan, penatausahaan dan akuntansi barang 

milik negara, urusan peny1mpanan dan 

pendistribusian, urusan inventarisasi dan 

penghapusan, urusan rumah tangga, angkutan, 

dukungan administratif perjalanan dinas, pengajuan 

permintaan pembayaran, pengelolaan keamanan 

ruangan dan barang inventaris, keprotokolan, 

dokumentasi dan kearsipan, tindak lanjut hasil 

pemeriksaan aparat pengawasan fungsional dan 

masyarakat, dan koordinasi pelaksanaan manajemen 

kelangsungan kegiatan Pusat Sistem Informasi dan 

Teknologi Keuangan . 

53. Bagian Keempat BAB XV diubah sehingga berbunyi 

sebagai berikut: 

Bagian Keempat 

Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi 

54. Ketentuan Pasal 1961 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 1961 

Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi mempunym tugas 

melaksanakan pengembangan kebijakan dan layanan 

teknologi informasi dan komunikasi, melaksanakan 

pengelolaan program teknologi informasi dan komunikasi, 

serta melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional 

pranata komputer. 

55. Ketentuan Pasal 1962 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal1962 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1961, Bidang Pengembangan Kebijakan dan 

Lay an an Teknologi Informasi dan Komunikasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan, pengembangan, pemutakhiran, 

diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan tingkat 

layanan teknologi informasi dan komunikasi; 

b. pengoordinasian pengelolaan jabatan fungsional 

pranata komputer; 

c. pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; 

d. penyusunan rencana strategis dan cetak biru 

teknologi informasi dan komunikasi dan usulan 

inisiatif strategis program teknologi informasi dan 

komunikasi Kementerian Keuangan; 

e. penyusunan dan pemutakhiran arsitektur teknologi 

informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan; 

f. pengelolaan dan penjaminan mutu program teknologi 

informasi dan komunikasi pusat; 

g. pemenuhan permintaan dan perubahan layanan 

teknologi informasi dan komunikasi; 

h. pengoordinasian pengelolaan gangguan layanan 

teknologi informasi dan komunikasi dan pemulihan 

gangguan layanan teknologi informasi dan 

komunikasi perangkat pengguna; dan 
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1. pengoordinasian pengelolaan pengetahuan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

56. Ketentuan Pasal 1963 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1963 

Bidang Pengembangan Kebijakan dan Layanan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi terdiri atas: 

a . Subbidang Pengembangan Kebijakan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi; 

b. Subbidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata 

Komputer dan Pengembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi; 

c. Subbidang Pengelolaan Program Teknologi Informasi 

dan Komunikasi; dan 

d. Subbidang Pengelolaan Layanan Pengguna. 

57. Ketentuan Pasal 1964 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal1964 

(1) Subbidang Pengembangan Kebijakan Teknologi 

Informasi dan Komunikasi mempunym tugas 

melakukan analisis, penyusunan, pengembangan, 

evaluasi dan pemutakhiran kebijakan, melakukan 

pengelolaan kesepakatan tingkat layanan, serta 

melakukan diseminasi dan sosialisasi kebijakan dan 

layanan teknologi informasi dan komunikasi di 

lingkungan Kementerian Keuangan. 

(2) Subbidang Pengelolaan Jabatan Fungsional Pranata 

Komputer dan Pengembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi mempunym tugas melakukan 

koordinasi pengelolaan jabatan fungsional pranata 

komputer, melakukan perencanaan, koordinasi dan 

harmonisasi pengembangan teknologi informasi dan 

komunikasi, dan melakukan pengujian manfaat dan 

kelayakan penerapan teknologi. 
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(3) Subbidang Pengelolaan Program Teknologi Informasi 

dan Komunikasi mempunym tugas melakukan 

analisis, penyusunan, pemantauan, evaluasi dan 

pemutakhiran atas rencana strategis dan cetak biru 

teknologi informasi dan komunikasi Kementerian 

Keuangan, dan usulan inisiatif strategis program 

teknologi informasi dan komunikasi Kementerian 

Keuangan, melakukan koordinasi penyusunan dan 

pemutakhiran arsitektur teknologi informasi dan 

komunikasi Kementerian Keuangan, dan melakukan 

pengelolaan dan penjaminan mutu program teknologi 

informasi dan komunikasi pusat. 

(4) Subbidang Pengelolaan Layanan Pengguna 

mempunym tugas melakukan pengelolaan dan 

verifikasi pemenuhan permintaan dan perubahan 

layanan teknologi informasi dan komunikasi, 

melakukan koordinasi pencatatan, 

pengidentifikasian, analisis dan pemulihan gangguan 

layanan teknologi informasi dan komunikasi, 

pemulihan gangguan layanan teknologi informasi dan 

komunikasi perangkat pengguna, melakukan 

pengelolaan multimedia dan layanan teknologi 

informasi dan · komunikasi, serta melakukan 

koordinasi pengelolaan pengetahuan teknologi 

informasi dan komunikasi. 

58. Bagian Kelima BAB XV diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Bagian Kelima 

Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data 

59. Ketentuan Pasal 1965 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1965 

Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data mempunyai 

tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan 
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kapasitas pusat data, pengendalian pusat data, 

pengelolaan server, dan pengelolaan fasilitas pusat data. 

60. Ketentuan Pasal 1966 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1966 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1965, Bidang Infrastruktur dan Fasilitas 

Pusat Data menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan dan pengembangan kapasitas pusat 

data; 

b. pengelolaan ruang kendali operasi; 

c. pemulihan gangguan dan permasalahan layanan 

pusat data dan uji ketangguhan Pusat Pemulihan 

Data; 

d. pengelolaan dan pemulihan gangguan dan 

permasalahan server dan storage serta fasilitas pusat 

data; dan 

e . pengoordinasian pengelolaan aset teknologi informasi 

dan komunikasi. 

61. Ketentuan Pasal 1967 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1967 

Bidang Infrastruktur dan Fasilitas Pusat Data terdiri atas: 

a . Subbidang Perencanaan dan Pengembangan 

Kapasitas Pusat Data; 

b. Subbidang Pengendalian Pusat Data; 

c. Subbidang Pengelolaan Server; dan 

d. Subbidang Pengelolaan Fasilitas Pusat Data. 

62. Ketentuan Pasal 1968 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 1968 

(1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan 

Kapasitas Pusat Data mempunyai tugas melakukan 

analisis kebutuhan pengguna, perencanaan 

kapasitas, penyusunan arsitektur, rancangan, 

rencana implementasi, rencana pengUJian, 

pengembangan, dan rilis pusat data. 

(2) Subbidang Pengendalian Pusat Data mempunym 

tugas melakukan koordinasi identifikasi, analisis, 

pemulihan gangguan dan permasalahan layanan 

pusat data, melakukan pengelolaan ruang kendali 

operasi, melakukan penyusunan dan pemutakhiran 

atas rencana kelangsungan dan ke~ersediaan layanan 

dan rencana penanggulangan krisis j bencana, 

melakukan koordinasi UJI ketangguhan Pusat 

Pemulihan Layanan Teknologi Informasi dan 

Komunikasi, dan melakukan koordinasi antara pusat 

data dengan pusat pemulihan data. 

(3) Subbidang Pengelolaan Server mempunyai tugas 

melakukan penyusunan rencana peningkatan 

pengelolaan server dan storage, melakukan 

identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan 

permasalahan server dan storage, dan melakukan 

pengelolaan backup dan restore. 

(4) Subbidang Pengelolaan Fasilitas Pusat Data 

mempunym tugas melakukan operasional dan 

pengamanan fasilitas pusat data, melakukan 

pengusulan penyediaan perangkat pendukung pusat 

data, melakukan identifikasi, analisis, dan pemulihan 

gangguan dan permasalahan fasilitas pusat data, dan 

melakukan koordinasi pengelolaan aset teknologi 

informasi dan komunikasi. 

63 . Ketentuan Bagian Keenam BAB XV diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Keenam 

Bidang Jaringan Komunikasi Data 
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64. Ketentuan Pasal 1969 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1969 

Bidang Jaringan Komunikasi Data mempunyai tugas 

melaksanakan perencanaan dan pengembangan 

komunikasi data, pengelolaan komunikasi data internet, 

intranet, dan ekstranet, dan pengelolaan sistem 

kolaborasi. 

65 . Ketentuan Pasal 1970 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1970 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1969, Bidang Jaringan Komunikasi Data 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan dan pengembangan kapasitas 

komunikasi data; dan 

b. pemulihan gangguan dan permasalahan, dan 

pengelolaan atas layanan komunikasi data internet, 

ekstranet, intranet dan sistem kolaborasi. 

66. Ketentuan Pasal 1971 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1971 

Bidang Jaringan Komunikasi Data terdiri atas: 

a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan 

Kapasitas Komunikasi Data; 

b. Subbidang Pengelolaan Komunikasi Data Internet 

dan Ekstranet; 

c. Subbidang Pengelolaan Komunikasi Data Intranet; 

dan 

d. Subbidang Pengelolaan Sistem Kolaborasi. 

67. Ketentuan Pasal 1972 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal 1972 

(1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan 

Kapasitas Komunikasi Data mempunym tugas 

melakukan analisis konfigurasi dan kebutuhan 

pengguna, perencanaan kapasitas, penyusunan 

arsitektur, rancangan, dan rencana implementasi, 

pengUJian sistem, dan koordinasi pengembangan, 

koordinasi rilis, dan pelatihan jaringan komunikasi 

data, serta pengelolaan aset. 

(2) Subbidang Pengelolaan Komunikasi Data Internet 

dan Ekstranet mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana peningkatan layanan, 

identifikasi, analisis, dan pemulihan gangguan dan 

permasalahan, dan analisis potensi masalah, tren 

dan akar masalah, serta monitoring kapasitas dan 

evaluasi kinerja komunikasi data internet dan 

ekstranet. 

(3) Subbidang Pengelolaan Komunikasi Data Intranet 

mempunym tugas melaksanakan penyusunan 

rencana peningkatan layanan, identifikasi, analisis, 

dan pemulihan gangguan dan permasalahan, dan 

analisis potensi masalah, tren dan akar masalah, 

serta monitoring kapasitas dan evaluasi kinerja 

komunikasi data intranet. 

(4) Subbidang Pengelolaan Sistem Kolaborasi 

mempunym tugas melaksanakan penyusunan 

rencana peningkatan layanan sistem kolaborasi 

sesuai katalog layanan, pemenuhan layanan sistem 

kolaborasi sesuai katalog layanan, monitoring sistem 

jaringan pada area sistem kolaborasi, pengujian data 

aktivitas (log) sistem komunikasi data, evaluasi 

efektivitas pemenuhan layanan komunikasi data, 

dukungan terkait komunikasi data, identifikasi, 

analisis, dan pemulihan gangguan dan permasalahan 

area sistem kolaborasi, dan pengelolaan pengetahuan 

area sistem kolaborasi serta pengelolaan Enterprise 

Service Bus Kementerian Keuangan. 
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68. Ketentuan Bagian Ketujuh BAB XV diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Ketujuh 

Bidang Aplikasi 

69. Ketentuan Pasal 1973 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1973 

Bidang Aplikasi mempunym tugas melaksanakan 

perencanaan dan pengembangan kapasitas, pengendalian 

mutu aplikasi, perancangan dan pengembangan aplikasi, 

dan pengelolaan sistem aplikasi. 

70. Ketentuan Pasal 1974 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1974 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1973, Bidang Aplikasi menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perencanaan dan pengembangan kapasitas aplikasi; 

b. pengendalian mutu aplikasi; 

c. perancangan dan pengembangan aplikasi; 

d. pengelolaan sistem aplikasi; dan 

e . pengelolaan dan pemulihan gangguan dan 

permasalahan layanan aplikasi. 

71. Ketentuan Pasal 1975 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1975 

Bidang Aplikasi terdiri atas: 

a. Subbidang Perencanaan Kapasitas dan Pengendalian 

Mutu Aplikasi; 

b. Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi 

I; 
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c. Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi 

II; dan 

d. Subbidang Pengelolaan Sistem Aplikasi. 

72. Ketentuan Pasal 1976 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1976 

(1) Subbidang Perencanaan Kapasitas dan Pengendalian 

Mutu Aplikasi mempunym tugas melakukan 

penyusunan arsitektur aplikasi, analisis konfigurasi 

aplikasi dan perencanaan kapasitas aplikasi, dan 

melaksanakan penguJian kelayakan konsep 

rancangan sistem aplikasi, pengujian sistem aplikasi, 

pengujian kelayakan mutu sistem aplikasi, penyiapan 

rencana implementasi sistem aplikasi, 

melakukan pengelolaan aset aplikasi. 

serta 

(2) Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi 

I mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan 

pengguna, penyusunan rancangan dan rencana 

pengujian sistem aplikasi, dan melaksanakan 

pengembangan sistem aplikasi dan pelatihan sistem 

aplikasi yang dikembangkan, serta melakukan rilis 

sistem aplikasi internal, identifikasi, analisis, dan 

pemulihan gangguan dan permasalahan aplikasi 

untuk lingkup common application. 

(3) Subbidang Perancangan dan Pengembangan Aplikasi 

II mempunyai tugas melakukan analisis kebutuhan 

pengguna, penyusunan rancangan dan rencana 

penguJian sistem aplikasi, dan melaksanakan 

pengembangan sistem aplikasi dan pelatihan sistem 

aplikasi yang dikembangkan, serta melakukan rilis 

sistem aplikasi internal, identifikasi, analisis, dan 

pemulihan gangguan dan permasalahan aplikasi 

untuk lingkup non-common application. 
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(4) Subbidang Pengelolaan Sistem Aplikasi mempunym 

tugas melakukan analisis, monitoring dan evaluasi 

kinerja dan kapasitas aplikasi, rilis sistem aplikasi 

eksternal, dan melaksanakan identifikasi, analisis, 

dan pemulihan gangguan dan permasalahan sistem 

aplikasi eksternal, serta melakukan penyusunan 

rencana peningkatan layanan aplikasi. 

73. Ketentuan Bagian Kedelapan BAB XV diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kedelapan 

Bidang Basis Data 

74. Ketentuan Pasal 1977 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1977 

Bidang Basis Data mempunym tugas melaksanakan 

perencanaan dan pengembangan kapasitas basis data, 

melaksanakan analisis dan penyajian data, melaksanakan 

administrasi basis data, dan melaksanakan pengelolaan 

sistem layanan data. 

75 . Ketentuan Pasal 1978 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1978 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1977, Bidang Basis Data menyelenggarakan 

fungsi: 

a. perencanaan dan pengembangan kapasitas basis 

data; 

b. pelaksanaan analisis dan penyajian data; 

c. pengelolaan administrasi basis data; 

d . pengelolaan sistem layanan data dan pertukaran 

data; dan 

e. pengelolaan Forum Data Kementerian Keuangan. 
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76. Ketentuan Pasal 1979 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal1979 

Bidang Basis Data terdiri atas: 

a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan 

Kapasitas Basis Data; 

b. Subbidang Analisis dan Penyajian Data; 

c. Subbidang Pengelolaan Administrasi Basis Data; dan 

d. Subbidang Pengelolaan Sistem Layanan Data. 

77. Ketentuan Pasal 1980 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1980 

(1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan 

Kapasitas Basis Data mempunyai tugas melakukan 

penyusunan arsitektur dan rancangan basis data, 

dan melaksanakan analisis konfigurasi, kebutuhan 

pengguna dan perencanaan kapasitas basis data, 

penyusunan dan perencanaan peningkatan kinerja 

sistem basis data, serta melaksanakan pengujian 

basis data dan sistem basis data, penyusunan 

rencana implementasi basis data, pengembangan dan 

rilis basis data, sosialisasi basis data yang 

dikembangkan, dan pengelolaan aset basis data. 

(2) Subbidang Analisis dan Penyajian Data mempunyai 

tugas melakukan analisis data, pemantauan 

ketersediaan data untuk kebutuhan informasi, 

perumusan penyaJian sistem layanan data, 

koordinasi pengelolaan decision support system dan 

executive information system untuk pimpinan, dan 

melaksanakan identifikasi, analisis dan pemulihan 

gangguan dan permasalahan penyaJian data, 

pengelolaan Portal Pusintek, serta memberikan · 

dukungan penyaJian 

pengguna. 

informasi kepada unit 
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(3) Subbidang Pengelolaan Administrasi Basis Data 

mempunyai tugas melakukan analisis, evaluasi, dan 

pemantauan atas kinerja dan kapasitas sistem basis 

data, dan melakukan peningkatan kinerja sistem 

basis data, koordinasi dengan Pusat Pemulihan Data 

terkait pengelolaan sistem basis data, serta 

melaksanakan identifikasi, analisis, dan pemulihan 

gangguan dan permasalahan area basis data. 

(4) Subbidang Pengelolaan Sistem Layanan Data 

mempunyai tugas melakukan perumusan usulan 

standar data, pengelolaan sistem layanan data 

internal dan eksternal, pengelolaan perjanjian sistem 

layanan data dengan pihak eksternal, dan 

melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan 

peningkatan kinerja dan kapasitas sistem layanan 

data, serta melaksanakan identifikasi, analisis, dan 

pemulihan gangguan dan permasalahan area sistem 

layanan data, dan pengelolaan Forum Data 

Kementerian Keuangan. 

78 . Ketentuan Bagian Kesembilan BAB XV diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Kesembilan 

Bidang Keamanan Informasi 

79. Ketentuan Pasal 1981 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Bidang Keamanan 

Pasal 1981 

Informasi mempunym tug as 

melaksanakan perencanaan dan pengembangan kapasitas 

keamanan informasi, pengendalian keamanan informasi, 

pengelolaan sistem keamanan informasi, dan 

melaksanakan manajemen risiko dan bina kepatuhan 

teknologi informasi dan komunikasi. 
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80. Ketentuan Pasal 1982 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1982 

Dalam melaksanakan 

dalam Pasal 1981, 

tug as se bagaimana dimaksud 

Bidang Keamanan Informasi 

menyelenggarakan fungsi: 

a. perencanaan dan pengembangan kapasitas 

keamanan informasi; 

b. pengelolaan, pengendalian dan pemulihan gangguan 

dan permasalahan keamanan informasi; 

c. pengelolaan sis tern keamanan informasi dan tanda 

tangan elektronik; 

d. pelaksanaan manajemen risiko; 

e. pengoordinasian manaJemen kelangsungan dan 

ketersediaan layanan teknologi informasi dan 

komunikasi; dan 

f. pelaksanaan bina kepatuhan teknologi informasi dan 

komunikasi. 

81. Ketentuan Pasal 1983 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 1983 

Bidang Keamanan Informasi terdiri atas: 

a. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan 

Kapasitas Keamanan Informasi; 

b . Subbidang Pengendalian Keamanan lnformasi; 

c. Subbidang Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi; 

dan 

d. Subbidang Manajemen Risiko dan Bina Kepatuhan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi . 

82. Ketentuan Pasal 1984 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

-b-
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Pasal 1984 

(1) Subbidang Perencanaan dan Pengembangan 

Kapasitas Keamanan Informasi mempunyai tugas 

melakukan analisis konfigurasi, kebutuhan 

pengguna, perencanaan atas kapasitas sistem 

keamanan informasi, dan melaksanakan klasifikasi 

Jenis dan tingkat perlindungan data dan/ atau 

informasi, koordinasi penerapan sistem manajemen 

keamanan informasi, serta melaksanakan 

penyusunan dan pemutakhiran arsitektur keamanan 

informasi dan evaluasi efektivitas kebijakan dan 

standar keamanan informasi, dan pengelolaan aset 

sistem keamanan informasi. 

(2) Subbidang Pengendalian Keamanan Informasi 

mempunym tugas melakukan pemantauan dan 

evaluasi hak akses pengguna, deteksi dan tindak 

lanjut upaya penerobosan 

pemenuhan permintaan 

keamanan informasi, 

layanan keamanan 

informasi, dan melaksanakan identifikasi, analisis, 

dan pemulihan gangguan dan permasalahan, serta 

melakukan analisis potensi masalah, tren, dan akar 

masalah area keamanan informasi. 

(3) Subbidang Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi 

mempunym tugas melakukan pengujian, analisis, 

dan tindak lanjut kerentanan sistem keamanan 

informasi, dan melaksanakan analisis dan evaluasi 

kinerja sistem keamanan informasi, pengelolaan 

kegiatan forum keamanan informasi, serta 

melakukan analisis log perangkat keamanan 

informasi, pengelolaan tanda tangan elektronik, dan 

penyusunan pemetaan akses metrik. 

(4) Subbidang Manajemen Risiko dan Bina Kepatuhan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi mempunym 

tugas melaksanakan penerapan sistem manaJemen 

keamanan informasi dan pengelolaan risiko teknologi 

informasi dan komunikasi Kementerian Keuangan 

dan pengelolaan risiko pusat, dan melaksanakan 

analisis dampak bisnis, koordinasi manaJemen 
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kelangsungan dan ketersediaan layanan teknologi 

informasi dan komunikasi, serta melaksanakan 

koordinasi penerapan standar internasional teknologi 

informasi dan komunikasi, pemantauan pelaksanaan 

kebijakan teknologi informasi dan komunikasi, 

koordinasi tindak lanjut hasil pemantauan 

pelaksanaan kebijakan teknologi informasi dan 

komunikasi, dan pelaksanaan audit teknologi 

informasi dan komunikasi pusat. 

83. Ketentuan huruf e Pasal 2017 diubah dan menambahkan 

1 (satu) ketentuan yakni ketentuan huruf f sehingga Pasal 

2017 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal2017 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2016, Pusat Analisis dan Harmonisasi 

Kebijakan menyelenggarakan fungsi: 

pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan 
0 0 

a. s1nerg1 

kebijakan atas program dan kegiatan Menteri 

Keuangan di bidang pendapatan negara dan 

pembiayaan negara; 

b. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi 

kebijakan atas program dan kegiatan Menteri 

Keuangan di bidang belanja negara dan kekayaan 

negara; 

c. pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi 

kebijakan atas program dan kegiatan Menteri 

Keuangan di bidang sumber daya aparatur dan 

pengawasan; 

d. pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan 

Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan; 

e. pelaksanaan urusan protokol, tamu asing, dan 

akomodasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri 

Keuangan; dan 

f. pelaksanaan administrasi Pusat Analisis dan 

Harmonisasi Kebijakan. 
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84. Ketentuan huruf a Pasal2018 diubah sehingga Pasal2018 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2018 

Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan terdiri atas: 

a. Bagian Tata U saha dan Pengelolaan Data; 

b. Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil 

Menteri; 

c. Bidang Analisis dan Harmonisasi Pendapatan dan 

Pembiayaan Negara; 

d. Bidang Analisis dan Harmonisasi Belanja dan 

Kekayaan N egara; 

e. Bidang Analisis dan Harmonisasi Sumber Daya 

Aparatur dan Pengawasan; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

85. Ketentuan Bagian Ketiga BAB XXVII diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Bagian Ketiga 

Bagian Tata U saha dan Pengelolaan Data 

86. Ketentuan Pasal 2019 diu bah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal2019 

Bagian Tata U saha dan Pengelolaan Data mempunym 

tugas melaksanakan pengelolaan organisasi, sumber daya 

manusia, keuangan, rumah tangga, kinerja, dan resiko, 

melaksanakan dukungan teknologi informasi pusat, dan 

melaksanakan pengelolaan data dan informasi 

rapatjkegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri 

Keuangan. 

87. Ketentuan Pasal 2020 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
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Pasal2020 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 20 19, Bagian Tata U saha dan Pengelolaan 

Data menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana dan program kerja tahunan, 

dan evaluasi kerja; 

b. pengelolaan laporan akuntabilitas kinerja dan 

manajemen risiko; 

c. pengelolaan sumber daya manusia; 

d. pengelolaan dan penyusunan evaluasi tata laksana 

organisasi, penyusunan analisis dan evaluasi jabatan 

dan pelaksanaan analisis beban kerja; 

e. penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan pertanggungjawaban anggaran dan 

perbendaharaan; 

f. penyelenggaraan urusan perencanaan, 

penatausahaan, dan pelaporan pertanggungjawaban 

barang milik negara dan barang persediaan; 

g. pengelolaan rumah tangga dan perjanjianjkontrak 

dengan mitra kerja; 

h. pengelolaan data dan informasi rapatjkegiatan 

Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan; 

1. pengelolaan dukungan teknologi informasi; 

J. pelaksanaan pengelolaan kinerj a; dan 

k. pelaksanaan urusan tata usaha, administrasi, dan 

kearsipan Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan. 

88 . Ketentuan Pasal 2021 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal2021 

Bagian Tata Usaha dan Pengelolaan· Data terdiri atas: 

a. Subbagian Tata Laksana dan Kepegawaian; 

b . Subbagian Keuangan dan Rumah Tangga; dan 

c. Subbagian Pengolahan Data. 
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89 . Ketentuan Pasal 2023 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal2023 

Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri 

mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan agenda 

program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil 

Menteri Keuangan, mengoordinasikan penyiapan, 

penyusunan, penyajian dan pendokumentasian bahan 

kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, 

memberikan dukungan, layanan dan administrasi Menteri 

Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, dan 

melaksanakan pengelolaan keprotokolan. 

90. Ketentuan huruf g Pasal 2024 diubah dan menambahkan 

2 (dua) ketentuan yakni ketentuan huruf h dan huruf i 

sehingga Pasal 2024 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2024 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2023, Bidang Pengelolaan Program Menteri 

dan Wakil Menteri menyelenggarakan fungsi: 

a. pengelolaan agenda program dan kegiatan Menteri 

Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan; 

b. pengoordinasian penyiapan, penyusunan, penyaJian 

dan pendokumentasian bahan program dan kegiatan 

Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan; 

c. pengoordinasian pelaksanaan rapat pimpinan dan 

kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri 

Keuangan lainnya; 

d. pelaksanaan dukungan dan layanan kegiatan Menteri 

Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan; 

e. pengelolaan surat dan disposisi Menteri Keuangan 

dan Wakil Menteri Keuangan; 

f. penyediaan layanan administrasi dan logistik Menteri 

Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan; 

g. pengelolaan keprotokolan Kementerian Keuangan; 
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h. pelaksanaan keprotokolan Menteri Keuangan dan 

Wakil Menteri Keuangan; dan 

1. pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya. 

91. Menambahkan 1 (satu) ketentuan yakni ketentuan huruf 

d sehingga Pasal 2025 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2025 

Bidang Pengelolaan Program Menteri dan Wakil Menteri 

terdiri atas: 

a. Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program 

Menteri; 

b. Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program 

Wakil Menteri; 

c . Subbidang Administrasi Menteri; dan 

d. Subbidang Protokol. 

92. Ketentuan Pasal 2026 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal2026 

(1) Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program 

Menteri mempunyai tugas melakukan perencanaan 

agenda program dan kegiatan Menteri Keuangan, 

mengoordinasikan penympan, penyusunan, 

penyajian bahan kegiatan, mengoordinasikan 

pelaksanaan rapat pimpinan, melakukan pemilahan 

surat dan pemantauan tindak lanjut atas disposisi, 

serta melaksanakan dukungan dan layanan Menteri 

Keuangan. 

(2) Subbidang Perencanaan dan Pelaksanaan Program 

Wakil Menteri mempunym tugas melakukan 

perencanaan agenda program dan kegiatan Wakil 

Menteri Keuangan, mengoordinasikan penyiapan, 

penyusunan dan penyajian pendokumentasian 

bahan program dan kegiatan, mengoordinasi 

pelaksanaan rapat pimpinan, melakukan pemilahan 

surat dan pemantauan tindak lanjut atas disposisi, 
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pengelolaan administrasi, pendokumentasian bahan 

kegiatan, mengoordinasikan logistik, serta dukungan 

dan layanan Wakil Menteri Keuangan. 

(3) Subbidang Administrasi Menteri mempunyai tugas 

melakukan layanan surat menyurat, pengelolaan 

administrasi, pendokumentasian bahan kegiatan, 

dan mengoordinasi logistik Menteri Keuangan. 

(4) Subbidang Protokol mempunyai tugas melakukan 

pengelolaan keprotokolan Kementerian Keuangan 

dan melaksanakan keprotokolan Menteri Keuangan 

dan Wakil Menteri Keuangan. 

93. Ketentuan ayat (3) Pasal 2030 diubah sehingga Pasal 2030 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal2030 

(1) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Perpajakan 

mempunym tugas melakukan analisis dan 

harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan, 

menyusun skala prioritas, menyiapkan data, 

informasi dan laporan, memantauan dan 

mengevaluasi program dan kegiatan, melaksanakan 

koordinasi internal dan eksternal program dan 

kegiatan, mengoordinasi penyelesaian arahan 

Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta 

penyiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan 

dan Wakil Menteri Keuangan di bidang perpajakan. 

(2) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Kepabeanan 

dan Cukai mempunyai tugas melakukan analisis dan 

harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan, 

menyusun skala prioritas, menyajian data, informasi 

dan laporan, memantauan dan mengevaluasi 

program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi 

internal dan eksternal program dan kegiatan, 

mengoordinasi penyelesaian arahan Menteri 

Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, serta 

penyiapan bahan masukan kepada Menteri Keuangan 
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dan Wakil Menteri Keuangan di bidang kepabeanan, 

cukai dan penerimaan negara bukan pajak. 

(3) Subbidang Analisis dan Harmonisasi Pembiayaan 

Negara mempunyai tugas melakukan analisis dan 

harmonisasi kebijakan, menyiapkan bahan kegiatan, 

menyusun skala prioritas, menyajikan data, 

informasi dan laporan, memantau dan mengevaluasi 

program dan kegiatan, melaksanakan koordinasi 

internal dan eksternal program dan kegiatan, 

mengoordinasikan penyelesaian arahan Menteri 

Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, 

mengoordinasikan penympan bahan masukan 

kepada Menteri Keuangan dan Wakil Menteri 

Keuangan di bidang pembiayaan negara, kerja sama 

ekonomi dan keuangan internasional, dan sektor 

keuangan, dan melaksanakan pengelolaan agenda 

program dan kegiatan Sekretaris Jenderal. 

94. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

87 /PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641) 

diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Menteri ini. 

Pasal II 

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang 

memangku jabatan di lingkungan · Kementerian 

Keuangan, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah 
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diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

87 /PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai 

dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat 

pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini; dan 

b. seluruh peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 217 /PMK.01/2018 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 87 /PMK.01/2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

217 /PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan dinyatakan masih tetap 

berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum 

diubah atau diganti dengan peraturan pelaksanaan 

yang baru berdasarkan Peraturan Menteri ini. 

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 2019 

MENTERIKEUANGAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Desember 2019 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1745 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Biro Umum 

u.b. 
Plt. Kepala Bagia~A9:¢in)-strasi Kementerian 

* ---- J 
If 

ANW ARI , . ,.- _ , /j 
NIP 19621 OQ~Srr.l~~~ / 00 1 
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KEUANGAN NOMOR 217 /PMK.01/2018 TENTANG 
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BAGAN ORGANISASI 
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INFORMASI MILIK NEGARA Ill MILIK NEGARA Ill L_ L_ 

I I I 
KELOMPOK JABATAN 

1--
FUNGSIONAL 

J J I 
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BAGAN ORGANISASI 

BIROUMUM 

BIRO 
UMUM 

I I I I 
BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN 

ADMINISTRASI KEMENTERIAN RUMAH TANGGA KEUANGAN SUMBER DAYA MANUS! A 

I I I I 

SUBBAGIAN SUB BAG! AN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN PERENCANAAN 

1-- KEAASIPAN f- PENGELOLAAN BANGUNAN !-
PENGANGGARAN 

- DAN MUTASI SUMBER OAYA 
DAN UNGKUNGAN MANUS! A 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

f--- PERSURATAN - PENGELOLAAN MEKANIKAL - PERBENDAHARAAN I - PENGEMBANGAN SUMBER 
DAN ELEKTRIKAL DAYA MANUS! A 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN 
1-- ADM INISTRASI PERJALANAN f- PENGELOLAAN PERALA TAN 1-

PERBENDAHARAAN II !- ADM INISTRASI SUMBER 
DINAS OPERASIONAL DAYA MANUS! A 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

L_ AKUNTA~~~B~~~APORAN 
SUB BAG IAN 

'---
TATA USAHA PIMPINAN '--- PENGELOLAAN KEAMANAN - KESEJAHTERAAN DAN 

DAN OPERAS! ONAL PEMBINAAN MENTAL 

BAGIAN 
BAG IAN BAGIAN 

ORGANISASI , TATA LAKSANA, 
KEPATUHAN INTERNAL 

MANAJ EM EN BARANG M I L1 K 
DAN KOMUNIKASI NEGARA 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 1--- SUBBAGIAN 
ORGANISASI KEPATUHAN INTERNAL I BARANG MILIK NEGARA I 

SUBBAGIAN 1-- SUBBAGIAN 
1---

SUBBAGIAN 
TATA LAKSANA KEPATUHAN INTERNAL II BARANG MILIK NEGARA II 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN 1-- PENGELOLAAN KINERJA 1---JABATAN FUNGSIONAL 
ORGANISASI BARANG MILIK NEGARA Il l 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI '--- DATA DAN DUKUNGAN '-----
TATA USAHA BIRO 

TEKNIS 

I I I I I 
f--- KEL~0~6~~~~~~TAN ~ 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT JENDERAL 

DIREKTORAT 
PENYUSU NAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA 
NEGARA 

SUBOIREKTORAT 
PENYUSU NAN ANGGARAN 

BELANJA NEGARA I 

SUBOIREKTORAT 
PENYUSUNAN ANGGARAN 

BELANJA NEGARA II 

SUBOIREKTORAT 
PENYUSUNAN ANGGARAN 

BELANJA NEGARA Ill 

SUBDIREKTORAT 
PENYUSUNAN PEM8JAYAAN 

ANGGARAN DAN 
PENGANGGARAN RISIKO 

FISKAL 

SUBD IREKTORAT 
DATA DAN DUKUNGAN 
TEKNIS PE NYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA NEGARA 

ANGGARAN 

OIREKTORAT JENDERAL 
ANGGARAN 

DIREKTORAT 
ANGGARAN BIDANG 

PEREKONOM IAN DAN 
KEMARITIMAN 

SUBDIREKTORAT 
ANGGARAN BIDANG 

PERTANIAN, KELAUTAN DAN 
KEHUTANAN 

SUBDIREKTORAT 
ANGGARAN BIOANG 
PEKERJAAN UMUM, 

AGRARIA, DAN TATA RUANG 

SUBDIREKTOAAT 
ANGGARAN BIDANG 

PERHUBUNGAN. 
KEPAAIWISATAAN, DAN KOPERASI 

DAN USAHA KECIL MENENGAH 

SUBDIREKTORAT 
ANGGARAN BIDANG 

KEUANGAN DAN 
KETENAGAKERJAAN 

SUBDIREKTORAT 
ANGGARAN BIDANG ENERGI, 

PERINDUSTRIAN, DAN 
PERDAGANGAN 

SUBD IREKTORAT 
DATA DAN DUKU NGAN 

TEKNIS ANGGARAN BIDANG 
PEREKONOM IAN DAN 

KEMARITIMAN 

BAGIAN 
ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA 

OIREKTORAT 
ANGGARAN BIOANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA DAN 
KEBUDAYAAN 

SUBDlREKTORAT 
ANGGARAN BIDANG 

PEND ID IKAN DAN 
KEPEMUDAAN 

SUBDIREKTORAT 
ANGGARAN BIDANG 

KESEJAHTERAAN SOSIAL 
DAN KEPRESIDENAN 

SUBDIREKTORAT 
ANGGARAN BIDANG AGAMA 

DAN LEMBAGA TINGGI 
NEGARA 

SUBDIREKTORAT 
ANGGARAN BIDANG RISET, 

TEKNOLOGI DAN 
PEND IDIKAN TINGGI 

SUBDIREKTORAT 
ANGGARAN BIDANG 

KESEHATAN 

SUBD IREKTORAT 
DATA DAN DUKUNGAN 

TEK NIS ANGGARAN BIDANG 
PEMBANGU NAN MANUSIA 

DAN KEBUDAYAAN 

SEKAETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

BAGIAN 
SUMBER DAYA MANUSIA 

BAGIAN 
PERE NCANAAN DAN 

KEUANGAN 

BAGIAN 
KEPATUHAN INTERNAL, 

MANAJEMEN RISIKO, DAN 
ADVOKASI 

SUBDIREKTORAT 
ANGGARAN BIDANG 
PERTAHANAN DAN 

KEAMANAN 

SUBDIREKTORAT 
MI TRA PEMBANTU 

PENGGUNA ANGGARAN 

DATA DAN DUKUNGAN TEKNIS 
ANGGAAAN BIDANG POLITIK. 
HUKUM, PERTAHANAN DAN 

KE AM ANAN, DAN BAGII\N 
ANGGAAAN BENDAHAAA UMUM 

NEGAAA 

D IREKTORAT 
PENERIMAAN NEGAAA BUKAN PAJAK 
SUM BE A DAYA ALAM DAN KEKAYAAN 

NEGAAA OIPISAHKAN 

D IREKTORAT 
PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK KEMENTERIANI LEM BAGA 

OIREKTORAT 
SISTEM PENGANGGARAN 

OIREKTORAT 
HARMONISASI PERATURAN 

PENGANGGARAN 

SUBDIREKTORAT 
PENERIMAAN SU MBER DAYA 

ALAM MINYAK DAN GAS BUM I 

SUBDIREKTORAT 
PENERIMAAN SUMBER DAYA 
ALAM NON MINYAK DAN GAS 

BUM I 

SUBDIREKTORAT 
PENERIMAAN KEKAYAAN 

NEGARA DIPISAHKAN 

SUBDIAEKTORAT 
POTENSI DAN PENGAWASAN 

PENEAIMAAN NEGARA BUKAN 
PAJAK SUMBEA DAYA ALAM DAN 
KEKAYAAN NEGAAA DIPISAHKAN 

SUBD IAEKTORAT 
PERATUAAN DAN DUKUNGAN 

TEKNIS PENEAIMMN NEGARA 
BUKAN PAJAK SU MBER DAYA 

ALAM DAN KEKAYAAN NEGAAA 
D IPISAHKAN 

SUBDIREKTORAT 
POTENSI, PE NERIM AAN, DAN 

PE NGAWASAN 
KEME NTERIANI LEMBAGA I 

SUBDIREKTORAT 
POTENSI, PE NERIMAAN, DAN 

PE NGAWASAN 
KEMENTERIANI LEMBAGA II 

SUBDIREKTORAT 
POTENSI, PENERIMAAN, DAN 

PE NGAWASAN 
KEMENTERIANI LEMBAGA Ill 

SUBO IREKTORAT 
PERATURAN DAN OUKU NGAN 
TEKNI S PENERIMMN NEGARA 
BUKAN PAJAK KEMENTERIANI 

LEMBAGA 

SUBD IREKTORAT 
TRANSFORMASI SISTEM 

PE NGANGGARAN 

SUBDIREKTORAT 
STANDAR BIAYA 

SUBDIREKTORAT 
EVALUASI KINERJA 

PE NGANGGARAN 

SUBD IREKTORAT 
TEKNOLOGIINFORMASI 

PE NGANGGARAN 

SUBDIREKTORAT 
HARMONISASI PERATURAN 

PENGANGGARAN 
KEMENTERIANI LEMBAGA I 

SUBDIREKTORAT 
HARMONISASJ PERATURAN 

PENGANGGARAN 
KEMENTERIANI LEMBAGA I I 

SUBDIRE KTORAT 
HARMONISASI PERATURAN 

JAMINAN SOSIAL 

SUBDIREKTORAT 
HARMONI SASI 

PENGANGGARAN 
REMUNERASI 
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BAGAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 
D IREKTORAT JENDERAL 

I I I 

BAG IAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN 
ORGANISASI DAN lATA LAKSANA SUMBER DAYA MANUS! A PERENCANAAN DAN KEUANGAN UMUM 

I I I 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
-

ORGANISASJ r- PENGEMBANGAN SUMBER - PEAENCANAAN ANGGARAN LAYANAN ANGGARAN DAN 
DAYA MANUS! A TAlA USAHA 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN -

TAT A LAKSANA 1- PENGEMBANGAN KARIA -
PERBENDAHARAAN 1- RUMAH TANGGA 

SUMBER DAYA MANUSIA 

SUBBAGIAN 
SUBBAG!AN SUBBAGIAN MANAJEMEN INFORMASI SUBBAGIAN 

~ PENGELOLAAN KINERJA DAN '- SUMBER DAYA MANUSIA DAN - AKUNTANSI, PELAPORAN 1-
PENGADAAN DAN 

PELAPORAN PENGELOLAAN JABATAN KEUANGAN, DAN GAJI 
PENGELOLAAN BARANG 

FUNGSIONAL MIUK NEGAAA 

'--- SUB BAG! AN 
TATA USAHA PIMP! NAN 

r- KELOMPOK JABATAN -FUNGSIONAL 

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORATPENYUSUNAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

SUBDII~E I\TORAT 
Al-l AI, ISIS EKONOMI MAKRO 
DAN l'"N DAI'ATA/-1 /li::GARA 

ANAJ.ISIS PENERIMMN 
I'ERI'MAKAN DA/l III BAII 

SEKSI 
ANAl, ISIS I'ENER IMMN 
NI':GAIM 13111\AN PAJAK 

MMUS l!lllll rl OO N~O l . liJA !J l 

l'I':NYUSUNA rii'O!I'lUR 
AtiOOARAtll'I': Nillll'}o,TAN llll tl 

Sl!BDIIU:IITORAT 
I'ENYUSLJIIMI 1\NGOARAfl 

13ELAtiJANIO:GA IM I 

SEKSI 
I'I::NYUSUNAN AN OGAHA N 

BIO: IAI-IJA I'EGAWAI 

SEI<SI 
PENYLJSUNAN ANGGAIMN 

131':1ANJA BARMIG 

SEI\SI 
I'EilYUSLJNAtlAtlG OARA N 

BE IAflJA MODAl. 

I'EIIYUSl! tiAN AllGtlARAN 
13ELANJ A I.AINNYA 

D IREKTORAT 
PENYUSU NI\N ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA 
NEGARA 

SUBD IR£KfOIMT 
I'ENYUSU NAN AtWGARAN 

BEIANJ A/ll::GARA II 

SEKSI 
I'ENYUSUNAtl ANOGARAN 
BEIJ\NJA KEMENTERIAfl 

I.I:': MBAGAI 

S£1\SI 
l'ENYL/SUNAt-1 ANGGARAN 
m :LAIIJA KIO:MIO:NTERIAN 

I.EMBAGA II 

SEKSJ 
PENY\JS\J/IAN MIOCV.HAN 

BEIA/lJA BAilTl!Ail SOSIAL 

I'ENYOS\JNAN MGCV.l~ N 

UE IAN.JA HHJAII DAN 
KONSOLIDASl DATA BELANJA 

NEGARA 

SlJilB/\G IM-1 
TATA USI\HI\ 

Sl! BOU~E hTORAT 

I'E/IY\JSIJ NAN AIIGGAIMN 
131>1.ANJA NEOARA I ll 

I'EtiYUSIJNAN AIIGGA IM/1 
13EIANJASIJilS[l)IEtiEIWI 

SI':I<SI 
I'ENYUSUNAN AIWOA I~ N 

BELANJASU I~IDI NON 
ENEIWI 

SE:I<Sl 
I'ENYLJSl!/IANANGGII.IMrl 
TIMNSF~;H KE DAERAH l 

I'EtiYl!SLJNAI-1 AIIOGARAN 
'fiMNSFER KE DAI>I~Al lll 

suoomEJ..TORAT 
l'ENY\JS\JNA/l 1'EM131AYMII 

AllGGAIMN DAN 
I'ENGAIWGARAN I~IS IKO FISKAL 

I' EIIYUSUNAN I'EMBIAYM/1 
\JTMIOI 

I'ENYLJSIJNANl'EMBIAYMU 
UTANOil 

SEJ\SI 
I'ENY\JSLJNANJ'£MBIAYMI1 

NON LJTANO 

l'J::NGANCCAI~AII I~ I S I I\0 
FISKAL 

I 
BAG! AN 

KEPATUHAN INTERNAL, 
MANAJEMEN RISIKO, DAN 

ADVOKASJ 

I 

SUBBAGIAN 
- PENGENDALIAN DAN 

KEPATUHAN INTERNAL 

SUBBAGIAN 
- PENGENDALIAN KODE ETIK 

DAN MANAJEMEN RISIKO 

SUBBAGIAN 
PEMANTAUAN HASIL -
PEMERIKSAAN DAN 

ADVOKASI 

SUBD IREIITOIM T 
DATI\ DI\N DIJKLJtiGAN TEKNIS 

I'ENYIISl!f-IAt-1 AtlGGARAN 
I'EIIOAI'ATANDANBEIANJA 

NEGAI~A 

S£1\SI 
DATA DAN Dl/KUNGA N 
TEI\NIS I'ENYLJSUNAN 

ANGGARANI'ENDAI'ATAN 
DAN B£1ANJA NEGAIM I 

S£KSI 
DATA DAN Dl/KLINGAN 
Tt':l{/-IIS PENYUSU NAN 

AIWGAHAN I'IO: NDAI'ATAN 
DAN BE IAN,JA NEGARAll 

DATA DA/l D\J K\1/lGAN 
TEKN IS l'EIIYLISL!NA/1 

AtlG CV.HAN I'I':NDAI'ATAN 
DAN UEIANJA t<EGARA Ill 

SE KSI 
DATA DAN 0\JK\JN GAN 
TEI<NIS I'EII YUSUtlAtl 

AtlGCV.RAN l'I O: NDAI'ATAt~ 

DAN BELANJA fl£GARA IV 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN 

SUBD II~E"TORAT 
ANGGARAN BIDANG I'ERTANIAil, 

KEI..Ain'AN DAN KE I IIJTANAN 

1\NGGARMII'EIITANIMI, 
KEI. AIJTAN DAN KEIIUTANAN 

I 

SEKSJ 
ANOGARAN I'ERTANIAN , 

1\ EI.AUTAN DAN 1\EHUTANAN 
II 

ANGGARAN I'ERTA Nlii.N, 
1\EI.II.IJTAN DAN 1\E\IUTANMl 

Ill 

SEI\SJ 
ANGGI\RAN I'ERTMliMl, 

1\~:I.AIJTAfl DAN KElllJTANAtl 
IV 

Sll llDIIU:Kl'ORAT 
MGClJ\IMN BIDANG 1"£1\EI<JMN 

UMUM, AGRI\1111\, DAN TAT/\ 
RUANO 

SEI\SI 
ANGGI\ IMN I,'!KEIIJAAN 
UMUM, AGRARIA, DAN 

TATA RIJANGI 

s~:KS I 
ANG('J\RAN f'EJ\EI(,JAAN 
UM UM , AGRARIII., DAN 

TATA RUANO I I 

SEI\SI 
1\.NGGII.RII.N ,,,1\EI(JAAN 
UMUM, AORARIA. DII.N 

TATA RUANO Ill 

SI>I\!SI 
ANGGI\. I(AN 1,::1\ Jo:H,JAII.N 
LJMLJM, 1\.0RARIII., DAN 

iii.TA lWANO IV 

DIRgKTORAT 
ANGGARAN 8 1 DANG 

PE:REKONOMIAN DAN 
KEMARITIMAN 

AN OU/11!.\tii'EfillUUUNOAN, 

01\NU!IAilAt.:!:CII.IJIIN 

IINOOI\1<1\NP!tllltUUUNOIIN , 

01\ N USI\HIIt.:lCILI>IIN 

ANOOI\1<1\N J>[lfltUUUtlOIIN, 

01\tiU!IIIIti\KI'.:Cil.Jllltl 

I\Notliii<IINPP.ItltUI3UNUhtl, 
t.:F.PIII!IWISIITMN,Ill'ltii(Ol'~IIIISI 

DlltiUI'IIIIliiKI':CII.UIItl 

SUBBAGIAN 
TATAUSAIIA 

SUUD II~EhTORhT 

ANGGI\IMN UIDA.NG KEtJANGAN 
DAN 1\IITI':NAO/\KE I~JMN 

ANGGAIMN KEUI\NGAN DAN 
1\I:."TEN/\G/\KERJMN 1 

ANOGAkAN 1\EUANGAN DAN 
1\I::TENAGII.KI.;R.JMN II 

SEI\SI 
ANGGI\kAN KEUArlGAfl DAN 

1\I:.I~;NAGAI\ERJMN Ill 

AN(;(OII. IMN Kt: IIANGAN DAN 
KIITENAGI\.1\JmJMN IV 

BAGAN ORGANISASI 

SUUDli~ IO:h.TORI\T 
ANGGAIMN BtDArW ENI;:!(GI, 

I'EI(JNDU:.'TRli\1<, DAN 
I ' ~:R lJI\.GI\NGI\N 

s~:I\Sl 

1\.NOGAR/\N ENE IWI. 
I'ERINDUSTRli\N, Dt\N 

I'EROAGI\NGAN I 

SEI\SI 
ANOGAkAN ENER(OI, 

I'EkiNDU!>"TRIII.N, DII.N 
l'I>RDAGANGAN II 

ANG('J\RAN ~;N~;RGI , 

I'ERINiltJ!>"Tkiii.N, DAN 
I 'ERDAGANGII.N Ill 

SEKSI 
ANGGARII.N ENEkGI, 

I' I<;J( JNDU!>"TRIAN, DAN 
I'EIWAGII.NGAN IV 

SUilDIHEI\TORAT 
DATA DAN DUKUNG!\N TEKNIS 

ArlGGARAN BIDANG 
I'EIU:KONOMIAN DAN 

KEMI\HITIMAN 

SEKSI 
DUKUNGi\N TEKN IS 

PI>NGOLII.ILAN 111\.TII. 
1\.flGGII.RII.N IG;MEHTERIAN/ 

LEMUAGA 

DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA 

DAN KEBUDAYAAN 

SUBD IREKTQR,f,T SUBO IREKTORAT 
SUBDIREKTORAT 

SUBD IREKTORAT 1\.NGGARAN BIDANO SUBO IREKTORAT 
DATA DAN OUKUNGAN TEK NI S 

ANOOARAN BIOANO PENDIDIKAN 
KESEJAIHERMN SOSIAL DAN ANOOARAN BIDANO KESE H,f,TAN 

ANOOARAN BIDANO 
DAN KEPEMUDMN 

KEPRESIDENAN 
PEMBANOU NAN MANUSIA DAN 

KEBUDAYAAN 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
ANOOARAN KESEJAIHERMN ANOOARAN AI SET, SEKSI SEKSI 

ANOOARAN PENOIDIKAN DAN 
SO SIAL DAN KEPRESIDENAN 

ANGa.-.RAN AGAMA DAN 
TEKNOLOGI DAN ANGGARAN KESE HATAN I OUKUNGAN TEKNIS 

KEPEMUDMN I I 
LEMBAGI\. TINOOI NEQARA I 

PENOIO IKAN TINOGI I 

SEKSI 
SEKSI 

''"" 
SEKSI SEKSI 

ANGGARAN KESEJAHTERMN ANOGARAN RISET, SEKSI PENGOL.AHAN DATA 
ANGGARAN PENDID IKAN DAN SOSIAL DAN KEPRESIOENAN 

AI'IOG'RAN AGAMA DAN 
TEKNOLOOI DAN ANGOARAN KESEHATAN II ANGGARAN KEMENTERIANJ 

KEPEMUDAAN II 
II 

LEMBAGA TINGGI NEGARA II 
LEMBAGA 

SEKSI ,.,. SEKSI 
ANGOARAN KESEJAHTERMN ANGOARAN AI SET, SEKSI 

ANOOARAN PENOIOIKAN DAN SOSIAL DAN KEPRESIOENAN 
AI'IOG'RAN AGAMA DAN 

TEKNOLOGI DAN ANGGARAN KESEIMTAN Il l 
KEPEMUDAAN Ill Ill 

LEMBAGA TINGa NEG'<AA Ill 
PENOIOIKAN TI NOGIIIJ 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSJ 
SEKSI 

ANGGARAN KESEJAHTERMN ANGGARAN AI SET, SEKSI 
ANOQARAN PENDIOI KAN DAN SOSIAL DAN KEPRESIOENAN 

ANGOARAN ACW.1A DAN TEKNOLOGI DAN ANOOARAN KESEHATAN IV 
KEPEMUDMN IV 

IV 
LEMBAOA TINOOI t< EGARA IV 

PENDIDIKAN TINGGI IV 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT ANGGARAN BIDANG POLITIK, HUKUM, PERTAHANAN DAN 

KEAMANAN, DAN BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA 

SUBOIREKTORAT 
ANGOARAN BIDANO POLITIK 

SUBD IREKTOAAT 
ANOGARAN BIDANG HUKUM 

SUBD IREKTOR,f,T 
ANGGARAN BIDANG 

PERTAHANAN DAN KE AMJI.NAN 

SUIIO I~EKTORAT 
PEN'NSUt~tl~ENCANAMIOOARANOAri 

I..APORAtiKEUMIOMJIIAGIMI 
ANGGARAN IIE t/OAHARA UMUM NEGARA 

PENIJELOLMIII'IEI.ANJASUIISIQ!QMI 
IIELAtiJALAINNYA 

SUIIOI~EKTORAT 
OATAOANOUKUNGANTEKtJI S 

At.IOOARAt/IIIOANIJPOLITII( , HUKUM , 

IIA~I~it:~6I~~~~J/11~'i:o";.~~~'!: ~~~M 
NEGA~A 

SEKSI SEKSI SEKSI 

ANGGARAN BIOANG ANGGARAN BIDANG 
ANGGARAN BIDANG 
PERTAHANAN DAN 

MITRA PEMBANTU 
PENGGUNA ANGGARAN 

BEND AHARA UMUM NEGARA 
I 

SEKSI 
PENYUSUNAN RENCANA 

ANGGARA.N BElANJA 
SUBSIDI 

SEKSI 
DUKUNGAN TEKNIS POLITIK I HUKUM I 

SEKSI SEKSI 
ANGGARAN BIDANG ANGGARAN BIDANG ANGOARAN BIDANG 
PERTAHANAN DAN 

MITRA PEMBANTU 
PENGGUNA ANGOARAN 

BEND AHARA UMUM NEGARA 
II 

SEKSI 
PENYUSUNAN RENCANA 

ANGGARAN BELANJA 
LAINNYAI 

SEKSI 
PENGOLAHAN DATA 

ANGGARAN 
KEMENTERIANI LEMBAGA 

POLITIK II HUKUM II 
KEAMANAN II 

SEKSI SEKSI SEKSI 

ANGGARAN BIOANG 
ANGGARAN BIOI'.NG ANGGARAN BIOANO 

PERTAHANAN DAN 

MITRA PEMBANTU 
PE NGGUNAANGGARAN 

BEND AHARA UMUM NEGARA 
Ill 

SEKSI 
PENYUSUNAN RENCANA 

ANGGARA.N BELANJA 
LAINNYAII 

POLITIK Ill HUKUM Ill 
KEAMANAN Ill 

SEKSI SEKSI 
SEKSI 

ANGGARAN BIDANG ANQOARAN BIDANO ANGGARAN BIDANG 
PERTAHANAN DAN 

MITRA PEMBANTU 
PE NGGU NA ANGGARAN 

BENDAHARA UMUM NEGARA 
IV 

SEKSI 
PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN BELANJA 
SUBSID I DAN BELANJA POUTIK IV HUKUM IV 

KEAMANAN IV 
LAINNYA 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SUMBER DAYA ALAM 

SUBDIREKTORAT 
PENERIMMN SUMBER DAYA 
ALAM MINYAK DAN GAS BUM I 

SEKSI 
PENERIMMN SUMBER DAYA 
ALAM MltNAK DAN GAS BUM I 

I 

SEKSI 
PENERIMMN SUMBER DAYA 
ALAM MINYAK DAN GAS BUM I 

II 

SEKSI 
PENERIMMN SUMBER OAYA 
ALMA MINYAK DAN GAS BUMI 

Ill 

SEKSI 
PENERIMMN SUMBER DAYA 
ALAM t.11NYAK DAN GAS BUM I 

IV 

DAN KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN 

DIREKTORAT 
PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN 
KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN 

SUBDIREKTDRAT 
PENERIMMt~ SUMBER DAYA 
ALAM NON MINYAK DAN GAS 

BUM I 

SEKSI 
PENERIMMN ENERGI 

SUMBER DAYA MINERAL 

SEKSI 
PENERIMMN KEHUTANAN 

DAN PERl KANAN 

SEKSI 
PENERIMMN PANAS BUM II 

SEKSI 
PENERIMMN PANAS BUM I II 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBDIREKTDRAT 
PENERI MMN KEKAYAAN 

NEGARA DIPISAHKAN 

SEKSI 
PENERIMMN KEKAYMN 
NEGARA OIPISAHKAN I 

SEKSI 
PENERIMMN KEKAYMN 
NEGARA DIPISAHKAN II 

SEKSI 
PENERIMAAN KEKAYMN 
NEGARA DIPISAHKAN Ill 

SUBDIREKTDRAT 
POTENSI DAN PENGAWASAN 

PE NERIMMN NEGARA BUKAN 
PAJAK SUMBER DAYA ALAM DAN 
KEKAYMN NEGARADIPISAHKAN 

SEKSI 
POTENSI DAN PENGAWASAN 
PENERIMMN MINYAK DAN 

GAS BUM I 

SEKSI 
POTENSI DAN PENGAWASAN 
PENERIMMN NON M INYAK 

DAN GAS BUM I 

SEKSI 
POTENSI DAN PENGAWASAN 

KEKAYAAN NEGARA 
DIPISAHKAN 

SUBDIREKTDRAT 
PERATU~AN DAN DUKUNGAN 

TEKNIS PENERIMAAtl NEGARA 
BUKAN PAJAK SU MB ER DAYA 

ALAM DAN KEKAYMN NEGARA 
DIPISAHKAN 

SEKSI 
PERATURAN PENERIMMN 

NEGAAA BUKAN PAJAK 
SUMBER OAYAALAM DAN 

KEKAYMN tlEGARA 
DIPISAHKJI.N 

SEKSI 
SISTEM DAN TRAUSFORMASI 

PEtlERt tA MN NEGARA BUKAtl 
PAJAK SUMBER OAYA ALAM 

DAN KEKAYMN NEGARA 
OIPISAHKAN 

SEKSI 
PENGELOLAAN DATA 

PENERI MMtl NEGAAA BUKJI.N 
PAJAK SUMBER OAYA ALAM 

DAN KEKJI.YMN tlEGARA 
DIPISAHKAN 

SEKSI 
OUKUNGI\NTEKNISOI\N 

I'ELAPORAN PENERIMMN 
NEGARA BUKAN P"--AK SUMBER 

DAVA AL~ DAN KEKAYMN 
NEGARA OIPISAHKAN 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK 

KEMENTERIAN /LEMBAGA 

SUBDIREKTORAT 
POTENSI, PE NERIMMN. DAN 

PENGAWASAN KEMENTERIAN/ 
LEMBAGA I 

SEKSI 
POTENSI, PENERIMMN, DAN 
PENGAWASAN KEMENTERIANI 

LEMBAGAIA 

SEKSI 
POTENSI, PENERIMMN, DAN 
PENGAWASAN KEMENTERIANJ 

LEMBAGAIB 

SEKSI 
POTENSI. PENERIMMN. DAN 
PENGAWASAN KEMENTERIANI 

LEMBAGAIC 

SEKSI 
POTENSI, PENERIMMN, DAN 
PENGAWASAN KEMENTERIANI 

LEMBAGAID 

DIREKTORAT 
PENERIMAAN NEGARA BUKAN 

PAJAK KEMENTERIAN! 
LEMBAGA 

SUBOIREKTORAT 
POTENSI, PENERIMMN. DAN 

PENGAWASAN KEMENTERIANI 
LEMBAGAIU 

SEKSI SEKSI 
POTENSI. PENERIMMN, DAN POTENSI. PENERIMMN, DAN 
PEtmAWASAN KEMENTERIAW PENGAWASAN KEMENTERI,\NI 

LEMBAGA I lA LEMBAGA IliA 

SEKSI SEKSI 
POTENSI. PENERIMMN, DAN POTENSI, PENERIMMN, DAN 
PENGAWASAN KEMEtHERIANJ PENGAWASAN KEM ENTERIANI 

LEMBAGA 11 6 LEMRAGA 1116 

SEKSI 
POTE NSI , PENERIMMN, DAN 

PENGAWASAN KEMENTERIAW PENGAWASAN KEMENTERIANI 
LEMBAGA IJC LEMBAGAI II C 

SEKSI 
POTENSI, PENERIMMN, DAN 

PENGAWASAN KEMENTERIANI PENGAWASAN KEMENTERIANI 
LEMRAGA liD LEMBAGAJIID 

BAGAN ORGANISASI 

SUBOIREKTORAT 
PERATURAN DAN DUKUNGAN 
TEKNIS PEt~ERIMAAN NEGARA 
BUMN PAJAK KEMENTER IAN/ 

LEMBAGA 

SEKSI 
PERATURAN PENER I MMt~ 

NEGARA BUKAN PAJAK 
KEMENTERIANI LEMBAGA 

SEKSI 
S!STEM DAN TRANSFORMASI 

PENERIMMN NEGARfl 
BUKAN PAJAK KEMENTERIANI 

LEMRAGA 

SEKS! 
ANALISIS DATA PENERIMMN 

NEGARA BUKAN PIUAK 
KEMENTERIANI LEMBAGA 

SEKSI 
DUKUNGAN TEKNIS DAN 

PELAPORAN PENERIMMN 
NEGARA RUKAN PJUAK 

KEMENTERIAW LEMBAGA 

DIREKTORAT SISTEM PENGANGGARAN 

I 

SUBOIREKTORAT 
TRANSFORMASI SISTEM 

PENGANGGARAN 

I 

SEKSI 
PERENCA.NAAN SISTEM I-

PENGANGGARAN 

SEKSI 
PROSES B I SNIS t-

PENGANGGARAN 

SEKSI 
PENERAPAN S ISTEM t-

PENGANGGARAN 

DIREKTORAT 
SISTEM PENGANGGARAN 

SUBOIREKTORAT 
STAN DAR BIAYA 

I 

SEKSI 
STANDAR BIAYA BIDANG 

PEREKONOMIAN DAN 
KEMARITlMAN 

SEKSI 
STANDAR BIAYA BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA 
DAN KEBUDAYAAN 

SI~KS I 

ST/\ND/\F( 131/\Y/\ 13 11:lANG 
POLITIK, HUKUM, PGRTAHANAN 
DAN KEAMANAN, DAN BAG IAN 
ANGG/\ 1~/\N BENDAHARA UMUM 

N8GARA 

I-

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 

SUBDIREKT ORAT 
EVALUASI KINERJA 

PENGANGGARAN 

SEKSI 
EVALUASI KINERJA BIDANG 

PEREKONOMIAN DAN 
KEMARITIMAN 

SEKSI 
EVALUASI KINERJA BIDANG 

PEMBANGUNAN MANUSIA 
DAN KEBUDAYAAN 

Sl!; KSI 
EVAI~VASI KINI~I~JA B I DANG 

POLITI K , HUKUM, PEI~TAHANAN 
DAN K 8AMANAN, DAN B AG IAN 

ANGGARAN BENDAHARA UMUM 
NE G ARA 

r--

j_ 

SUBDIREKTORAT 
TEKNOLOGI INFORMASI 

PENGANGGARAN 

J 

SEKSI 
PENYAJIAN IN'FORMASI 

PENGANGGARAN 

SEKSI 
PENGEMBANGAN S I STEM 

INFORMASI PENGANGGARAN 

SEKSI 
SEKSI '----

KIASIFIKASI ANGGARAN 

SEKSI 
R ISET DAN PENGEMBANGAN 

STANDAR BIAYA 

SEKSI 
EVALUASI KINERJA 

PENGELOLAAN DANA 
PROGRAM PENSIUN 

L- INFR~S~~~~~ ~~~~;LOGI 
INFORMASI 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN PENGANGGARAN 

DIREKTORAT 
HARMONI SASI PERATURAN 

PENGANGGARAN 

I-
SUB BAGIAN 
TATA USAHA 

I I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT HARMONISASI PERATURAN HARM ONI SASI PERATURAN 
HARMONI SASI PERATURAN HARM ONI SASI PENGANGGARAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN 

KEMENTERI ANI LEM BAGA I KE MENTERIANI LEMB AGA II 
JAM I NAN SOSIAL REMUNERASI 

I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

I-
HARMONI SASI PERATURAN - HARMONISASI PERATURAN 

I- HARMONI SASI PERATURAN - HARMONISAS I 
PENGANGGARAN PENGANGGARAN PENGANGGARAN 

KEMENTERIANI LEMBAGA lA KEMENTERIANI LEM BAGA II A 
JAM I NAN SOSIAL KE SEHATAN 

REM UNERASI I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

1-
HARMONI SASI PERATURAN - HARM ONI SAS I PERATURAN 

I-
HARMONI SASI PERATURAN 

I-
HARMONISASI 

PENGANGGARAN PENGANGGARAN JAMINAN SOSIAL PENSIUN PENGANGGARAN 
KEMENTERIANI LEMBAGA IB KEMENTERIANI LEMBAGA liB DAN TUNJANGAN HARI TUA REMUNERASI II 

SEKSI SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
HARMONI SASI PERATURAN HARMO NI SASI PE RATURAN 

HARM ONI SASI PERATURAN HARMONISAS I 
~ 

PE NGANGGARAN 
-

PENGANGGARAN 
~ JAMINAN SOSIAL ~ 

PENGANGGARAN 
KEMENTERIANI LEMBAGA IC KEMENTERIANI LEMBAGA II C KECELAKAAN KERJA DAN REMUNERASI Ill 

KEMATIAN 

I I I I I 
1-

KE LOMPOK JABATAN -
FU NGSIONAL 

I I I I I 

b-
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT JENDERAL 

PAJAK 

DIREKTORAT 
JENDERAL PAJAK 

SEKRETARIAT 
OIREKTOAAT JENDERAL 

I I 

BAGIAN 
BAG IAN BAGIAN ORGANISASI DAN TAlA 

LAKSANA 
MUTASI DAN KEPANGKATAN PEFU.ENGKAPAN 

BAG IAN 
PERENCANAAN, BAGIAN BAG IAN 

PENGEMBANGAN, DAN KEUANGAN UMUM 
PEMBERHENTIAN PEGtiWAI 

I I 

DIREKTORAT DIREKTOAAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT OIREKTOAAT 
DIREKTOPAT 

PERATUAAN PERPAJAKAN I PERATUAAN PERPAJAKAN II PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN PENEGAKAN HUKUM EKSTENSIFIKASI DANPENILAIAN KEBERATAN DAN BANDING 
POTENSI, KEPATUHAN, DAN 

PENEPJMMN 

__j ,------1 - ,----------J - ,----------J ,----------J 
S\JBDIREKTOOAT 

PERAl\J!W/ KETEtiTUAN UMUM SUBOIREKTOPAT SUBOIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT DANTATACAAAPERPII..JAKAII PERATURANPAJAK PERENCANAAfJ PEMEPJKSAANBUKTI PENGURANGAN DAN 

DAIJ PE JOI,GIHANPfi.JAK DEt~/ PENGHASILAN BADAN PEMERIKSAAN PERMULAAN 
EKSTENSIFIKASI 

KEBERATAN 
POTENSI PERPAJAKAN 

SURAT IW<~ 

SUSDIREKTORAT SJ8DIREKTROA.T 

PERATUR.ANPAJAK PERATUIWl PEMOT01G4.1l OAtl SUBDIREKTORAT 
SUBOIREKTROAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTOP.A.T PEI.IUti3UTAtl PAJAK TEKNIK DAN PENGENDALIAN 

PERTAMBAHANNILAI PEti3H.&.'JLAtl0AtJPAJAK PEMERIKSAAN 
PENYIDIKAN PENDATAAN BANDING DANGUGATAN I DAMPAK KEBIJAKAN 

INDUSTRI PEtGiASILAUCJWX>PPJBAOI 

~:~~~~ ~Z'~K 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTOAAT PERTAMBAHANtliLAI SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBOIREKTORAT 

PEROAGANGAN, JASA DAN AOVOKASI 
PEMERIKSMN TRANSAKSI FORENSIK DAN BARANG 

PENILAIANI BANDING DAN GUGATAN II 
KEPATUHANOAN 

PAJ AK TIDAK LANGSUNG KHUSUS BUKTI PENGAWASAN WAJIB PAJAK 

LAINNYA 

SUBOIREKTORAT SUBOIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
SUBOIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SUBOIREKTORAT 
PERATURAN PAJAK BUMI HARMONISASI PERATURAN KERJASAMA DAN DUKUNGAN PENINJAUAN KEMBALI DAN PENGELOLM N PENERIMAAN 

DAN BANGUNAN PERPAJAKAN PEMERIKSMN 
PENilAIANII 

EVALUASI PERPAJAKAN 

SUBOIREKTORAT 
PENAGIHAN 

L I I I I I I I I 
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAl 

_UI I Ill I I I I I I I I I I I 

DIREKTORAT DIREKTORAT 
OIREKTORAT 

PENYULUHAN, PELAYANAN, OAI'I DATA DAN INFORMAS1 
KEPATUHAN INTERNAL DAN DIREKTORAT TEKNOLOGI DIREKTORAT DIREKTORAT OIREKTORAT 

HUBUNGAN MASYARAKAT PERPAJAKAN 
TRANSFORMASI SUMBER DAYA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TRANSFORMASI PROSES BISNIS PERPAJAKAN INTERNASIONAL INTELIJENPERP.AJAKAN 

APARATUR 

~ __j ~ __j __j ,------1 -
SUBDIREKTORAT SUBOIREKTORAT SUBDIREKTOAAT 

SUBDIREKTORAT 
SUBOIREKTORAT 

TATA KELOLAOATA DAN 
SUBDIREKTORAT 

TATAKELOLASISTEM PENGEMBANGAN 
PERJANJIAN DAN KERJA SUBOIREKTORAT 

PENYULUHAN PERPAJAKAN 
INFORMASI 

KEPATUHANINTEf<Jt'.L 
INFORMASI PENYULUHAN 

SAMA PERPAJAKAN INTELIJENSTRATEJIK 
INTERNASIONAL 

SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT 
PENCEGAHAN DAN SUBDIREKTORAT 

PELAYANAN PERPAJAKAN 
PENGELOLAAN DATA 

ltNESTIGASIINTERNAL 
PENGEMBANGAN SISTEM 

PENGEMBANGAN PELAYANAN 
PENANGANAN SENGKETA INTEUJEN PENGGAUAN 

INTERNAL PERPAJAKAtl PERPAJAKAN PO TENS I 
INTERNASIONAL 

SUBOIREKTORAT SUBOIREKTORAT SUBOIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT 
HUBUNGAN MASYARAKAT PPENGELOLAAN DATA 

SUBDIREKTORAT 
PENGEMBANGAN SISTEM PENGEMBANGAN 

PERTUKARAN INFORMASI 
INTELIJEN PENEGAKAN 

PERPAJAKAN EKSTERNAL 
TRANSFORMASI ORGANISASI 

PENDUKUNG PERPAJAKAN PENEGAKAN HUKUM 
PERPAJAKAN 

HUKUM 
INTERNASIO/.IAL 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT PENGELOLAAN PENGEMBANGAN SUBDIREKTORAT 

KERJASAMA DAN KEMITRAAN ANALISISDATA 
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DAN 

EKSTENSIFIKASI DAN OPERASIINTELIJEN 
MAN.AJEMEN KEPEGAWAIAN KEAMANAN SISTEM 

INFORMASI 
PENILAIAN 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
KOMPETENSIDAN PEMANTAUAN DAN SUBDIREKTORAT 

RlSIKO KEPATUHANWAJIB 
PENGEMBANGAN KAPASITAS PELAYANAN SISTEM MAN.AJEMEN TRANSFORMASI 

PAJAK DAN SAINS DATA 
PEGAWAI INFORMASI 

I I I I I I I I I I I I I I II I I I I I 
KELOMPOK JABATAil KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAtl 

FUNGSiot.IAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I I II I I I I I I II I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

BAGIAN 
ORGANISASI DAN lATA LAKSANA 

SUBBAGIAN 
ORGANISASI 

SUBBAGIAN 
lATA LAKSANA 

SUBBAGIAN 
PENGUKURAN K INERJA 

81\GIAN 
PERENCANAAN , 

PENGEMBANGAN. DAN 
PEMBERHENTIAN PEGAWAI 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

PENGAOMN PEGAWAI 

SUBBAGIAN 
LAYANAN DAN MANAJEMEN 
BASIS DATA KEPE GAWAIAN 

SUBBAGIAN 
AO MI NISTRASI PENINGKATAN 

KAPASITAS 

SUBBAGIAN 
PEM BERHENTIAN DAN 

PEMENSIUNAN PEGAWAI 

SEKRETARIAT 
DI REKTORAT JEND ERAL 

BAGIAN 
MUTASI DAN KEPANGKATAN 

SUBBAGIAN 
MUTASI KEPEGAWAIAN I 

SUBBAGIAN 
MUTASl KEPEGAWAIAN II 

SUBBAGIAN 
MUTASI KEPEGAWAIAN Il l 

SUBBAGIAN 
KEPANGKATAN 

BAGIAN 
KEUANGAN 

SUBBAGIAN 
PENYUSUNAN ANGGARAN 

SUBBAGIAN 
PERBENOAHARAAN 

SUBBAGIAN 
ADM INISTRASI GAJ I DAN 

TU NJANGAN 

SUBBAGIAN 
AKUNTANSI OAN PELAPORAN 

BAGAN ORGANISASI 

BAGIAN 
PERLENGKAPAN 

SUBBAGIAN 
PE NGADMN I 

SUBBAGIAN 
PENGADMN II 

SUBBAGIAN 
PENGADMN Ill 

SUBBAGIAN 
PENYIMPANAN DAN 

OISTRIBUSI 

SUBBAGIAN 
INVENTARISASI, 

PEMELIHARMN. DAN 
PENGHAPUSAN 

BAGIAN 
UMUM 

SUBBAGIAN 
TATA USAiiA 

SUBBAGIAN 
lATA USAHA PIMPINAN 

SUBBAGIAN 
PROTOKOL DAN PERJALANAN 

OI NAS 

SUBBAGIAN 
SARANA DAN PRASARANA 

SUBBAGIAN 
URUSAN DALAM 

DIREKTORATPERATURANPERPAJAKANI 

DIREKTORAT 
PERATURAN PERPAJ AKAN I 

SUBBAGIAN -
TATA USAH A 

I I 
SUBDI RE KTORAT 

PERATURAN KETENTU AN UMU M SUBDI REKTORAT SUBDIREKTOAAT SUBD IRE KTORAT 
DAN TATA CARA PERPAJA KAN PERATURAN PAJAK 

PERATURAN PAJAK PERT AM BAHAN 
PERATURAN PAJAK B UM I DAN NllAI PERDAGANGAN, JASA DAN 

DAN PENAGIH AN PAJAK DENGAN PERT AM BAH AN NILAIINDUSTRI PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA BANGUNAN 
SURAT PAKSA 

I I 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SE KSI 

- PERATU RAN KETENTU AN 
f-

PERATU RAN PAJAK 
f-

PERATURAN PAJAK 
f- PERATURAN PAJAK BUM I 

UMUM DAN TATA CARA PERT A M BAHAN NILAI PERT AM BAHAN NILAI 
PERPAJAKAN INDUSTRI I PERDAGANGAN I 

DAN BANGUNAN I 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI 

- PERATURAN PENAGIHA N 
f-

PERATURAN PAJAK 
t--

PERATURAN PAJAK 
t-- PERATURAN PAJAK BUM I 

PAJAK DENGAN SURAT PERT AM BAHAN NILAI PERT AM BAHAN NILAI 
PAKSA IND USTRI II PERDAGANGAN II 

DAN BANGUNAN II 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI SEKSI 
- PERATURAN PERPAJAKAN ~ 

PERATU RAN PAJAK 
t-- PERATURAN PAJAK ~ PERATU RAN PAJAK BU M I 

PERTAMBAHAN NILAI 
LA IN NYA 

INDUSTRI Ill 
PERT AM BAHAN NILAI J ASA DAN BANGUNAN Ill 

SEKSI 
~ PERATU RAN PAJAK TIDAK 

LANGSUNG LAINNYA 

I I I I I 
t-- KE LOMPOK J ABATAN t--FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PERATURAN PERPAJAKAN II 

DIREKTORAT 
PERATURAN PERPAJAKAN II 

1- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTROAT 

SUBDIREKTORAT PERATURAN PEMOTONGAN DAN 
SUBDIREKTORAT SUBD IREKTORAT 

PERATURAN PAJAK PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN 
ADVOKASI HARMONISASI PERATURAN 

PENGHASILAN BADAN DAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PERPAJAKAN 
PRIBADJ 

I I I I 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
1- PE RATU RAN PAJAK 1- PERATURAN PEMOTONGAN r- SEKSI r- ANALISIS PERATURAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK ADVOKASII PENGHASILAN BADAN I 

PENGHASILAN I PERPAJAKAN 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
1- PERATURAN PAJAK r- PERATURAN PEMOTONGAN r- SEKSI r- SINKRONI SASI PERATURAN DAN PEM UNGUTAN PAJAK ADVOKASill 

PENGHASILAN BADAN II 
PENGHASILAN II PERPAJAKAN 

SEKSI SEKSI 
SEKSI PERATURAN PAJAK SEKSI L_ PERATURAN PAJAK L_ 

PENGHASILAN ORANG r- ADVOKASI Ill r- SINERGI PERATURAN 
PENGHASILAN BADAN Ill 

PRIBADI PERPAJAKAN 

SEKSI SEKSI 
'---

AOVOKASIIV 
'--- AN ALl Sl S PE RATU RAN 

PERPAJAKAN INTERNASIONAL 

111111 
r- KEL~~:g~~~~~~TAN f-

111111 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN 

DIREKTORAT 
PEMERIKSAAN DAN PENAGIHAN 

1--
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I l 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBO IREKTORAT 
SUBD IREKTORAT 

PERENCANAAN PEMERIKSAAN TEKNIK DAN PENGENDALIAN PEMERIKSAAN TRANSAKSI KERJASAMA DAN DUKUNGAN 
PENAGIHAN PEMERIKSAAN KHUSUS PEMERIKSAAN 

I I I I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

- PERENCANAAN r- SEKSI r- PEMERIKSAAN TRANSAKSI SEKSI r- STRATEGI DAN DUKUNGAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK TEKNIK PEMERIKSAAN KERJASAMA PEM ERI KSAAN 
ORANG PRIBADI 

PERUSAHAAN GRUP PENAGIHAN 

SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

1- PERENCANAAN 
1- PENGENOALIAN MUTU r- PEMERIKSAAN WAJ IB PAJAK f- OUKUNGAN TEKNIS f- PERENCANAAN DAN PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK 

PEMERIKSAAN SEKTOR SUMBER OAYA ALAM PEMERIKSAAN EVALUASI PENAGIHAN BAD AN 

SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

'--- '--- EVALUASI DAN KINERJA '--- TRANSFER PRICING DAN '--- DATA DAN DUKUNGAN '--- PENGENDALIAN MUTU DAN STRATEGI PEMERIKSAAN 
PEMERIKSAAN TRANSAKSI KHUSUS LAINNYA PEM ERI KSAAN ADMINISTRASI PENAGIHAN 

I I 
r- KEL~~~~~~~~~~TAN f-

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PENEGAKAN HUKUM 

DIREKTORAT 
PENEGAKAN HUKUM 

SUBBAGIAN -
TATA U SAHA 

I I 
SUBD IREKTORAT 

SUBDIREKTROAT S U BDIREKTORAT PEMERIKSAAN B UKTI 
PERMULAAN 

PENYIDIKAN FORENSIK DAN BARANG BUKTI 

I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI - PEMERIKSAAN BUKTI r- PENYIDIKAN I 

-
FORENSIK PERPAJAKAN I PERMULAAN I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI - PEMERIKSAAN BUKTI - PENYIDIKAN II 

-
FORENSIK PERPAJAKAN II PERMULAAN I I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

'- PEMERIKSAAN BUKTI - PENYIDIKAN Ill 
- BARANG BUKTI DAN 

PERMULAAN Ill TAHANAN 

I I I I I 

r- KELOMPOK JABATAN -
FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT EKSTENSIFIKASI DAN PENILAIAN 

DIREKTORAT 
EKSTENSIFIKASI DAN 

PENI LAIAN 

1-
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 

SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBD IREKTORAT SUBD IREKTORAT 
EKSTENSIFIKASI PENDATAAN PENILAIAN I PENILAIAN II 

I I 

SEKSI SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
- PERENCANAAN r- PERENCANAAN PENDATAAN - PENILAIAN MASSAL BUM I f-- PENILAIAN MASSAL 

EKSTENSIFIKASI DAN PEMETAAN 8ANGUNAN 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
SEKSI PENILAIAN INDIVIDU - TEKN IS EKSTENSIFIKASI f-- TEKNIS PENDATAAN DAN - PERKEBUNAN DAN r- PENILAIAN IND IV IDU 

PEMETAAN 
PERHUTANAN 

PERU MAHAN DAN INDUSTRI 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
- SEKSI 

~ DUKUNGAN DAN EVALUASI ~ 
PEN ILAIAN INDIVIDU 

~ PENILAIAN INDIVIDU 
EVALUASI EKSTENSIFIKASI KDMERSIAL DAN OBJEK 

DATA 
KHUSUS 

PERTAMBANGAN 

I I I I I 
r- KELOMPOK JABATAN r-FUNGSIONAL 

I I I I _l 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT KEBERATAN DAN BANDING 

DIREKTORAT 
KEBERATAN DAN BAND ING 

r-- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
PENGURANGAN DAN 

BANDING DAN GUGATAN I BANDING DAN GUGATAN II 
PENINJAUAN KEMBALI DAN 

KEBERATAN EVALUASI 

I I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI PENGURANGAN DAN f- BANDING DAN GUGATAN lA t- BANDING DAN GUGATAN IIA PENINJAUAN KEMBALI KEBERATAN I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI 

PENGURANGAN DAN f- BANDING DAN GUGATAN 18 f- BANDING DAN GUGATAN liB EVALUASI PENGURANGAN 
KEBERATAN II DAN KEBERATAN 

SEKSI SEKSI 

f- PENGURANGAN DAN '--- SEKSI 
~ 

SEKSI 
~ 

EVALUASI BANDING. 
BANDING DAN GUGATAN IC BANDING DAN GUGATAN IIC GUGATAN, DAN PENINJAUAN KEBERATAN Ill 

KEMBALI 

SEKSJ 
'--- PENGURANGAN DAN 

KEBERATAN IV 

I I I I I 
f- KEL~~~~~~~~~TAN f--

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT POTENSI, KEPATUHAN, DAN PENERIMAAN 

DIREKTORAT 
POTENSI , KEPATUHAN, DAN 

PENERIMAAN 

SUBBAGIAN -
TATA USAHA 

I I 

SUBDIREKTORAT SUBDJREKTORAT 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

KEPATUHAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PENERIMAAN 
POTENSJ PERPAJAKAN DAMPAK KEBIJAKAN 

WAJJB PAJAK PAJAK 

I I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI 

f- DAMPAK KEBIJAKAN f- KEPATUHAN WAJJB PAJAK f- PERENCANAAN DAN 
POTENSI SEKTOR JNDUSTRI 

PERPAJAKAN SEKTOR JNDUSTRJ STRATEGJ PENERIMAAN 

SEKSl SEKSI SEKSI 
SEKSI 

f- POTENSI SEKTOR DAMPAK KONDISI MAKRO t- KEPATUHAN WAJIB PAJAK t- PEMANTAUAN PENERJMAAN 
PERDAGANGAN EKONOMI SEKTOR PERDAGANGAN 

SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI 

~ 

POTENSI SEKTOR JASA DAMPAK KEBIJAKAN UMUM f- KEPATUHAN WAJIB PAJAK t- STATISTIK DAN PRAKIRAAN 
SEKTOR JASA PENERIMAAN 

SEKSI 
SEKSI 

~ PENGENDAU AN MUTU ~ 

EVALUASI PENERIM AAN 
PENGAWASAN 

I I I I I 
KEL~~~g~~~~~~TAN r-
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 

DIREKTORAT 
PE NYULUHAN, PE LAYANAN, 

DAN HU BUNGAN MASYARAKAT 

r- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT 
HUBUNGAN MASYARAKAT 

PENYULUHAN PERPAJAKAN PELAYANAN PERPAJAKAN 
PERPAJAKAN 

KERJASAMA DAN KEM ITRAAN 

I I 

SEKSI 
1-

SEKSI 
1-

SEKSI SEKSI 
MATER! PENYULUHAN PELAYANAN PENGADUAN HUBUNGAN INTE RNAL KERJASAMA DALAM NEGERI 

SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI 

BIMBINGAN TENAGA f-- DUKUNGAN PELAYANAN DAN 1- HUBUNGAN EKSTERNAL KERJASAMA LUAR NEGERI 
PENYULUH KONSU LTASI 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI SEKSI I- PENINGKATAN MUTU I-DUKUNGAN PENYULUHAN 
PELAYANAN 

PENGELOLAAN BERITA KEMITRAAN WAJIB PAJAK 

SEKSI SEKSI 
SEKSI 

DOKUMENTASI DAN '--- PEMUKTAHIRAN TAX ~ 

PENGELOLAAN SITUS 
PERPUSTAKAAN KNOWLEDGE BASED 

I I I I I I 
KELOMPOK JAB A TAN 

FUNGSIONAL 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT DATA DAN INFORMASI PERPAJAKAN 

SEKSI 
PERENCANAAN STRATEGIS 

DATA DAN INFORMASI 

SEKSI 
PROSEDUR TATA KELOLA 

DATA DAN INFORMASI 

SEKSI 
PERANCANGAt~ ARSITEKTUR 

INFORMASI 

SEKSI 
EVALUASI PEMANFMTAN 

DATA DAN INFORMASI 

DlREKTORAT 
DATA DAN lNFORMASl 

PERPAJAKAN 

SUBBAGI AN 
TATA USAHA 

SEKSI 
IDENTIFIKASI DAN 
PE NILAIAN RISIKO 

SEKSI 
PEMODELAN DAN 
PE METMN RISIKO 

SEKSI 
MITI GASI DAN 

EVALUASI RISIKO 

SEKSI 
SAIN S DATA 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL DAN TRANSFORMASI 

SUMBER DAYAAPARATUR 

DIREKTORAT 
KEPATUHAN INTERNAL DAN 

TRANSFORMASI SUMBER DAYA 
APARATUR 

I--
SUBBAGIAN 
l ATA USAHA 

I I I I 

SUBDIREKTORAT 
SUBD IREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SUBO IREKTORAT SUBO IAEKTOAAT KOMPETE NSI DAN 
KEPATUHAN INTERNAL INVESTIGASI INTERNAL TRANSFORMASI ORGANISASI PENGEMBANGAN MANAJEMEN 

PENGEMBANGAN KAPASITAS 
KEPEGAWAIAN 

PEGAWAI 

I I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI 

INTERNALISASI KEPATUHAN INVESTIGASIINTERNAL I PERENCANAAN STAATEGIS 
- PENGEMBANGAN 1- ANALISIS KOMPETENSI 

KLASIFIKASI JABATAN PEGAWAI 

SEKSl SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI 

PENGUJIAN KEPATUHAN INVESTIGASI INTERNAL II 
PENGEMBANGAN OESAIN - PENGEMBANGAN SISTEM ~ PENGEMBANGAN KAPASITAS 

KELEMBAGAAN PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI 

SEKSI SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
EVALUASI TEMUAN ~ EVALUASI IMPLEMENTASI - PENGEMBANGAN SISTEM 

PENJAMINAN KUALITAS 
PEMEAIKSAAN EKSTERNAL DESAIN KELEMBAGAAN 

MUTASI , PROMOSI, DAN 
KOMPENSASI 

1- KEL~~:g;I~~~~TAN 1-

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

SEKSI 
PERENCANMN TEKNOLOGI 

IN FORMA$1 DAN KOMUNIKASI 

SEKSI 
ARSITEKTUR SISTEM 

INFORMASI 

SEKSI 
PENGENOALIAN 

PENGE MBANGAN TEKNOLOGI 
INFORMASI DAN KOMUt~IKASI 

SEKSI 
EVALUASI SISTEM 

INFORMASI 

DIREKTORAT 
TEKNOLOGI IN FORMASI DAN 

KOMUNIKASI 

SEKSI 
PENGEMBANGAN SISTEM 

PERPAJAKAN I 

SEKSI 
PENGEMBANGAN SISTEM 

PE RPAJAKAN II 

SEKSI 
PENGUJ IAN DAN 

OOKU MENTASI SISTEM 
PERPAJAKAN 

SEKSI 

SUBBAGIAN 
lATA USAHA 

PENGE MBANGAN SISTEM 
PE NOUKUNG I 

SEKSI 
PENGEMBANGAN SISTEM 

PENDUKUNG II 

SEKSI 
PENGEMBANGAN SI STEM 
PE NOUKUNG MANAJ EMEN 

SEKSI 
PE.NGUJIAN DAN 

OOKU MENTASI SISTEM 
PENOUKUNG PERPAJAKAN 

SEKSI 
LAYANAN SISTEM 

INTERNAL 

SEKSI 
LAYANAN SISTEM 

EKSTERNAL 

SEKSI 
LAYANAN OPERASIO NAL 

SEKSI 
BIMBINGAN SISTEM 

SEKSI 
PEMANTAUAN SISTEM 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT TRANSFORMASI PROSES BISNIS 

DIREKTORAT 
TRANSFORMASI PROSES BISNIS 

f--
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I 

SUBDIREKTOAAT SUBDIAEKTORAT 
SUBDIREKTOAAT SUBD IREKTORAT 

SUBDIREKTORAT 
PENGEMBANGAN PENYULUHAN PENGEMBANGAN PELAYANAN PENGEMBANGAN PENEGAKAN PENGEMBANGAN 

MANAJEMEN TRANSFORMASJ HUKUM EKSTENSIFJKASI DAN PENILAIAN 

I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

'- PENGEMBANGAN - PENGEMBANGAN r- PENGEMBANGAN '- PENGEMBANGAN PERENCANAAN 
PENGEMBANGAN DAN PENYULUHAN l PELAYANAN I PENEGAKAN HUKUM I EKSTENSIFIKASI 

MANAJEMEN PERU BAHAN 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI 

~ PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN '- PENGEMBANGAN L- PENGEMBANGAN PE.METAAN MANAJEMEN PROSES DAN 
PENJAMINAN KUAUTAS PENYULUHAN II PELAYANAN II PENEGAKAN HUKUM II DAN PENILAIAN 

PENGEMBANGAN 

I I I I I 
- KEL~~:g~~~~~~TAN 1-

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PERPAJAKAN INTERNASIONAL 

DIREKTORAT 
PERPAJAKAN INTERNASIONAL 

f--
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SUBDJAEKTORAT 
PENCEGAHAN DAN 

PERJANJ JAN DAN KERJA SAMA 
PENANGANAN SENGKETA 

PERTUKARAN JNFORMASI 
PERPAJAKAN INTERNASIONAL 

PERPAJAKAN INTERNASIONAL 
PERPAJAKAN JNTE RNASIONAL 

I I 

SEKSI SEKSI SEKSI 
PENCEGAHAN DAN 

r- PERJANJIAN DAN KERJA r- PENANGANAN SENGKETA r- PERTUKARAN INFOR~.1ASI 
SAMA PERPAJAKAN PERPAJAKAN 
INTERNASIONAL I 

PERPAJAKAN 
I NTE RNASI ONAL I INTERNASIONAL I 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
PERJANJ IAN DAN KERJA 

PENCE GAHAN DAN 
PERTUKARAN INFORMASI r- SAMA PERPAJAKAN r- PENANGANAN SENGKETA r- PERPAJAKAN 

INTERNASIONAL II PERPAJAKAN INTERNASIONALII INTERNASIONAL II 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI PENCEGAHAN DAN 
'-

PERJANJIAN DAN KERJA r- PENANGANAN SENGKETA '- PERTUKARAN INFORMASI 
SAMA PERPAJAKAN PERPAJAKAN 
INTERNASIONALIII PERPAJAKAN INTERNASIONAL Ill 

INTERNASIONAL Ill 

SEKSI 
PENCEGAHAN DAN 

'- PENANGANAN SENGKETA 
PERPAJAKAN 

INTERNASIONAL IV 

r- KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT INTELIJEN PERPAJAKAN 

DIREKTORAT 
INTELIJEN PERPAJAKAN 

SUBBAGIAN - TATA USAHA 

I I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
SUBD IREKTORAT SUBD IREKTORAT INTELIJEN PENGGALIAN 

INTELIJEN STRATEJ IK 
POTENSI 

INTEL IJ EN PENEGAKAN HUKUM OPERASI INTELIJEN 

I I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI 

- KAJ IAN INTELIJEN r- PERENCANAAN DAN - PERENCANAAN DAN - PERENCANAAN DAN 
EVALUASI INTELIJEN EVALUASI INTELI JEN EVALUASI OPERASI 

STRATEJI K 
PENGGALIAN POTENSI PENEGAKAN HUKUM INTELIJEN 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI - PENERIMAAN, IDENTIFIKASI, r- INTELIJ EN PENGGALIAN - INTELIJ EN PENEGAKAN -

OPERASI INTELIJEN I 
DAN DISTRIBUSI IDLP POTENSI I HUKUM I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

- PENGUMPULAN, r- INTELIJ EN PENGGALIAN - INTELIJ EN PENEGAKAN - SEKSI 
PENGOLAHAN, DAN OPERASI INTELIJEN II 

DISEM I NASI INTELIJ EN 
POTENSIII HUKUM II 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI - PENGAMANAN DAN '-- INTELIJEN PENGGALIAN - INTELIJEN PENEGAKAN - OPERASI INTELI JEN Ill 

PENGGALANGAN POTENSIIII HUKUM Ill 

I I I I I 
- KELOMPOK JABATAN r-FUNGSIONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI 

DIREKTORAT JENDERAL 
BEA DAN CUKAI 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

BAGIAN 
ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA 

BAGIAN 
ADMINISTRASI 
KEPEGAWAIAN 

BAGIAN 
PE NGEMBANGAN 

KEPEGAWAIAN 

BAG! AN 
PENGELOLAAN BARANG 

MIUK NEGARA 

BAGIAN 
UMUM 

OIREKTORAT 
TEKNIS KEPABEANAN 

DIREKTORAT 
FASI LITAS KEPABEANAN 

DIREKTORAT 
TEKNIS DAN FASILITAS CUKAI 

DIREKTORAT 
KEPABEANAN INTERNASIONAL 

DAN ANTAR LEMBAGA 

DIREKTORAT 
KEBERATAN BANDING DAN 

PERATURAN 

SUBOIREKTORAT 
IM POR 

SUBDIREKTORAT 
EKSPOR 

SUBDIREKTORAT 
NILAI PABEAN 

SUBOIREKTORAT 
KLASIFIKASI BARANG 

SUB DIREKTORAT 
REGISTRASI KEPABEANAN 

SUBD IREKTORAT 
PROGRAM PRIORITAS DAN 

AUTHORIZED ECONOMIC 
OPERATOR 

SUBDIREKTORAT 
PEMBEBASAN 

SUBO IREKTORAT 
FASILI TAS PERTAMBANGAN 

SUBOIREKTORAT 
FASI UTAS IMPOR TUJUAN 

EKSPOR 

SUBOIREKTORAT 
TEMPAT PENIMBUNAN 

BERIKAT 

SUBOIREKTORAT 
FASILITAS KAWASAN KHUSUS 

SUBOIREKTORAT 
TARIF CUKAI DAN HARGA 

CASAR 

SUBOI REKTORAT 
PERIZINAN DAN FASILITAS 

CU KAI 

SUBOIREKTORAT 
PELUNASAN 

OANPENGEMBALIAN CUKAI 

SUBOIREKTORAT 
POTENSI CUKAI DAN 

KEPATUHAN PENGUSAHA 
BARANG KENA CUKAI 

SUBDI REKTORAT 
MULTILATERAL 

SUBDIAEKTORAT 
BILATERAL 

SUBOI REKTORAT 
REGIONAL 

SUBDIREKTORAT 
KOMUNIKASI DAN PUBUKASI 

SUBDIREKTORAT 
PE NYULUHAN D AN 

LAYANAN INFORMASI 

SUBDIREKTORAT 
KEBEAATAN 

SUBDIREKTORAT 
BANDING 

SUBDIREKTORAT 
UPAYA HUKUM 

SUBOIREKTORAT 
PERATURAN 

DIREKTORAT 
KEPATUHAN INTERNAL 

DIREKTORAT 
AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI 

DIREKTORAT 
PENINOAKAN DAN PENYIOIKAN 

OIREKTORAT 
PENERIMAAN DAN 

PERENCANAAN STRATEGIS 

SUBDIREKTORAT 
STRATEGI DAN 

PERENCANAAN SISTEM 
INFORMASI 

SUBDIREKTORAT 
PENGEM BANGAN SISTEM 

INFORMASI 

SUBDIREKTORAT 
PENGENOAUAN KEAMANAN 

INFORMASI , MANAJEMEN 
LAYANAN, DAN EVALUASI 

SUBDIREKTORAT 
PE NGELOLAAN DAN 

LAYANAN D ATA 

SUBDIREKTORAT 
PE NCEGAHAN 

SUBDI REKTORAT 
PENGAWASAN KEPATUHAN 

DAN INVESTIGASI INTERNAL 

SUBDIREKTORAT 
PENJAMINAN KUALITAS 

SUBO IAEKTORAT 
PENGELOLAAN Kl NERJA 

SUBDIRE KTORAT 
PERENCANAAN AUDIT 

SUBOIREKTORAT 
PELAKSANAAN AUDIT I 

SUBDIREKTORAT 
PELAKSANAAN AUDI T I I 

SUBOIREKTORI\T 
MONITORING, EVALUASI, 

DAN PENJAMINAN KUALITAS 
AUD IT 

SUBDIREKTORAT 
INTELIJ EN 

SUBOIREKTORAT 
PENINDAKAN 

SUBDIREKTORAT 
NARKOTIKA 

SUB DIREKTORAT 
PENYID IKAN 

SUBD IREKTORAT 
SARANA OPERASI 

SUBOIREKTORAT 
PATROLI LAUT 

SUBDIREKTORAT 
PENERIMAAN 

SUBOIREKTORAT 
PERENCANAAN STRATEGIS 

DAN M ANAJEM EN 
TRANSFORMASI 

SUBOIREKTORAT 
MANAJEM EN RISIKO 
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BAGIAN 
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

SUBBAGIAN 
ORGANISASI 

SUBBAGIAN 
TATA lAKSANA I 

SUBBAGIAN 
TATA LIIKSANA II 

SUBBAGIAN 
PENGEMBANGAN PROFESI 
KEPABEANAN DAN CUKAI 

SUBD IREKTORAT 
IMPOR 

SEKSI 
IMPORI 

SEKSI 
IMPOR II 

SEKSI 
IMPORIII 

SEKSI 
IM POR IV 

- 83 -

BAGAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

BAGIAN 
AOMINISTRASI KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN 
UMUM KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN 
MUTASI KEPEGAWAIAN 

SUBBAGIAN 
PEMBERHENTIAN DAN 

PEMENSIUNAN PEGAWAI 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

BAG IAN BAGIAN 
PENGEMBANGAN KEPEGAWAIIIN KEUANGAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
PENGEMBANGAN PEGAWAI I PENYUSUNAN ANGGARAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
PENGEMBANGAN PEGAWAI II PERBENOAHARMN 

SUBBAGIAN 
PEMBINMN JABATAN SUBBAGIAN 

FU NGSIONAL KEPABEANAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
DAN CUKAI 

SUBBAGIAN 
GAJI 

BAGAN ORGANISASI 

BAG IAN 
PE.NGELOLMN BARANG MILIK 

NEGARA 

SUBBAGIIIN 
PERENCANAAN BARANG 

MILIK NEGARA 

SUBBAGIAN 
PENGADMN 

SUBBAGIAN 
PENATAUSAHAAN DAN 

DISTRIBUSI 

SUBBAGIAN 
PENGGUNAAN. 

PEMELIHARAAN DAN 
PENGHAPUSAN 

DIREKTORAT TEKNIS KEPABEANAN 

SUBOIREKTORAT 
EKSPOR 

SEKSI 
EKSPOR I 

SEKSI 
EKSPOR II 

SEKSI 
EKSPOR Ill 

SUBOIREKTORAT 

OIREKTOAAT 
TEKNIS KEPABEANAN 

SUBD IREKTORAT 
NILAI PABEAN KLASIFIKASI BARANG 

SEKSI SEKSI 
NILAI PABEAN I KLASIFIKASII 

SEKSI SEKSI 
NILAJ PABEAN II KLASI FIKASIII 

SEKSI SEKSI 
NILAI PABEAN Ill KLASIFIKASIIII 

SEKSI SEKSI 
NILAI PABEAN IV KLASIFIKASI IV 

SUBD IREKTORAT 
REGISTRASI KEPABEANAt~ 

SEKSI 
REGISTRASI KEPABEANAN I 

SEKSI 
REGISTRASI KEPABEANAN II 

SEKSI 
REGISTRASI KEPABEANAN Ill 

SEKSI 
REGISTRASI KEPABEANAN IV 

BAG IAN 
UMUM 

SUBBAGIAN 
PERSURATAN DAN 

KEARSIPAN 

SUBBAGIAN 
RUMAH TANGGA 

SUBBAGIAN 
KESEJAHTERAAN 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA DIREKTUR 

JENDERAL 

SUBOIREKTORAT 
PROGRAM PRIORITAS DAN 

AUTHORIZED ECONOMIC 
OPERATOR 

SEKSI 
SERTIFIKASI AUTHORIZED 

ECONOMIC OPERA TOR 

SEKSI 
MONI TORING DAN EVALUASI 

SEKSI 
PENGEMBANGAN PROGRAM 

PRIORITAS 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT FASILITAS KEPABEANAN 

D IREKTORAT 
FASILITAS KEPABEANAN 

r- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
SUBD IREKTORAT 

SUBOIREKTORAT SUBOIREKTORAT 
PEMBEBASAN FASILITAS PERTAMBANGAN 

FASILITAS IM POR TUJUAN 
TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT FASILITAS KAWASAN KHUSUS EKSPOR 

I 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
f-- PEMBEBASAN KEPENTINGAN - FASILITAS MIGAS 

FASILITAS IMPOR TUJUAN 1- KAWASAN BERIKAT 1- FASILITAS KAWASAN 
INDUSTRI EKSPOA PEMBEBASAN PERDAGANGAN BEBAS 

SEKSI SEKSI SEKSI 

r- PEMBEBASAN KEPENTINGAN - FASILITAS ;~~;~ TAMBANG FASIUTAS IMPOR TUJUAN 
SEKSI 

1-
FASILITAS KAWASAN 

GUOANG BERIKAT EKONOM I KH USUS DAN PEMERINTAH EKSPOR PENGEMBALIAN 
KAWASAN KHUSUS LAINNYA 

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

SEKSI 
SEKSI 

f- PE MBEBASAN KEPENTINGAN 
EVALUASI DAN HARMONISASI EVALUASI DAN HARMONISASI 

1- TEMPAT PENIMBUNAN 
t_ EVALUASI DAN HARMONISASI 

LAIN NYA 
KEBIJAKAN FASILITAS KEBIJAKAN FASILITAS IM POR 

BERIKAT LAINNYA 
KEBIJAKAN FASILITAS 

PERTAMBANGAN TUJUAN EKSPOR KAWASAN KHUSUS 

SEKSI 
SEKSI 

t_ EVALUASI DAN HARMONISASI 
EVALUASI DAN HARMONISASI 

'-- KEBIJAKAN FASILITAS 
KEB IJAKAN FASILI TAS 

TEMPAT PENIMBUNAN 
PEMBEBASAN 

BERIKAT 

I I 
KEL~~~g~~~~~~TAN r-
I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORATTEKNIS DAN FASILITAS CUKAI 

DIRE K T ORAT 

TEKN IS D AN FAS ILITAS C UKA I 

r--- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I 
SUBOIREKTORAT SUBD IREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT PELUNASAN DAN POTENSI CUKAI DAN 
TARIF CUKAI DAN HARGA DASAR PERIZINAN DAN FASILI TAS CUKAI 

PE NGEMBALI AN CUKAI 
KEPATUHAN PENGUSAHA 

BARANG KENA CUKAI 

I I I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI r- TARIF CUKAI DAN -

PERIZINAN DAN FASILITAS I r- PELUNASAN CUKAII - POTENSI CUKAI I 
HARGA DASAR I 

SEKSI 
SEKSI SE KSI SEKSI r- TARIF CUKAI DAN -

PERIZINAN DAN FASILITAS II f- PELUNASAN CUKAI II 
-

POTENSI CUKAI II 
HARGA DASAR II 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI 

~ TARIF CUKAI DAN -
PERIZINAN DAN FASILITAS Ill 

~ 

PENGEMBALIAN CUKAI - KEPATUHAN PENGUSAHA 
HARGA DASAR Ill BARANG KENA CUKAI 

I I I I I 

r- KELOMPOK JABATAN -
FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA 

DIREKTORAT 
KEPABEANANINTERNASIONAL 

DAN ANTAR LEM BAGA 

SUBBAGIAN -
TATA USAHA 

I I l 

SUBO IREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDJREKTORAT 

MULTILATERAL BILATERAL REGIONAL KOMUNIKASI DAN PUBLIKASJ PENYULUHAN DAN 
LAYANAN INFORMASI 

I J 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI f--- I- I- I- STRATEGI KOMUN IKASI DAN r-MULTILATERAL I BILATERAL I REGIONAL I 

OPINI PUBLI K PENYULUHAN 

I- SEKSI 
I- SEKSJ 

I- SEKSJ 
I-

SEKSI 
I-

SEKSI 
MULTILATERAL II BILATERAL II REGIONAL II HUBUNGAN MASYARAKAT LAYANAN INFORMASI 

SEKSI 

1- SEKSI 
I-

SEKSI 
I-

SEKSI SEKSI MANAJEMEN LAYANAN DAN 
MULTILATERAL Ill BILATERAL Il l REGIONAL Ill PUBLIKASI I PENJAM INAN KUALITAS 

LAYANAN 

l_ SEKSI 
~ 

SEKSI 
~ 

SEKSI SEKSI SEKSI 
MULTILATERAL IV 81 LATERAL IV REGIONAL IV PUBLI KASI II EDUKASI MASYARAKAT 

I I I I I I 
1- KEL~~~g~~~~~~TAN f--

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT KEBERATAN BANDING DAN PERATURAN 

DIREKTORAT 
KEBERATAN BANDING DAN 

PERATURAN 

r-- SUB BAG IAN 
TATA USAHA 

I I I 

SUB DIREKTORAT SUBD IREKTORAT SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT 
KEBERATAN BANDING UPAYA HUKUM PERATU RAN 

I I I 

1--
SEKSI r- SEKSI 

1--
SE KSI 

1--
SEKSI 

KEBERATAN I BANDING I UPAYA HUKUM I PERATU RAN I 

1-- SEKSI r- SE KSI r- SEKSI r- SE KSI 
KEBERATAN II BANDING II UPAYA HUKUM II PERATURAN II 

SE KSI 
SE KSI 

SEKSI SEKSI l_ 

EVALUASI KEBERATAN 
l_ EVALUASI DAN PENINJ AUAN l_ 

UPAYA HUKUM Ill 
l_ 

PERATURAN Ill KE MBALI 

I I I I I I 

r- KELOMPOK JABATAN r-FUNGSIONAL 

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT INFORMASI KEPABEANAN DAN CUKAI 

D IREKTORAT 
INFORMASI KEPABEANAN DAN 

CUKAI 

1- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT 
SUBD IAEKTORAT 

STRATEGI DAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN SISTEM 
PENGENDALIAN KEAMANAN 

PENGELOLAAN DAN 
SISTEM INFORMASI INFORMASI INFORMASI, MANAJEMEN 

LAYANAN DATA LAYANAN, DAN EVALUASI 

I I 

SEKSI SEKSI 

PERENCANAAN DAN TATA 
SEKSI PENGENDALIAN KEAMANAN 

SEKSI 
KELOLA KEBIJAKAN 1- PERANCANGAN SISTEM r- INFOAMASI DAN 

PENGELOLAAN BASIS DATA 
TEKNOLOGI INFORMASI 

INFORMASI PENGELOLAAN 
INFRASTRUKTUR 

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

ARSITEKTUR DAN ANALISIS 1- PENGEMBANGAN 1- MANAJEMEN LAYANAN J- MANAJEME~EKKUS~LITAS DATA KAPASITAS TEKNOLOGI 
INFORMASI 

SISTEM INFORMASI I TEKNOLOGI INFORMASI 

SEKSI SEKSI SEKSI 

'---- ANALISA DA~E~:~ANAN DATA 
'--- MANAJEMEN PROGRAM r- PENGEMBANGAN ~ EVALUASI LAYANAN 

TEKNOLOGI INFORMASI SISTEM INFORMASI II TEKNOLOGI INFORMASI 

SEKSI 
'--- PENGENDALIAN MUTU 

SISTEM INFORMASI 

I I I I I I 
r- KEL~~:g:~ ~~~~TAN 1-

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT KEPATUHAN INTERNAL 

DIREKTORAT 
KEPATU HAN INTERNAL 

SUBBAGIAN -
TATA USAHA 

I I 

SUBD IREKTORAT 
SUBD IREKTORAT 

SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT 
PENCE GAHAN PENGAWASAN KEPATUHAN DAN 

PENJAM INAN KUALITAS PENGELOLAAN KINERJA INVESTIGASI INTERNAL 

I I 

SEKSI 
SEKSI 

PENGAWASAN KEPATUHAN SEKSI SEKSI I- EDUKASI DAN I- DAN INVESTIGASI 1-- PENJAMINAN KUALITAS I 1-- PENGELOLAAN KINERJA I PENGENDALIAN GRATIFIKASI 
INTERNAL I 

SEKSI 
SEKSI 

1- ANALI SIS DATA DAN I- PENGAWASAN KEPATUH AN 1-- SEKSI r- SEKSI 
DAN INVESTI GASI PENJ AM INAN KU ALITAS II PENGELOLAAN KIN ERJA II 

INFORMASI 
INTERNAL II 

SEKSI 
SEKSI 

PENGAWASAN KEPATUH AN SE KSI SEKSI L_ VERIFIKASI PENGAD UAN L__ 

DAN INVESTIGASI 
~ 

PENJAM INAN KUALITAS Ill 
L__ 

PENGELOLAAN KINERJA Ill 
MASYARAKAT 

INTERNAL Ill 

I I I I I I 
t-

KELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL r-

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT AUDIT KEPABEANAN DAN CUKAI 

DIREKTORAT 
AUDIT KEPABEANAN DAN 

CUKAI 

SUBBAGIAN - TATA USAHA 

I I I 

SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBD IREKTORAT SUBD IREKTORAT 

PERENCANAAN AUDIT PELAKSANAAN AUD IT I PELAKSANAAN AUDIT II MONITORING, EVALU ASI, DAN 
PE NJAMINAN KUALITAS AUD IT 

I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
1- PERENCANAAN AUDIT I -

PELAKSANAAN AUDIT lA I- PELAKSANAAN AUDIT I lA 1- MONITORING DAN 
EVALUASI AUDIT I 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI 

I- PERENCANAAN AUD IT II - PELAKSANAAN AUDIT 18 - PELAKSANAAN AUDIT li B 1- MONITORING DAN 
EVALU ASI AUDIT 11 

~ 
SEKSI 

~ 
SEKSI - SEKSI 

1-
SE KSI 

PERENCANAAN AUDIT Ill PELAKSANAAN AUDIT IC PELAKSANAAN AUD IT II C PENJAMINAN KUALITAS I 

~ 
SEKSI 

PENJAMINAN KUALI TAS II 

I I I I I 
1- KELOMPOK JABATAN 

1-FU NGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN 

SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT 
INTEUJEN PENINOAKAN 

SEKSI SEKSI 
INTELIJEN KEPABEANAN PENINOAKAN IMPOR 

SEKSI SEKSI 
INTELIJEN CUKAI PENINOAAAN EKSPOR 

SEKSI 
INTELIJEN LARANGAN SEKSI 

PEMB ... TASAN DAN PENINOAKAN CUK"I I 
KEJAHATAN LINT AS NEGARA 

SEKSI 
SEKSI OUKUNGAN OPERASI 

PENINOAKAN CUKAI II 
INTEUJEN 

DIREKTORAT 
PENINOAKAN DAN PENYIDIKAN 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
NARKOTIKA PENYIO IKAN 

SEKSI SEKSI 
INTEUJEN NARKOTIK" PENYIOIKAN I 

SEKSI SEKSI 
PENINOM.A.N NARKOTIKA PENYlD IKAN II 

SEKSI SEKSI 
OPERASI NARKOTIKA BARANG HASIL PENINOAKAN 

SEKSI 
TEMPAT TAHANAN 

SUBDIREKTORAT SUBD IREKTORAT 
SARANA OPERASI PATROLI LAUT 

SEKSI SEKSI 
S.A.AANA OPERASI I PATROU LAUT I 

SE KSI SEKSI 
SARANA OPERASI II PATROLI LAUT II 

SEKSI 
SEKSI 

SARANA OPERASIIII 
PERE NCANM N DAN 

EVALUASI PATROLI LAUT 

SEKSI 
SARANA OPERASI IV 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PENERIMAAN DAN PERENCANAAN STRATEGIS 

DIREKTORAT 
PENERIMAAN DAN 

PERENCANAAN STRATEGIS 

f--
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I 

SUBD IREKTOAAT 
SUBO IREKTORAT 

SUBD IREKTORAT 
PERENCANAAN STRATEGIS DAN 

PENERIMAAN 
MANAJEMEN TRANSFORM AS! 

MANAJEMEN RISIKO 

I I 

r- SEKSI r-- SEKSI - SEKSI 
AOM INI STRASI PENERIMAAN KEBIJAKAN ORGANISASI PEMANTAUAN RISIKO 

r- SEKSI r-- SEKSI - SEKSI 
PEMANTAUAN PENERIMAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN PENGENDALIAN RISIKO 

SEKSI 
SEKSI 

r- PENAGIHAN DAN '--- PENGEM BANGAN PROSES 
BISNIS DAN MANAJEMEN 

PENGEMBALIAN TRANSFORMASI 

SEKSI 
'--- PERENCANAAN DAN 

EVALUASI PENERIMAAN 

I I I I I I 
- KELOMPOK JABATAN r--FUNGSIONAL 

111111 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORATJENDERALPERBENDAHARAAN 

DIREKTDRAT JENDERAL 
PERBENDAHARAAN 

BAGIAN 
ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENOERAL 

BAGIAN 
SUMBER DAYA MANUS! A 

DIREKTORAT 
PELAKSANAAN ANGGARAN 

DIREKTORAT 
PENGELOLAAN KAS NEGARA 

DIREKTORAT 
PEMBINMN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BAD AN LAYANAN 
UMUM 

SUBDIREKTORAT 
PELAKSANAAN ANGGARAN I 

DIREKTORAT 
AKU NTANSI DAN PELAPORAN 

KEUANGAN 

SUBDIREKTORAT 
STANDAR AKUNTANSI 

PEMERINTAHAN 

SUBDIREKTORAT 
SISTEM AKUNTANSI 

SUBDIREKTORAT 
BIMB INGAN AKUNTANSI 

INSTANSI DAN BENDAHARA 
UMUM NEGARA 

SUBDIREKTORAT 
AKUNTANSI PUSAT DAN 
PELAPORAN KEUANGAN 

BENOAHARA UMUM NEGARA 

SUBDIREKTORAT 
PENYUSUNAN LAPORAN 

KEUANGAN PEMERINTAH 
PUSAT 

SUBOIREKTORAT 
STATISTIK DAN ANAUSIS 

LAPORAN KEUANGAN 

DIREKTORAT 
SISTEM PERBENDAHARAAN 

SUBD IREKTORAT 
TRANSFOR MASI 
KELEMBAGAAN 

SUBDIREKTORAT 
PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN, DAN 
KERJASAMA KELEMBAGAAN 

SUBDIREKTORAT 
HARMONISASI PERATURAN 

PERBENOAHARAAN 

SUBDIREKTORAT 
PEMBINAAN PROSES BISNIS 

DAN HUKUM 

SUBDIREKTORAT 
STANDARDISASI DAN 

PENGEMBANGAN KAPASITAS 
PENGELOLA 

PERBENDAHARMN 

PEMBAYARAN PROGRAM 
JAMINAN SOSIAL, PERHITUNGAN 
PIHAK KETLGA. DAN KE8LJAKAN 

TUNTUTAN GANTL RUGI 

DIREKTORAT 

SUBD IREKTORAT 
PERATURAN DAN 

STANDARD ISASI TEKNIS 
BADAN LAYANAN UMUM 

SUBDIREKTORAT 
TARIF, REMUNERASI, DAN 

INFORMASI BADAN lAYANAN 
UMUM 

SUBD IREKTORAT 
PEMBINMN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BAD AN LAYANAN 
UMUM I 

SUBDIREKTORAT 
PEMB INMN PE NGELOLMN 

KEUANGAN BAOAN LAYANAN 
UMUM II 

SUBOIREKTORAT 
PEMB INM N PE NGELOLMN 

KEUANOAN llADAN LAYANAN 
UMUM Ill 

SISTEM INFORMASI DAN 
TEKNOLOGI PERBENDAHARMN 

SUBDIREKTORAT 
PERANCANGAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 
INFORMASI 

SUBD IREKTORAT 
PE NGELOLMN SISTEM 
INFOR MASI INTERNAL 

SUBD IREKTORAT 
PENGELOLMN SISTEM 
INFOR MASI EKSTERNAL 

SUBD IREKTORAT 
PENGELOLAAN 

INFRASTRUKTUR 

SUBO IREKTORAT 
PENGELOLAAN 

TRANSFORMASI TEKNOLOGI 
INFORMASI 

BAGIAN 
KEUANGAN 
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BAGIAN 
ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 

I 

SUBBAGIAN 
f.- PERENCANAAN STRATE GIS 

ORGANISASI 

SUBBAGIAN 
f.- PENGEM BANGAN 

ORGANISASI 

SUBBAGIAN 
f.- TAT A LAKSANA 

SUBBAGIAN 
'--- PENGELOLAAN KINERJA 

ORGANISASI 

SUBD IREKTORAT 
KOORDINASI DAN KONSOLIOASI 

PELAKSANMN ANGGARAN 

SEKSI 
PENGELDLMN DATA DAN 
PE NGEMBANGAN SISTEM 
lt~FORMASI PELAKSANMN 

ANGGARAN 

SEKSI 
KDNSDLIOASI PELAKSANMN 

ANGGARAN I 

SEKSI 
KONSOLIDASI PELAKSANMN 

ANGGARAN II 

SEKSI 
KONSOLIDASI PELAKSANMN 

ANGGARAN Ill 

- 90-

BAGAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

I 

BAGIAN BAG IAN BAGIAN 
SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN UMUM 

I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

- PEAENCANAAN STRATEGIS r- SUBBAGIAN r- KEHUMASAN, LAYANAN 
PENYUSUNAN ANGGAAAN INFORMASI DAN DAN MANAJEMEN TALENT A 

PROTOKOLER 

SUBBAGIAN 

1- PENGEMBANGAN r- SUBBAGIAN r- SUBBAGIAN 
KOMPETENSI DAN BUDAY A PERBENDAHARAAN PENGAOAAN BARANGf JASA 

OAGANISASI 

SUBBAGIAN 

r--- AKUNTA~~~B~:~~AE~APORAN SUBBAGIAN f.- MUTASI DAN PENILAIAN 1- PENGELOLAAN ASET KINERJA 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

'--- SISTEM INFORMASI DAN 
'--- PENGELOLAAN BELANJA SUBBAGIAN 

LAYANAN SUMBER DAYA PEGAWAI DAN RUMAH TANGGA 
MANUSIA KESEJAHTERAAN 

I I I I I I 
r- KEL~~~~~~ ~~~~TAN 1-

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PELAKSANAAN ANGGARAN 

SUBD IREKTDRAT 
PELAKSANMN ANGGARAN I 

SEKSI 
PELAKSANAAN 
ANGGARAN 1-A 

SEKSI 
PELAKSANMN 
ANGGARAN 1-8 

SEKSI 
PELAKSANMN 
AtmGARAN 1-C 

SEKSI 
PELAKSAN.A.AN 
ANGG.A.RAN 1-D 

DIREKTORAT 
PELAKSANAAN ANGGARAN 

SUBD IREKTDRAT 
PELAKSANMN ANGGARAN II 

SEKSI 
PELAKSANMN 
ANGGARAN I I-A 

SEKSI 
PELAKSANAAN 

ANGGARAN 11 ·8 

SEKSI 
PELAKSANAN~ 

ANGGARAN 11 -C 

SEKSI 
PELAKSAN.A.AN 
ANGGARAN 11-D 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBD IREKTORAT 
PELAKSANMN ANGGARAN Ill 

SEKSI 
PELAKSANMN 

ANGGARAN 111-A 

SEKSI 
PELAKSANMN 

ANGGARAN 111-B 

SEKSI 
PELAKSANAAN 

ANGGARAN 111-C 

SEKSI 
PELAKSANMN 

ANGG.A.RAN 111 -D 

SUBDIREKTORAT 
PELAKSANMN ANGGARAN IV 

SEKSI 
PELAKSANMN 

ANGGARAN IV-A 

SEKSI 
PELAI<SANAAN 

.A.NGG.A.RAN 1\1-B 

SEKSI 
PELAI<SANMN 

ANGGARAN IV-C 

SEKSI 
PELAKSANMN 

ANGGARAN IV-0 

r-

r-

~ 

BAG IAN 
KEPATUHAN INTERNAL 

I 

SUBBAGIAN 
MANAJEMEN AISIKO 

SUBBAGIAN 
PEMANTAUAN 

PENGENDALIAN INTERNAL 

SUBBAGIAN 
EVALUASI DAN TINDAK 
LANJUT HASIL AUDIT 

SUBD IREKTORAT 
ANALISIS OAN PENGEMBANGAN 

PELAKSANMN ANGGARN~ 

SEKSI 
ANAUSIS DAN 

PE NGEMBAtmAN 
PELAKSANMN ANGGARAN I 

SEKSI 
ANALISIS DAN 

PENGE MBANGAN 
PELAKSANMN ANGGARAN II 

SEKSI 
ANALISIS DAN 

PENGEM8ANGAN 
PELAKSANMN ANGGARAN Ill 

SEKSI 
ANALISIS DAN 

PENGEM8ANGAN 
PELAKSANMN ANGGARAN IV 
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SUBD IREKTORAT 
OPTIMAUSASI KAS 

SEKSJ 
PENGELOLMN UKUIOITAS 

SEKSI 
PENGELOLAAN PENEMPATAN 

UAtm 

SEKSI 
PENGELOLMN INVESTASI 

SURAl BERHARGA NEGARA 

SEKSI 
PENGELOLMN VALUTA 

ASING 

SUBOIREKTORAT 
KEBIJAKAN INVESTASI DAN 
HUBUNGAN KELEMBAGMN 

SEKSI 
KEBIJ AKAN, 

PENGEMBANGAN, DAN 
PEAENCANMN STRATEGIS 

INVESTASI 

SEKSI 
HUBUNGAN KELEMBAGMN 

EKSTERNAL 

SEKSI 
HUBUNGAN KELEMBAGMN 

INTERNAL 

SEKSI 
ANALI SIS KEL.AYAKAN 

- 91 -

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PENGELOLAAN KAS NEGARA 

SUBOIREKTORAT 
SUBD IREKTORI\T SUBD IREKTOR,t.,T MANAJEM EN REKENING 

KEB IJAKAN TREASURYDEAUNG MANI'JEMEN PENERIMMN DAN LAINNYA DAN PEMBINMN 
ROOAIDAN MANAJEMEN RISIK O PENGELUARAN KAS PERTANGGU NGJAWABAN 

BENDAHARA 

SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI PENGELOLMN REKENING 

PERATURAN DAN PENGELOLMN REKENING MANAJEMEN KAS PINJAMAN LAINNYA SUMBER DAYA 
KEPATUHAN PENGELUARAN ON~ HIBAH I 1\li\M DAN NON SUMBER 

OAYAALAM 

SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI 

MANAJEMEN RISIKO, 
PE NGELOLMN REKENING MANAJEMEN KAS PINJAMAt~ 

PENGELOLMN REKENING 
PORTFOLIO DAN DUKUNGAN 

PENERIMMN DAN HIBAH II LAINNYA MILIK 
ASSET.f..IABILITYCOMMITTEE KEMENTERIAN/ LEMBAGA 

SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI 

KEB IJAKAN REKENING KAS PEMB INMN AI SET EKONOMI DAN 
UMUM NEGARA DAN 

MANAJEMEN KAS PINJAMAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PENGEM BANGAN STRATEGI 

PERHITUNGAN FIHAK KETIGA DAN HI BAH Ill 
BEND AHARA 

SEKSI SEKSI SEKSI AKUNTANSI DAN PELAPORAN PELAPORAN PENGELOLMN KONSOLIDASI REKENING 
MANAJ EMEN KAS PINJAMAN REKENING LAINNYA DAN DAN DUKUNGAN TEKNIS 

DAN HI BAH BEt./OAHARA 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT SISTEM MANAJEMEN INVESTASI 

SUBDIREKTORAT 
PENGANGGAAAN, PENGELOLMN 
KINEAJA DAN RISIKO INVESTASI 

SEKSI 
PENGANGGARAN INVESTASI 

PENGELOL.AAN KINERJA 

SEKSI 
PE NGELOL.AAN RISIKO 

SEKSI 
DATA, INFORMASI, DAN 

PELAPORAN 

DIREKTOAAT 
SISTEM MANAJEMEN 

INVESTASI 

TATAUSAHA 

SUBD IREKTORAT SUBD IREKTORAT 
HUKUM 

INVESTASI BAD AN USAHA MILIK 

SEKSI 
INVESTASI BADAN USAHA 

PERATURAN I 
MILIK NEGARA I 

INVESTASI BADAN USAHA PERATURAN II 
MILIK NEGARA II 

SEKSI SEKSI 
PERJANJIAN DAN INVESTASI BADAN USAHA 

KEPATUHANI MILIK NEGARA Ill 

SEKSI ANALISIS DAN 
PERJANJIAN DAN PENGEMBANGAN INVESTASI 

KEPATUHAN II BAD AN USAHA MILIK 
NEGARA 

SUBDIREKTORAT 
INVESTASI PEMERI NTAH 

DAERAHI BADAN USAHA MILIK 
DAERAH 

SEKSI 
INVESTASI PEMERINTAH 
DAERAHI BAD AN USAHA 

MI LIK DAERAH I 

SEKSI 
INVESTASI PEMERINTAH 
DAERAHI BAD AN USAHA 

MILIK OAEAAH I I 

SEKSI 
INVESTASI PEMERINTAH 
OAEAAH/ BAD AN USAHA 

MILIK DAEAAH Il l 

SEKSI 
ANALISIS DAN PENGEMEIANGAN 

INVESTASI PEMERINTAH 
DAERAHI EI -'OAtl USAHA MILIK 

OAERAH 

SUBO IREKTORAT 
SETELMEN, AKUNTANSI. DAN 

PELAPORAN PENGELOLMN KAS 

SEKSI 
SETELMEN TRANSAKSI 
REKENING KAS UMUM 

NEGARA 

SEKSI 
SETELMEN. Al<UNTANSI, DAN 

PELAPORAN TRANSAKSI 
TREASURY DEALING ROOM 

SEKSI 
AKUNTANSI REKE NING KAS 

UMUM NEGARA 

SEKSI 
KONSOLIDASI PELAPORAN 

KEUANGAN KUASA 
BEND AHARA UMUM NEGARA 

PI.JSAT 

SUBD IREKTORAT 
KRED IT PROGRAM DAN 

INVESTASI LAlNNYA 

SEKSI 
KRED IT PROGRAM DAN 

INVESTASI LAINNYA I 

SEKSI 
KRED IT PROGRAM DAN 
INVESTASI LAINNYA II 

SEKSI 
KAED IT PROGRAM DAN 
INVESTASI LAINNYA U1 

SEKSI 
ANALISIS DAN 

PE NGEMBANGAN KREOIT 
PROGRAM DAN INVESTASI 

L.AINNYA 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PEMBINAAN PENGELOLAAN KEUANGAN 

BADAN LAYANAN UMUM 

DIREKTORAT 
PEMB INAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN BADAN LAYANAN 
UMUM 

,_____ SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I 
SUBO IREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT 
PERATURAN DAN TARIF, REMU NERASI, DAN PEMB INAAN PENGELOLAAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PE MB INAAN PENGELOLAAN 

STANOARDISASI TEKNIS BADAN INFORMASI BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN KEUANGAN BADAN LAYANAN 
LAYANAN UMUM UMUM UMUM I UMUM II UMUM Ill 

I I I 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI SEKSJ SEKSI 
PERATURAN DAN 

TARI F BADAN LAYANAN - ::~AB~~~NB~~~~E0,_<;,~:N PEMBINAAN PENGELOLAAN 
t- K~~AB~~NB=~~~El~~~~NN STANDARDISASI TEKNIS 

UMUM KEUANGAN BADAN LAYANAN 
BADAN LAYANAN UMUM I UMUM 1-A UMUM II -A UMUM lil-A 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI SEKSI SEKSI 
PERATURAN DAN 

REMUNERASI BADAN - K~~AB~~~NB~~~~E~~t;:ANN ~ ::~:~~~NB:~~~EL~~~~ANN f- ::~:~~~NB:~~~El~~~~:N STANDARDISASI TEKNIS 
LAYANAN UMUM 

BADAN LAYANAN UMUM II UMUM 1-B UMUM 11 -B UMUM 111-8 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI SEKSI SEKSI 
PENE LI TIAN DAN 

INFORMASI BADAN LAYANAN - ::~AB~~~NB:~~~El~<;,~~ANN ~ 
PEMB INAAN PE NGELOLAAN 

L- ::~AB~~~NB:~~~EL~~~~ANN PENGEMBANGAN BADAN KEUANGAN BADAN LAYANAN 
LAYANAN UMUM 

UMUM 
UMUM I·C UMUM 11-C UMUM 111-C 

f- KEL~~:g~~~~~~TAN f-

111111 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORATAKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 

SUBDIREKTORAT 
STANDAR AKUNT.A.NSI 

SUBO tREKTORAT 

PEMERINTAH AN 
StSTEM AKUNT.A.NSI 

SEKSI 
DUKUNGAN PENGEMBANGAN SEKSt 

STANOAR AKUNTANSt SISTEM AKU NTANSI PUSAT 
PEMERINTAHAN 

DUKUNGAN IMPLEMENTASI 
SEKSI 

STANOAR AKUNTANSI 
SISTEM AKUNTANSI INSTANSI 

UNGKUNGAN PEMERINTAH 
P\JSAT 

OUKUNGAN IMP\..EMENTASI 
SEKSI 

SISTEM AKUNTANSI 
STANOAR AKUNTANSI BENOAHARA UMUM NEGARA 

UNOKUNGAN PEMERINTAH 
DAN UNIT KHUSUS 

DAERAH 

SEKSI SEKSI 
FASIUTASI KOMITE STANDAR PENGELOLMN BAGAN IIKU N 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN STANDAR 

DIREKTORAT 
AKUNTANSI DAN PELAPORAN 

KEUANGAN 

SUBDtREKTORAT SUBOIREKTORAT 
BtMBtNGAN AKUNTANSI AKUNTANSt PUSAT CAN 

INSTANSI DAN BEND AHARA 
UMUM NEGARA 

SEKSt 
SEKSt PELAPORAN KAS CAN 

BIMB INGIIN IIKUNTANSI ANAUSIS LAPORAN 
INSTANSII KEUANGAN KUASA 

BEND AHARA UMUP.I NEGARA 

SEKSI 
SEKSI AKUNTANSI PUSAT DAN 

BIMBINGAN AKUNTANSI PELAPORAN REALISASI 
INSTANSIII ANGGIIRAN BENOAHAR.A. 

UMUM NEGARA 

BIM BINGAN AKUNTANSI 
INSTANSIIU 

SE KSI SEKSI 
BIMBINGAN AKU NTANSI 

REGIONAL DAN BENDAHARA 
UMUM NEGARA 

SUBD IREKTORAT SUBDIRE KTORAT 
PENYUSUNAN LAPORAN STATtSTtK DAN ANAUSIS 

KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT LAPORAN KEUANGAN 

SEKSt SEKSt 
KONSOU OASt OliN 

PENOEMBANGAN MANUAL 
PELAPORAN REALISASI 

ANGGARAN DAN 
STATISTIK KEUANGAN 

OPERASIONAL 
PEM ERI NTAH 

SEKSI 
KDNSDUDASI DAN KDNSDLIOASI DAN 

PELAPORAN NERACA DAN PELAPORAN KEUANGAN 
PERUBAiiAN EKUITAS PEMERINTAH UM UM 

SEKSI SEKSI 
KONSOLIDASI DAN KONSO LIDASI DAN 

PELAPORAN KAS DAN SALOO PELAPORAN KEUANGA.N 
ANOOIIRAN LEBIH SEKTOR PUB UK 

SEKSI 
SEKSI ANAUSIS LAPORAN 

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN 
KEUANGAN MANAJERIAL KEUANGAN 

PEM ERINTAH 
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SUBOIREKTORAT 
TAANSFORMASI KELEMBAGMN 

SEKSI 
TRANSFORMASI SISTEM 

PEMBAYARAN DAN 
PENERIMMN 

SEKSI 
TRANSFORMASt 

PENGELOLMN LIKUIO tTAS 

SEKSt 
TRANSFORMASt AKUNTANSt . 

PELAPORAN DAN MISt 
KHUSUS 

SEKSI 
MANA.J E MEN PERUBAHAN 

DAN KOMUNIKASt 

- 93-

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT SISTEM PERBENDAHARAAN 

SUBDIREKTORAT 
PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN, ON~ 
KERJASAMA KELEMBAGMN 

SEKSI 
PENEUTIAN DAN 

PENGEMBANGAN SISTEM 
PERBENDAHARMN I 

SEKSI 
PENELITIAN DAN 

PENGEMBANGAN StSTEM 
PERBE NDAHARMN tt 

SEKSI 
KERJASNAA KELEMBAGMN 

DIREKTORAT 
S!STEM PERBENDAHARAAN 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
HI\RMONISASI PERATURAN PEMBINMN PROSES BISNIS DAN 

PERBENDAHARMN HUKUM 

SEKSI SEKSI 
HARMONISASI PERATURAN PEMBINMN PROSES BISNIS 

PERBENOAHARMN I DAN HUKUM I 

SEKSI SEKSI 
HARMONtSASt PERATURAN PEMB tNMN PROSES BtSNtS 

PERBENDAHARMN It DAN HUKUM It 

SEKSI SEKSt 
HARMONtSASt PERATURAN PEMB tNMN PROSES BISNIS 

PERBENDAHARMN Itt DAN HUKUM ttl 

SEKSI SEKSt 
HARMONtSASt PERATURAN PEMBINMN PROSES BtSNtS 

PERBENDAHARMN tV DAN HUKUM tV 

BAGAN ORGANISASI 

SUBOIREKTORAT 
STI\NDI\RD ISI\51 DAN 

PENGEMBANGAt~ KAPASITAS 
PENGELOLA PERBENDAH ARAAN 

SEKSI 
STANDARDISASI DAN 

PENGEMBANGAN KAPASITAS 
PENGELOLA 

PERBENOAHARMN I 

SEKSI 
STANOAROISASt DAN 

PENGEMBANGAN KAPAStTAS 
PENGELOLA 

PERBENDAHARMN tt 

SEKSt 
STANDARDISASI DAN 

PENGEMBAtmAN KAPAStTAS 
PENGELOLA 

PERBENDAHARMN ttt 

SU!l DIREKTORAT 
PEMBAYARAN PROGRAM JAMINAN 

SOSIAt.PERHITUNGANPIHAK 
KETIGA, 01\N KEBIJ AKAN TUNTUTAN 

GANTI RUG! 

SEKSI 
PEMBAYARAN PROGRAM 

PENSIUN 

SEKSI 
PEMBAYARAN JAMtNAN 

KESEHATAN 

SEKSt 
PEMBAYARAN PERHITUNGAN 

FIH AK KETIGA DAN 
PENYELESAtAN TUNTUTAN 

GANTt RUG! 

DIREKTORAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN 

D IREKTORAT 
SISTEM INFORMASI DAN 

TEKNOLOGI PERBENDAHARAAN 

SUBBAGIAN -
TATA USAHA 

I l _L 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBD IREKTORAT PERANCANGAN DAN 
PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN SISTEM 

SUBDIREKTORAT 
PENGELOLAAN TRANSFORMASI PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI INTERNAL INFORMASI EKSTERNAL PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI INFORMASI 

I 

SEKSI SEKSJ SEKSI SEKSI SEKSI 
f-- PERENCANAAN DAN ANALISIS 1- PENGELOLAAN SJSTEM PENGELOLAAN SISTEM 1- PENGELOLAAN PERANGKAT PUBLIKASI DAN KOMUNIKASI 

SISTEM APLIKASI INFORMASI INTERNAL I INFORMASI EKSTERNALI KERAS SISTEM INFORMASI 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI PERENCANAAN DAN 1- PENGEMBANGAN APLIKASII 1- PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN SISTEM 1- PENGELOLAAN PERANGKAT TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI INTERNAL II INFORMASI EKSTERNAL II LUNAK INFORMASI 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI 

SEKSI PENGELOLAAN KINERJA 1- PENGEMBANGAN APLIKASIII 1- PENGELOLAAN SISTEM PENGELOLAAN SISTEM 1- PENGELOLAAN JARINGAN 
TRANSFORMASI TEKNOLOGI INFORMASI INTERNAL Il l INFORMASI EKSTERNAL Il l DAN KOMUN IKASI DATA 

INFORMASI 

SEKSI SEKSI 
SEKSI 

'-- DUKUNGAN TEKNIS DAN '-- PENGELOLA DATA SEKSI 
L_ PENGELOLAAN DAN ANALISIS 

PENGENDALIAN MUTU REFERENSI DAN PENGGUNA LAYANAN PENGGUNA 
APUKASI SISTEM 

BASIS DATA 

I I I I I 
I- KEL~~~~:~ ~~~~TAN !-

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA 

DIREKTORAT JENDERAL 
KEKAYAAN NEGARA 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

I 
I l I 

BAGIAN 
BAGIAN BAGIAN ORGANISASJ DAN 

KEPATUHAN INTERNAL 
KEPEGAWAIAN KEUANGAN 

BAGIAN BAGIAN 
PERLENGKAPAN UMUM 

I I I l 
DIAEKTORAT DIREKTORAT 

DIREKTOAAT DIREKTORAT 
PIUTANG NEGARA DAN 

PENGELOLAAN KEKAYAAN 
BARANG MILIK NEGARA KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN 

KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN NEGARA DAN SISTEM 
INFORMASI 

I I I I 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

f.- BARANG MILIK NEGARA 1 1- KEKAYAAN NEGARA 1- PI UT ANG NE GARA I 1- PENGELOLAAN KEKAYAAN 
DIPJSAHKAN I NEGARA I 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIAEKTORAT SUBDIREKTORAT 
1- BARANG MILIK NEGARA II 1- KEKAYAAN NEGARA 1- PIUTANG NEGARA II 1- PENGELOLAAN KEKAYAAN 

DIPISAHKAN II NEGARA II 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

1- BARANG MILIK NEGARA Ill 1- KEKAYAAN NEGARA 1- KEKAYAAN NEGARA 1- PENGELOLAAN KEKAYAAN 
DIPISAHKAN Ill LAIN-LAIN I NEGARA Ill 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT 

f--- SUBD IREKTORAT 
1- KEKAYAAN NEGARA 1-

PERENCANAAN DAN 
BARANG MILIK NEGARA IV PENGEMBANGAN SISTEM 

LAIN-LAIN II 
APLIKASI 

SUBDIREKTORAT SUBOIREKTORAT 
- KEKAYAAN NEGARA - PE NGOLAHAN DATA DAN 

LAIN-LAIN Ill LAYANAN OPERASIONAL 

I I I I I I _llll 
'-f.- KELOMPOK JABATAN '-- - KEL~~:g~~~~~~TAN r- '-- - KELOMPOK JABATAN 

1- -~ 

KELOMPOK JABATAN -
FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I _ll_L _L 

DIREKTORAT DIREKTORAT 
D IREKTORAT 

PENILAIAN LELANG HUKUM DAN HUBUNGAN 
MASYARAKAT 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

1- STANDARDISASI PENILAIAN -
BINA LELANG I 1- PERATURAN PERUNDANGAN 

PROPERTI 

SUBOIREKTORAT 

1- STANDARD ISASI PENILAIAN - SUBD IREKTORAT 1- SUBDIREKTORAT 
BISNIS DAN SUMBER DAYA BINA LELANG II BANTUAN HUKUM 

ALAM 

SUBD IREKTORAT 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 1- KUALITAS PENILAI f.- BINA LELANG Ill 1- HUBUNGAN MASYARAKAT 

PEMERINTAH 

SUBDIREKTORAT 

1- ANALISIS DATA DAN 
INFORMASI PENILAIAN 

I I I I I 
KEL~~:g~~~~!~TAN 1- KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN '-I- '-I- FUNGSIONAL 1- '-I- FUNGSIONAL 1-

I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

I I 
BAGIAN 

BAGIAN BAG IAN BAGIAN BAG IAN OAGANISASI DAN KEPATUHAN 
INTERNAL KEPEGAWAIAN KEUANGAN PERLENGEKAPAN UMUM 

I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

1- ORGANISASI DAN ~ PENGEMBANGAN PEGAWAI 1- PEAENCANAAN ANGGARAN 
1-

PENGADAAN TATA USAHA 
PEAENCANAAN KINERJA DAN KEPEMIMPINAN 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

1- TAT A LAKSANA 
~ MANAJEMEN KINERJA DAN 1- PERBENDAHARAAN 1- PENYJMPANAN DAN PROTOKOL DAN 

MUTASI KEPEGAWAIAN DISTRIBUSI PERJALANAN DINAS 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
'--- KEPATUHAN INTERNAL DAN 

~ 

PERENCANAAN DAN 
1- AKUNTA~~~B~:~~AE~APORAN ~ INVENTARISASI DAN 

SUBBAGIAN 
EVALUASI HASIL ADMINISTRASI UMUM RUMAH TANGGA 
PEMERIKSAAN KEPEGAWAIAN 

PENGHAPUSAN 

'--- SUBBAGIAN 
GAJI 

I I I I I I 
1- KEL~~:g;I6~~~TAN 1-

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT BARANG MILIK NEGARA 

D IREKTORAT 
BARANG MILI K NEGARA 

f--
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I I 

SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
BARANG MILIK NEGARA I 8ARANG MILIK NEGARA II 8ARANG MILIK NEGARA Ill 8ARANG MILIK NEGARA IV 

I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

f- 8ARANG MILIK ~ 8ARANG MILIK ~ 8ARANG MILIK ~ 8ARANG MILIK 
NEGARA lA NEGARAIIA NEGARA lilA NEGARA IVA 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

f- 8ARANG MILIK ~ 8ARANG MILIK ~ 8ARANG MIUK ~ 8ARANG MILIK 
NEGARA 18 NEGARA 118 NEGARA 1118 NEGARA IV8 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

r- 8ARANG MILIK ~ 8ARANG MILIK ~ 8ARANG MILIK ~ 8ARANG MIUK 
NEGARA IC NEGARA II C NEGARA IIIC NEGARA IVC 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
L_ 8ARANG MILIK L_ 8ARANG MILIK ~ 8ARANG MIUK ~ 8ARANG MILIK 

NEGARA 10 NEGARA li D NEGARA IIID NEGARA IVD 

lLI I _l 
~ 

KELOMPOK JA8ATAN 
f-FUNGSIONAL 

I I I I I 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 96-

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT KEKAYAAN NEGARA DIPISAHKAN 

DIREKTORAT 
KEKAYAAN NEGARA 

DIPISAHKAN 

f-
S UBBAG IAN 
TATA U SAHA 

l 
S UBDIREKTORA T SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT 

KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN N EGARA KEKAYAAN NEGARA 
D IPISAHKAN I DIPISAHKAN II D IPISAHKAN Ill 

I 

SEKSI SEKSI SEKSI 
1- K E KAYAAN NEGARA I-- KEKAYAAN NEGARA r---- KEKAYAAN NEGARA 

DIPISAHKAN lA DIPISAHKAN IIA D IPISAHKAN lilA 

SEKSI SEKSI SEKSI 
1- KEKAYAAN NEGARA 1- KEKAYAAN NEGARA 1- KEKAYAAN NEGARA 

DIPISAHKAN IB DIPISAHKAN liB DIPISAHKAN III B 

SEKSI SEKSI SEKSI 
'---- KEKAYAAN NEGARA '---- KEKAYAAN NEGARA '---- KEKAYAAN NEGARA 

DIPISAHKAN IC D I PISAHKAN II C D IPISAHKAN IIIC 

I I I I I 
1-

KELOMPOK JABATAN 
1-FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PIUTANG NEGARA DAN KEKAYAAN NEGARA LAIN-LAIN 

DIREKTORAT 
PIUTANG NEGARA KEKAYAAN 

NEGARA LAIN-LAIN 

I-- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I _l 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBOIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA PIUTANG NEGARA I PIUTANG NEGARA II 

LAIN-LAIN I LAIN-LAIN II LAIN-LAIN Ill 

I J I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
f--- f--- - KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGAAA PIUTANG NEGARA lA PIUTANG NEGARA I lA 

LAIN-LAIN lA LAIN-LAIN 1lA LAIN-LAIN lilA 

SEKSI SEKSJ 
SEKSI SEKSI SEKSI 

f- PIUTANG NEGARA 18 '- PIUTANG NEGARA 118 - KEKAYAAN NEGARA f- KEKAYAAN NEGARA r- KEKAYAAN NEGARA 
LAIN-LAIN 18 LAIN-LAIN 11 8 LAIN-LAIN 1118 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
L_ '--- r- KEKAYAAN NEGARA r- KEKAYAAN NEGARA r- KEKAYAAN NEGARA PIUTANG NEGARA IC PIUTANG NEGARA II C 

LAI N-LAIN IC LAIN-LAIN II C LAIN-LAIN IIIC 

SEKSI SEKSI SEKSI 
~ KEKAYAAN NEGARA ~ KEKAYAAN NEGARA ~ KEKAYAAN NEGARA 

LAIN-LAIN 10 LAIN-LAIN liD LAIN-LAIN 1110 

I I I I _l 

f- KEL~~:~;~~~~~TAN t-

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI 

DIREKTORAT 
PENGELOLAAN KEKAYAAN 

NEGARA DAN SISTEM 
INFORMASI 

r-- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

SUBOIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT 

PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PENGELOLAAN KEKAYAAN PERENCANAAN DAN 
PENGOLAHAN DATA DAN 

NEGARAI NEGARA II NEGARA Ill 
PENGEMBANGAN SISTEM 

LAYANAN OPEAASIONAL APLIKASI 

I I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSl 
- PENGELOLAAN KEKAYAAN r- PENGELOLAAN KEKAYAAN 1-- PENGELOLAAN KEKAYAAN r- PERENCANAAN DAN 

PE.NGOLAHAN DATA DAN PENGEMBANGAN SISTEM 
NEGARAIA NEGARAIIA NEGARA lil A APUKASII LAYMIAN INFORMASI 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

- PENGELOLAAN KEKAYAAN 1-- PENGELOLAAN KEKAYAAN - PENGELOLAAN KEKAYAAN r- PERENCANAAN DAN 
- STAN~~~~~S~~~~E~~~LOGI PENGEMBANGAN SISTEM 

NEGARA 18 NEGARA liB NEGARA 11 18 
APLIKASIII INFORMASI 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

- PENGELOLAAN KEKAYAAN 1-- PENGELOLAAN KEKAYAAN 1-- PE.NGELOLAAN KEKAYAAN 1-- PERENCANAAN DAN - SEKSI 
PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN OPE.RASIONAL 

NEGARA IC NEGARA IIC NEGARA IIIC 
APLIKASIIII 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI 

- PENGELOLAAN KEKAYAAN ~ PENGELOLAAN KEKAYAAN ~ PE.NGELOLAAN KEKAYAAN ~ 
SEKSI - PENGELOLAAN PE.RANGKAT 

INTEGRASI SISTEM APUKASI KERAS, LUNAK, DAN 
NEGARA ID NEGARA liD NEGARA IIID 

JARINGAN 

I I I I I 
KELOMPOK JABATAN -

FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PENILAIAN 

DIREKTORAT 
PENILAIAN 

SUBBAGIAN -
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT 

STANDARD ISASI PENILAIAN STANDARDISASI PENILAIAN KUALITAS PENILAI PEMERINTAH 
ANALISIS DATA DAN INFORMASI 

PROPERTI BISNIS DAN SUMBER DAYA ALAM PENILAIAN 

I I 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

1- STANDARDISASI PENILAIAN 1-- STANOARO ISASI PENILAIAN r- PEMB INAAN PENILAI r- KAJ I ULANG LAPORAN 
REAL PROPERTI I BISNIS I PEMERINTAH I PENILAIAN 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

1- STANOARDISASI PENILAIAN STANDARDISASI PENILAIAN f- PEMBINAAN PENILAI f- VERIFIKASI PERMOHONAN 
REAL PROPERTI I I B ISNIS II PEMERINTAH II PENILAIAN 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

f- STANDARDISASI PENILAIAN STANDARDISASI PENILAIAN 1- PENINGKATAN KUAUTAS ~ PENGELOLAAN DATA DAN 
PROPERTI KHUSUS I SUMBER DAYA ALAM I PENILAI PEMERINTAH INFORMASI PENILAIAN 

SEKSI SEKSI SEKSI 
'- STANDARDISASI PENILAIAN - STANDARDISASI PENILAIAN ~ PENGAWASAN DAN KODE 

PROPERTI KHUSUS II SU MBER OAYA ALAM II ETIK PENILAI PEMERINTAH 

111111 
1--

KELOMPOK J ABATAN 
1--FUNGSIONAL 

1 I I I L 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT LELANG 

DIREKTORAT 

LELANG 

1----
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 

SUBD IREKTORAT SUBD IREKTORAT SUBD IREKTORAT 
B INA LELANG I B INA L ELANG II B INA LELANG Ill 

I I 

r- SEKSI 
1--

SEKSI 
1--

SEKSI 
B INA LELANG lA B INA LELANG I lA B INA LELANG lilA 

r- SEKSI r- SEKSI 
I-

SEKSI 
B INA LELANG 18 B INA LELANG l iB BINA LELANG 111 8 

~ 
SEKSI 

~ 
SEKSI 

~ 
SEKSI 

B INA LELANG IC B INA LELANG II C B INA LELANG III C 

I I I I I 
r- KELOMPOK JABATAN r-FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT 

D IREKTORAT 

HUKUM DAN HUBUNGAN 
MASYARAKAT 

r-- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 

SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
PERATURAN PERUNDANGAN BANTUAN HUKUM HUBUNGAN MASYARAKAT 

I 

SEKSI 
SEKS I SEKSI - PERATURAN r- BANTUAN HUKUM I r- KOMUN IKASI PUBL IK PERUNDANGAN I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

- PERATURAN r- BANTUAN HUKUM II 1- PENYULUHAN DAN LAYANAN 
PERUNDANGAN II INFORMASI 

SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
1- PERATURAN 1- BANTUAN HUKUM Ill 

~ PUBLIKASI DAN 
PERUNDANGAN Ill OOKUMENTASI 

SEKSI 
SEKSI L_ PERATURAN ~ 

BANTUAN HUKUM IV PERUNDANGAN IV 

I I I I J 
f- KELOMPOK JABATAN f-FUNGSIONAL 

I I I I I 

www.jdih.kemenkeu.go.id



- 99-

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN 

DIREKTORAT JENDERAL 
PERIMBANGAN KEUANGAN 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

I 
I I I 

BAG IAN BAG IAN 

PERENCANAAN DAN BAGIAN UMUM , ADVOKASI, DAN 

KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KERJA SAMA ANTAR 
LEMBAGA 

BAGIAN ORGANISASI DAN BAG IAN 

KEPATU HANINTERNAL HARMONISASI KEBIJAKAN 
DAN KEHUMASAN 

I I 

DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT DIREKTORAT 

DANA TRANSFER UMUM DANA TRANSFER KHUSUS KAPASITAS DAN PELAKSANAAN EVALUASI DAN SISTEM 
TRANSFER INFORMASI 

I I I 

SUBOIREKTORAT SUBD IREKTORAT 
SUBDIREKTORAT DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PENGEMBANGAN POTENSI SUBDI REKTORAT 

-
DANA BAG I HASIL r- SEKTOR PEMBANGUNAN 1- PAJAK DAERAH DAN 

- EVALUASI PENGELOLAAN 
PEREKONOMIAN DAN 

RETRIBUSI DAERAH 
DANA TRANSFER 

KEMARITIMAN 

~uBDIREKTuRAT 

SUBDIREKTORAT DANA SINKRONISASI, 
SUBDIREKTORAT 

- SUBDIREKTORAT r- ALOKASI KHUSUS FISIK 1-
PENGAWASAN, DAN - EVALUASI PENGELOLAAN 

DANA ALOKASI UMUM SEKTOR PEMBANGUNAN PENGENDALIAN PAJAK 
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN DAERAH DAN RETRIBUSI KEUANGAN DAERAH 

DAERAH 

SUBD IREKTORAT 
SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT 

- DANA INSENTIF DAERAH, 
DANA ALOKASI KHUSUS 1- PEMBIAYAAN DAN PENATAAN - SUBD IREKTORAT 

OTONOMIKHUSUS, DAN DATA KEUANGAN DAERAH 
DANA KEISTIMEWAAN 

NONFISIK DAERAH 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT 

- SUBDIREKTORAT 
1-

SUBDIREKTORAT r- PENINGKATAN KAPASITAS - DATA NON KEUANGAN 
DANA DESA HI BAH DAERAH PENGELOLA KEUANGAN 

DAERAH 
DAERAH 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT 

1- PENYALURAN DANA - TRANSFORMASI SISTEM 
INFORMASI KEUANGAN 

TRANSFER 
DAERAH 

SUBD IREKTORAT 
SUBD IREKTORAT PENGEMBANGAN APLIKASI , 

r- AKUNTANSI DAN PELAPORAN - BASIS DATA, INFRASTRUKTUR 
DANA TRANSFER DAN OPERASIONAL TEKNOLOGI 

INFORMASI 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
- 1-

KELOMPOK JABATAN - '-- - KELOMPOK JABATAN - L_ - KELOMPOK JABATAN r- - 1-
KELOMPOK JABATAN 

1-FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT J ENDERAL 

I I I 

BAGIAN BAGIAN 
BAG IAN BAG IAN BAG IAN 

PERENCANAAN DAN KEUANGAN $U MBER DAYA MANUSIA UMUM, ADVOKASI, DAN KERJA ORGANISASI DAN KEPATUHAN HARMONISASI KEB IJAKAN DAN 
SAMA ANTAR LEMBAGA INTERNAL KEHUMASAN 

I I I 

SUB BAG IAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN TATA USAHA D IREKTORAT SUBBAGIAN - PERENCANAAN DAN -
PENGEMBANGAN KARIA 1-

J END ERAL DAN 
-

ORGANISASI 1- HARMONISASI KEB IJ AKAN 
PENYUSUNAN ANGGARAN 

SUMBER DAYA MANUSIA PROTOKOLER DANA TRANSFER 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

- SUBBAGIAN - PENGEMBANGAN KAPASITAS 1-
RUMAH TANGGA DAN TATA - SUB BAG IAN HARMONISASI KEB IJ AKAN 

PEABENDAHARAAN USAHA SEKRETARIAT TATA LAKSANA 1- PENGELOLAAN KEUANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 
DIREKTORAT JENDERAL DAN PEMBIAYAAN OAERAH 

SUBBAGIAN 
SUB BAG IAN SUBBAGIAN 

- AKUNTA~~r86:~~~~APORAN _ MANAJ EM EN INFORMASI DAN 
1- PENGELOLAAN BARANG - SUB BAG IAN L_ MANAJEMEN STRATEGI 

LAYANAN SUMBER DAYA 
MILIK NEGARA 

KEPATUHAN PROSES BISNIS KOMUNIKASI DAN LAYANAN 
MANUSIA INFORMASI PUB UK 

SUB BAG IAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN - PENGELOLAAN KINERJA DAN L_ ADVOKASI DAN KERJA SAMA -

KEPATUHAN KODE ETIK RISIKO ANTAR LEMBAGA 

I I I I I I 
KELOMPOK JABATAN - -FUNGSIONAL 

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT DANA TRANSFER UMUM 

DIREKTORAT 
DANA TRANSFER UMUM 

SUBBAGIAN - TATA USAHA 

I I I 
SUBD IREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT DANA INSENTIF DAERAH, SUBD IREKTORAT 
DANA BAGI HASIL DANA ALOKASI UM UM OTONOMI KHUSUS, DAN DANA DANA DESA 

KEISTIMEWAAN 

I I I 

SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI PERENCANAAN DANA PERENCANMN KEBIJAKAN - PERENCANAAN DANA BAGI f- PERENCANAAN KAPASITAS f- INSENTIF DAERAH, OTONOMI f- PENGANGGARAN DAN HASI L PAJAK FISKAL DAN ALOKASI DASAR KHUSUS, DAN DANA PENGALOKASIAN DANA DESA 

KEISTIMEWAAN 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
PERENCANAAN KEBIJAKAN - ALOKASI DANA BAGI HASI L I- PERENCANMN KEBUTUHAN I- ALOKASI DANA INSENTI F I- PENYALURAN DAN PAJAK FISKAL DAERAH DAERAH PELAPORAN DANA DESA 

SEKSI SEKSI 
SEKSI 

- PERENCANAAN DANA BAGI f- ALOKASI DANA ALOKASI ~ 
ALOKASI DANA OTONOMI 

f-
SEKSI 

KHUSUS DAN DANA ALOKASI DANA DESA 
HASIL SUMBER DAYA ALAM UMUM KEISTIMEWAAN 

SEKSI SEKSI SEKSI 
L_ ALOKASI DANA BAGI HASJL '-- BANTUAN TEKNIS DANA '-- BANTUAN TEKNIS DANA 

SUMBER DAYA ALAM ALOKASI UMUM DESA 

I I I I I 
f-

KELOMPOK JABATAN -
FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT DANA TRANSFER KHUSUS 

D IREKTORAT 
DANA TRANSFER KHUSUS 

1--
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBD IREKTORAT 

SUBDIREKTORAT 
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 

DANA ALOKASI KHUSUS FISIK 
SUBD IREKTORAT 

SUBDIREKTORAT SEKTOR PEMBANGUNAN DANA ALOKASI KHUSUS 
PEREKONOM IAN DAN 

SEKTOR PEM BANGUNAN 
NONFISIK 

HI BAH DAERAH 

KEMARITIMAN 
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

I I 

St"S SEKSI 
PERENCANAAN DANA 

PERENCANAAN DANA SEKSI SEKSI 
ALOKASI KHUSUS FISIK r- SEKTOR PEMBANGUNAN r- ALOKASI KHUSUS FISIK r- PERENCANAAN DANA r- PERENCANAAN H I BAH 

PEREKONOM IAN DAN 
SEKTOR PEMBANGUNAN ALOKASI KHUSUS NONFISIK DAERAH 

KEMARITIMAN 
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

ALOKASI ~~r;,~ ALOKASI 
SEKSI SEKSI 

ALOKASI DANA ALOKASI KHUSUS ALOKASI DANA ALOKASI SEKSI 
r- KHUSUS FISIK BIDANG r- FISIK BIDANG KESEHATAN DAN r- KHUSUS NONFISIK BIDANG r- ALOKASI H I BAH DALAM JALAN, AIR M INUM, SANITASI, KELUARGA BERENCANA, EN ERG I 

PERUMAHAN, DAN SKALA KECIL, INDUSTRI KECIL PEND ID IKAN DAN NEGERI 

PERMUKIMAN DAN MENENGAH KEBUDAYAAN 

SEKSI SEKSI SEKSI 
ALOKASI DANA ALOKASI ALOKASI DANA ALOKASI ALOKASI DANA ALOKASI 

SEKSI 
r- KHUSUS FISIK BIDANG r- KHUSUS FISIK B IDANG r- KHUSUS NONFISIK BIDANG '-- ALOKASI H I BAH LUAR 

IRIGASI , PERTANIAN, PASAR, PENDID IKAN, PARIWISATA, KESEHATAN, 
TRANSPORTASI, KELAUTAN, LINGKUNGAN H IDUP, DAN PEREKONOMIAN, DAN 

NEGERI 

DAN PERl KANAN KEHUTANAN KEMARITIMAN 

BANTUAN>~~~~ I S DANA SEKSI 

ALOKASI KHUSUS FISIK 
BANTUAN TEKNIS DANA SEKSI 

~ 

SEKTOR PEMBANGUNAN 
~ ALOKASI KHUSUS FISIK '-- BANTUAN TEKNIS DANA 

PEREKONOM IAN DAN 
SEKTOR PEMBANGUNAN ALOKASI KHUSUS NONFISIK 

KEMARITIMAN 
MANUSIA DAN KEBUDAYAAN 

I I I I I 
r- KELOMPOK JABATAN r-FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT KAPASITAS DAN PELAKSANAAN TRANSFER 

DIREKTDRAT 
KAPASITAS DAN PELAKSANAAN 

TRANSFER 

1--
SUB BAG IAN 
l ATA USAHA 

I I I I 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIAEKTOAAT 

PENGEMBANGAN POTENSI 
SI NKRONISASI, PENGAWASAN, SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT 

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI 
CAN PENGENDALIAN PAJAK PEMBIAYAAN DAN PENATAAN PENINGKATAN KAPASITAS 

PENYALURAN DANA TRANSFER AKUNTANSI DAN PELAPORAN 

DAERAH OAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH PENGELOLA KEUANGAN DAERAH DANA TRANSFER 
DAERAH 

I I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI PERE NCANMN DAN SEKSI SEKSI 

f- PENGEMBANGAN POTENSI SINKRONISASI PAJAK PINJAMAN DAN OBLIGASI STANDARDISASI PENINGKATAN PENYALURAN DANA r- AKU NTANSI DAN PELAPORAN 
PAJAK DAERAH OAERAH DAERAH KAPASITAS PENGELOLA TRANSFER I I 

KEUANGAN DAERAH 

SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI 

PENGENOALIAN DEFISIT FASIUTASI DAN PELAKSANMN SEKSI H SEKSI r-- PENGEMBANGAN POTENSI r-- SINKRONI SASI RETRIBUSI -
DAERAH 

PENINGKATAN KAPASITAS ---1 PENYALURAN DANA AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
RETRIBUSI OAERAH DAERAH PENGELOLA KEUANGAN TRANSFER II II 

DAERAH 

SEKSI SEKSI 

TRANSFORMASI 
SEKSI 

SEKSI PERENCANAAN DAN SEKSI SEKSI 

f- ADM INISTRASI PAJAK f-
PENGAWASAN DAN - INVESTASI, KERJA SAMA, - STANDARDISASI JABATAN 

PENYALURAN DANA 
L- KONSOL IDASI AKUNTANSI 

DAERAH DAN RETRIBUSI 
PENGENDALIAN PAJAK 

DAN PENATAAN DAERAH 
FU NGSIONAL ANALISIS 

TRANSFER Ill 
DAN PELAPORAN TRANSFER 

DAERAH KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH DAERAH DAERAH 

SEKSI 
SEKSI SEKSI FASIUTASI DAN PELAKSANAAN SE KSI 

'- STANDARDISASI PAJAK PENGAWASAN DAN PE MBINAAN JABATAN 
PENYALURAN DANA 

DAERAH D AN RETRIBUSI PENGENOAL IAN RETRIBUSI FUNGSIONAL ANAUSIS 
OAERAH DAERAH KEUANGAN PU SAT DAN TRANSFER IV 

DAERAH 

I I I I I 
KEL~~~~~~~~~TAN I-

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT EVALUASI DAN SISTEM INFORMASI 

DIREKTDRAT 
EVALUASI DAN SISTEM 

INFORMASI 

f-- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I 
SUBDIREKTORAT 

SUBOIREKTORAT SUBDIREKTORAT 
SUBOIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT PENGEM BANGAN APll KASI, 
EVALUASI PENGELOLAAN DANA EVALUASI PENGELOLAAN 

DATA KEUANGAN DAERAH DATA NON KEUANGAN DAEAAH 
TRANSFOAMASI SISTEM BASIS DATA, INFRASTRUKTUR, 

TRANSFER KEUANGAN DAEAAH INFORMASI KEUANGAN DAERAH DAN OPERASIONAL TEKNOLOGI 
INFORMASI 

I I I I 

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

SEKSI 
SEKSI EVALUASI DAN PERENCANAAN SEKSI 

EVALUASI PENGELOLAAN STANDARDISASI r- PENGUMPULAN DAN PENGUMPULAN DAN 
PENGEMBANGAN SISTEM PENGEMBANGAN AF\..IKASI 

PENGOLAHAN DATA PENGOLAHAN DATA NON 
DANA TRANSFER UMUM I PE.RENCANAAN KEUANGAN 

KEUANGAN DAERAH I KEUANGAN DAERAH I 
INFOAMASI KEUANGAN TEKNOLOGIINFOAMASI 

DAERAH DAERAH 1 SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 1 SEKSI 
EVALUASI DAN SEKSI 

EVALUASI PENGELOLAAN STANDARDISASI r-- PENGUMPULAN DAN PENGUMPULAN DAN PENGENDALIAN KUALITAS 
OPERASIONAL APliKASI 

PENGOLAHAN DATA PENGOLAHAN DATA NON SISTEM INFORMASI 
DANA TRANSFER UMUM II PELAKSANAAN KEUANGAN 

KEUANGAN DAEAAH II KEUANGAN DAERAH II KEUANGAN DAERAH 
TEKNOLOGI INFOAMASI 

DAEAAH 

SEKSI 
SEKSI SEKSI SEKSI 

SEKSI EVALUASI DAN 
PENGUMPULAN DAN PENGUMPIJLAN DAN STANOARDISASI SISTEM SEKSI 

EVALUASI PENGELOLAAN STANDARDISASI H PENGOLAHAN DATA PENGOLAHAN DATA NON INFORMASI KEUANGAN PENGELOLAAN BASIS DATA 
DANA TRANSFER KHUSUS I AKUNTAB ILITAS KEUANGAN 

KEUANGAN DAEAAH Ill KEUANGAN DAERAH Ill DAERAH 
DAERAH 

SEKSI SEKSI 

1 SEKSI 
SEKSI EVALUASI DAN SEKSI MANAJEMEN PERUBAHAN 

PENGELOLAAN 
EVALUASI PENGELOLAAN PENGENDALIAN ~ PELAPOAAN KEUANGAN ---1 DAN KOMUNIKASI SISTEM 

INFRASTRUKTUR DAN 
DANA TRANSFER KHUSUS II PENGELOLAAN KEUANGAN DAEAAH INFORMASI KEUANGAN 

KEAMANAN SISTEM 
DAERAH DAERAH 

I I I I I 
KEL~~:;~~~~~TAN 1-

I I Ll_lJ 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT J ENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO 

I DIREKTORAT JENDERAL 
PENGELOLAAN PEMB IAYAAN 

DAN RISIKO 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENDERAL 

BAG IAN 
BAGIAN I BAG IAN ORGANISASI , TATA LAKSANA 

SUMBER DAYA MANUSIA KEUANGAN 
DAN LAYANAN INFORMASI 

BAGIAN I I 

I 
KEPATUHAN INTERNAL, BAG IAN BAG IAN 

KINEAJA, DAN HARMONISASI UM UM TEKNOLOGIINFORMASI 
PERATURAN 

I 

DIREKTORAT DIAEKTORAT DIREK TORAT OIREKTORAT 

PINJAMAN DAN H I BAH SURAl UTANG NEGARA PEMB IAYAAN SYARIAH 
PENGELOLAAN RISIKO 

KEUANGAN NEGARA 

I 
HI SUBD IREKTORAT SUBDIREKTORAT y SUBDIREKTORAT SUBDIREKTOAAT 

PERENCANAAN DAN ANALISIS H PENGELOLAAN PORTOFOLI O 
PENGELOLAAN TRANSAKSI ----1 M ITIGASI RISIKO ANGGARAN 

SURAT BERHARGA SYAAIAH PENOAPATAN DAN BELANJA PINJAMAN DAN H IBAH SURAl UTANG NEGARA 
NEGARA NEGARA 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT y SUBDIREKTORAT 

r- PINJ AMAN DAN HI BAH H PE:g~~A~ABNA~;;:RDS~~AT _ PENGELOLAAN PROYEK DAN 
M ITIGASJ RISIKO BAD AN 

ASET SUAAT BERHARGA 
MULTILATERAL 

UTANG NEGAAA SYARIAH NEGARA 
USAHA MILIK NEGAAA 

H 

SUBDIREKTORAT y SUBDIREKTORAT y SUBDIRE KTORAT y SUBDIREKTORAT 

PI NJAMAN DAN HI BAH 
ANALISIS KEUANGAN DAN ANAU SIS KEUANGAN DAN MITIGASI RISIKO LEMBAGA 

BILATERAL I 
PASAR SURAT UTANG PASAR SUAAT BERHARGA KEUANGAN D AN INSTRUMEN 

NEGAAA SYARIAH NEGARA MITIGASI RISIKO 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIAEKTOAAT 

SUBD IAEKTOAAT SUBDIREKTORAT 

r- PINJAMAN D AN H I BAH r- HUKUM DAN EVALUASI 
PERATUAAN DAN ANALISIS (-- PENGELOLAAN RISIKO ASET 

TRANSAKSI SUAAT UTANG 
BILATERAL II 

NEGAAA 
HUKUM KEUANGAN SYARIAH DAN KEWAJIBAN NEGARA 

I I I I I I I I 
'--- KEL~~:~~~~~~TAN f- '--- KEL OMPOK JABATAN r- KEL~~:~~~~~~TAN f- '---f- KE LOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I I I I I I I I I 

DIREKTORAT 
DIREKTORAT D IREKTORAT 

PENGELOLAAN DUKUNGAN 
PEMERINTAH D AN PEMB IAYAAN 

STRATEGI DAN PORTOFOLIO EVALUASI, AKUNTANSI DAN 

INFRASTRUKTUR 
PEMBIAYAAN SETELMEN 

H 
SUBDIREKTORAT 

M 
SUBDIAEKTOAAT H SUBOIREKTORAT 

PENYIAPAN KEAJA SAMA 
PEAENCANAAN DAN 

ANALISIS DAN PENGUJIAN 
PEMEAINTAH DENGAN 

STRATEGI PEMBIAYAAN 
TRANSAKSI KEWAJIBAN 

BADAN USAHA PEMBIAYAAN 

H SUBD IREKTORAT 
SUBDIAEKTOAAT 

SUBDIAEK TOAAT 
DUKUNGAN PEMEAINTAH r- ANALISIS A ISIKO H SETELMEN TRANSAKSI 

PEMBIAYAAN 

H SUBDIR EKTORAT Ml SUBDIREKTORAT PERATURAN DAN 
PERENCANAAN D AN ANAU SIS H SUBDIREKTORAT 

PENGEMBANGAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN 
PE MBIAYMN INFRASTRU KTUR KEWAJ IBAN KONTINJENSI 

SUBDIAEKTORAT 

H MONI;~~~~~~~~o::ILUASI r PENGEMBANGAN 
PENGELOLAAN PEMB IAYAAN 

SUBDIREKTOAAT 
HUBUNGAN INVESTOR 

I I _I 

'--- KELOMPOK JABATAN '-I-
KELOMPOK JABATAN y KELOM POK JABATAN H 

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 
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BAGAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL 

SEKRETARIAT 
DIREKTORAT JENOERAL 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PINJAMAN DAN HIBAH 

DIREKTORAT 
PINJ AMAN DAN HIBAH 

r-- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT SUBD IREKTORAT SUBD IREKTORAT 

PEAENCANAAN DAN ANAUSIS PINJAMAN DAN HI BAH PINJ AMAN DAN H I BAH 
PINJAMAN DAN HI BAH MULTILATERAL BILATERAL I 

I I 

SEKSI SEKSI SEKSI 
- ANAUSIS PINJAMAN DAN 1- PI NJAMAN DAN HI BAH c- PlNJAMAN DAN H I BAH 1-

HI BAH MULTI LATERAL A B ILATERAL lA 

SEKSI SEKSI SEKSI 
- PERENCANAAN DAN ALOKASI 1- PI NJAMAN DAN HI BAH - PINJAMAN DAN H I BAH 1-

PINJAMAN DAN HI BAH MULTILATERAL 8 Bl LATERAL I 8 

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

1- DATA DAN PELAPORAN 1- PI NJAMAN DAN HIBAH 1- PINJAMAN DAN H I BAH 1-
MULTILATERAL C BILATERAL IC 

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

'--- EVALUASI PELAKSANAAN L_ PINJAMAN DAN H I BAH L__ PINJAMAN DAN HI BAH L_ 

PENGADAAN PI NJAMAN DAN 
H I BAH 

MULTILATERAL D BILATERAL JD 

I I I I I I 
t- KEL~~~g~~~~~~TAN r-

I I I I I I 

I 
SUBD IREKTORAT 

PINJAMAN DAN HI BAH 
B ILATERAL I I 

J 

SEKSI 
PI NJAMAN DAN H I BAH 

BILATERAL I lA 

SEKSI 
PI NJAMAN DAN H I BAH 

BILATERAL liB 

SEKSI 
PINJAMAN DAN H I BAH 

BILATERAL JIC 

SEKSI 
PJ NJ AMAN DAN HI BAH 

B ILATE RAL li D 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT SURAT UTANG NEGARA 

DIREKTORAT 
SURAT UTANG NEGARA 

1-
SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT 

SUBDIREKTORAT 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

PENGELOLAAN PORTOFOLIO PENGEMBANGAN DAN 
ANALISIS KEUANGAN DAN PASAR 

HUKUM DAN EVALUASI 

SURAT UTANG NEGARA 
PENDALAMAN PASAA SURAT 

SURAT UTANG NEGARA 
TRANSAKSI SURAT UTANG 

UTANG NEGARA NEGARA 

I I 

SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI 

r- PERENCANAAN TRANSAKSI c-
KERJASAMA KELEMBAGAAN 

f- ANALISIS KEUANGAN DAN - PERATURAN SUAAT UTANG 
SURAT UTANG NEGARA DAN PASAR SURAT UTANG 

DERIVATIF NEGARA 
FISKAL NEGARA 

SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI 

r- PELAKSANAAN TRANSAKSI - P:=~~A~~::~::~~~E~~~R f- ANAL! SIS PASAR SURAT - DOK~:A~~S~SU~~~U;R~::AKSI SURAT UTANG NEGARA DAN 
DERIVATI F I SURAT UTANG NEGARA 

UTANG NEGARA 
SURAT UTANG NEGARA 

SEKSI SEKSI 
SEKSI SEKSI 

r- PELAKSANAAN TRANSAKSI - ST RATEGI PEMASARAN DAN ,___ ANALI SIS PASAR KEUANGAN - EVALUASI TAANSAKSI SURAT 
SURAT UTANG NEGARA DAN LAYANAN INVESTASI SUAAT 

DEAIVATIF II UTANG NEGARA 
INTERNASIO NAL UTANG NEGARA 

SEKSI SEKSl 
SEKSI 

~ PENATAUSAHAAN DAN - PELAYANAN PUBLIK, - OUKUNGAN ANALISIS PASAA 
PELAPOAAN TRANSAKSI EDUKASI DAN INFORMASI 
SURAT UTANG NEGARA SURAT UTANG NEGARA 

KEUANGAN 

I I I I I 
KELOMPOK JABATAN - r-FUNGSIONAL 

I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PEMBIAY AAN SYARIAH 

DIREKTORAT 

PEMBIAYAAN SYARIAH 

SUBBAGIAN - TATA USAH A 

I I 
SUBD IREKTOAAT SUBDIREKTORAT SUBDIAEKTORAT 

SUBDIREKTORAT 
PENGELDLAAN TRANSAKSI PENGELOLAAN PROYEK DAN A NALISIS KEUAN GAN DAN PASAR 

SURAT BERHARGA SYARIA H ASET SURAT BERHARGA SURAT BERHARGA SYARIAH 
PERATURAN DAN ANAUSIS 

NEGARA SYARIAH NEGAAA NEGARA 
HUKUM KE UANGAN SYARIAH 

I I I 

SEKSI SEKSI SEKSI 

PERENCANAAN TRANSAKSI DAN PERENCANAAN DAN SEKSI PERATURAN, EVALUASI 

r- PE NGEMBANGAN INSTAUMEN - PENGEMBANGAN PEMBIAYAAN r- ANALISIS PASAA SURAT r- KINERJA, DAN MANAJEMEN 

SURAT BERHARGA SYARIAH PROYEK SURAT BERHAAGA BEAHAAGA SYARIAH NEGARA RISIKO TAANSAKSI SURAT 

NEGARA SYARIAH NEGARA BERHAAGA SYARIAH NEGAAA 

SEKSI SEKSI SEKSI 

PELAKSANAAN TRANSAKSI PELAKSANAAN PEMBIAYAAN SEKSI ANALISIS KESESUAIAN 
r-

SURAT BERHARGA SYARIAH 
- DAN ANAUSIS KINERJA r- ANALISIS HARGA SURAT r- SYARIAH DAN DOKUMEN 

PROYEK SURAT BERHARGA BERHARGA SYARIAH NEGARA HUKUM SUAAT BERHARGA 
NEGARA I SYARIAH NEGARA 1 SYARIAH NEGARA 

SE KSI SEKSl 
SEKSI 

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN ANALI SIS FI SKAL, DATA SEKSI 
~ 

PELAKSANAAN TRANSAKSI - DAN ANALIS IS KINERJA '--- KEUANGAN, DAN '--- HUBUNGAN KELEMBAGAAN 
SURAT BERHARGA SYARIAH PENGELOLAAN PEA USAHAAN 

NEGARA It 
PROYEK SURAT BERHARGA PENERBIT SUAAT BERHARGA DAN EDUKASI PUBLIK 

SYARIAH NEGARA II SYARIAH NEGARA 

SEKSI 

- PENGELOLAAN ASET SURAT 

BEAHARGA SYARIAH NEGARA 

I I I I I 
r- KELOMPOK JABATAN r-FUNGSIONAL 

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN NEGARA 

D IREKTORA T 

PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN 

NEGARA 

f--
SUBBAGIAN 
TATA U SAH A 

I I 
SUBD IREKTORAT 

SUBD IREKTORAT 
SUBO IREKTORAT 

M ITI GAS I RISIKO ANGGARAN 
MITIGASI R IS IKO BADAN USAHA 

M IT IGASI RIS IKO LEMBAGA 
SUBD IREKTORAT 

PENGELOLAAN R I S IKO ASET DAN PENDAPATAN DAN BELANJA KEUANGAN DAN INSTRUMEN 
MILIK NEGARA 

NEGARA M IT IGASI RISIKO 
KEWAJ I BAN NEGARA 

I I 

SEKSI SEKSI 
SEKSI 

SEKSI 
RISIKO DUKUNGAN DAN 

1- RISIKO PE LAKSANAAN PUBLIC r- RIS IKO L E MBAGA t-
ANALISIS STRUKTUR ASET 

JAM I NAN ATAS PENUGASAN SERVICE OBL/GA TION PADA DAN KEWAJ I BAN 
PEMERINTAH BAOAN USAHA MILIK NE G ARA I KEUANGAN I 

PEMER INTAH 

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

SEKSI 
1-

RISIKOPELAKSANAAN PUBLIC r- R IS IKO LEMBAGA ANALISIS RISIKO ASET DAN 
R ISIKO JAM I NAN SO SIAL SERVICE OBL/GA. TfON PADA t- KEWAJ I BAN LINT AS 

BADAN USAHA MILIK NEGARA II KEUANGAN II GENERASI 

SEKSI 
SEKSI RISIKO PENUGASAN NON-PUBLIC SEKSI SEKSI 

R ISIKO POLITIK DAN f- SERVICE OBLfGtl TfONDAN 1- INSTRUMEN r-- KERJA SAMA 
TUNTUTAN HUKUM INVEST AS! PADA BADAN U SAHA MITIGASI RISIKO KELEMBAGAAN 

MIUK NEGARA 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 
PENGUNGKAPAN R ISIKO '- RISIKO PINJAMAN PADA '- PERATURAN '- PENGOLAHAN DATA DAN BAD AN USAHA MILIK 

KEUANGAN NEGARA NEGARA MITIGASI RISIKO PENGEMBANGAN MODEL 

I I I I I I 
t-

KELOMPOK JABATAN 
t-FUNGSIONAL 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT PENGELOLAAN DUKUNGAN PEMERINTAH DAN 

PEMBIAY AAN INFRASTRUKTUR 
DIREKTORAT 

PENGELOLAAN DUKUNGAN 

PEM ER INTAH DAN PEMB I AYAAN 

I NFRASTRUKTUR 

SUBDIREKTORAT 
PENYIAPAN KERJA SAMA 

PEMER I NTAH DENGAN BADAN 

USA HA 

SEKSI 
PENYIAPAN PROYEK K ERJA 

SAMA SEKTOR I 

SEKSI 
PENYIAPAN PROYEK KERJA 

SAMA SEKTOR II 

SEKS I 
PENYIAPAN PROYEK KERJA 

SAMA SEKTOR Ill 

SEKSI 
PENYIAPAN PROYEK KERJA 

SAMA SEKTOR IV 

S UBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBD IREKTORAT 

DUKUNGAN PEMER INTAH 

SEKSI 
DUKUNGAN PEMERI NTAH 

PROYEK SEKTOR I 

SEKS I 

DUKUNGAN PEMERI NTAH 

PROYEK SEKTOR I I 

SEKSI 
DUKUNGAN PEMERINTAH 

PROYEK SEKTOR Il l 

SEKSI 
DUKUNGAN PEMER I NTAH 

PROYEK SEKTOR IV 

SUBD IREKTORAT 
PERATURAN DAN PE N GEMBANGAN 

K E BIJAKAN P E M B IAYAAN 
INFRASTRUKTUR 

SEKSI 

PERATURAN DAN 
PENELAAHAN DOKUMEN 

SEKSI 
PENGEMBANGAN KEB IJAKAN 

DAN KERJA SAMA 

KELEMBAGAAN 

SEKSI 
PENGELOLAAN DANA 

DUKUNGAN PEMER I NTAH 

SEKSI 

MANAJEMEN KONTRAK DAN 

MITIGAS I RISI KO 
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BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT STRATEGI DAN PORTOFOLIO PEMBIAYAAN 

DIREKTORAT 
STRATEGI DAN PORTOFOLIO 

PEMBIAYAAN 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I l 
SUBDIREKTORAT 

SUBD IREKTORAT 
SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

PERENCANAAN DAN STRATEGI PERENCANAAN DAN ANAUSIS PENGEMBANGAN PENGELOLAAN 
SUBDIREKTORAT 

PEMBIAYAAN 
ANALISIS RISIKO PEMBIAYAAN 

KEWAJIBAN KONTINJENSI PEMBIAYAAN HUBUNGAN INVESTOR 

I _I I 

SEKSI SEKSI SEKSI 
SEKSI 

SEKSI PERENCANAAN, STRATEGI 1- STRATEGI PENGELOLAAN 1- PENGELOLAAN RISIKO 1-
RISIKO KREDIT 

PENGEMBANGAN MODEL 1-- DAN PROGRAM HUBUNGAN UTANG JANGKA MENENGAH LIKUIDITAS ANALI SIS 
INVESTOR 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

PERENCANAAN KAPASITAS 1- PENGELOLAAN 1- PENGELOLAAN PORTOFOLIO PENGEMBANGAN PASAR 1-- PELAYANAN PUBLIK, 
INVESTOR, DAN HUBUNGAN UTANG RISIKO PASAR KEWAJIBAN KONTINJENSI UTANG KE LEMBAGAAN 

SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI 

PERENCANAAN PEMBIAYAAN PERENCANAAN 1-- PERATURAN DAN PENGEMBANGAN '--- LAYANAN LEMBAGA 
PEMERINGKAT KREDIT DAN 

UTANG '--- LINOUNG NILAI PERJANJIAN PEMBIAYAAN ALTERNATIF PEMBERI PINJAMAN 

SEKSI SEKSI SEKSI 

STRATEGI PEMBIAYAAN PERENCANAAN KEWAJIBAN '--- PENGELOLAAN DAN 
TAHUNAN KONTINJENSI PENYAJIAN DATA 

I I I I I I 
1-- KEL~~~g;~~~~~TAN t-

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

DIREKTORAT EVALUASI, AKUNTANSI, DAN SETELMEN 

DIREKTORAT 

EVALUASI, AKUNTANSI DAN 

SETELMEN 

r-- SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBDIREKTORAT 

ANALISIS DAN PENGUJIAN SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT SUBDIREKTORAT 

TRANSAKSI KEWAJIBAN SETELMEN TRANSAKSI AKUNTANSJ DAN PELAPORAN MONITORING DAN EVALUASI 

PEMBIAYAAN 

I I I 

SEKSJ 
SEKSI 

1-
ANALISIS DAN PENGUJ IAN 

'-
SEKSI 

1-
SEKSI 

1- MONITORING DAN 
TRANSAKSI KEWAJIBAN SETELMEN TRANSAKSI I AKUNTANSI PINJAMAN 

PEMBIAYAAN I 
EVALUASI I 

SEKSI 
SEKSI 

1-- ANAllSIS DAN PENGUJIAN SEKSI 
1--

SEKSI 
1-- MONITORING DAN 

TRANSAKSI KEWAJIBAN SETELM EN TRANSAKSI II AKUNTANSI HI BAH EVALUASIII 
PEMBIAYAAN II 

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

1- ANAUSIS DAN PENGUJIAN SEKSI 
1- AKUNTANSI SURAT '--- MONITORING DAN 

TRANSAKSI KEWAJJBAN SETELMEN TRANSAKSIIII 
PEMB IAYAAN Ill 

BERHARGA NEGARA EVALUASII II 

SEKSI 
SEKSI SEKSI 

'--- ANALISIS DAN PENGUJIAN SEKSI 
'--- KONSOLIDASI DAN '--- PERENCANAAN DAN PROSES 

TRANSAKSI KEWAJIBAN SETELMEN TRANSAKSI IV PELAPORAN BISNIS SETELMEN 
PEMBIAYAAN IV 

I I I I I 
1- KEL~~~ci~~~~~~TAN \-

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 
INSPEKTORATJENDERAL 

I NSPE KTORAT 
JENDERAL 

SEKRETARIAT 
1/'SPEKT'ORAT JENDERAL 

BAG IAN 
BAG IAN 

ORGANISASI DAN ANALISIS 
SUMBER DA YA MANUS! A 

HASIL PENGAWASAN 

BAG IAN 

I 
BAGlAN 

PERENCANAAN DAN 
KEUANGAN 

BAG IAN BAG IAN 
KEPATUHAN DAN VERJFIKASI SI STEM INFORMASI UMUM DAN KOMUNIKAS I 

KEKAYAAN PEGAWAI PENGAWASAN PUBUK 

I 

INSPEKTORAT I INSPEKTORAT II INSPEKTORAT Il l INSPEKTORAT IV 

SUBBAGIAN 
f- SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

TATA US AHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA 

I I I I 
KEL~~~g~~~~~TAN r--- f-

Kll:LOMPOK JABATAN 
f-

KELOMPOK JABATAN KEL~~~g~~~~~~TAN f-FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I I I I I I I I 

INSPEKTORAT V INSPEKTORAT VI INSPEKTORAT VI I 
INSPEKTORAT 

BIDANG INVESTIGASI 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 1- SUBBAGIAN 
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA 

I I I I I I I I I I I I I I 
f-

KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JAB.-'ITAN KEL~~~ci~~6~~~TAN f- f-
KELOMPOK JABATAN 

I"UNGSIONAL FUNGSIONAL I"UNGSIONAL 
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BAGIAN 
ORGANISASI DAN ANALISIS 

HASIL PENGAWASAN 

SUBBAGIAN 
PENGEMBANGAN 

ORGANISASI 

SUBBAGIAN 
PENGEMBANGAN PROSES 

BISNIS 

SUBBAGIAN 
ANALISIS HASIL 
PENGAWASAt~ I 

SUBBAGIAN 
ANAUSIS HASIL 
PENGAWASAN II 

- 109 -

BAGAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL 

BAG IAN 
SUM BEA CAVA MANUSIA 

SUBBAGIAN 
MANAJEMEN KARIER DAN 

TALENT A 

SUBBAGIAN 
PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI 

SUBBAGIAN 
PENGELOLMN DAN 

PENOEMBANGAN JABAl AN 
FUNGSIONAL 

SUBBAGIAN 
MI\NAJEMEN PENOETA.IUAN 

DAN INFORMASI 

SEKRETARIAT 
INSPEKTORAT JENDERAL 

BAG IAN BAG IAN 
PERENCANMN DAN KEPI\TUHAN DAN VERIFIKASI 

KEUANGAN KEKAYMN PEGAWAI 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN PERENCANMN DAN 

KEPATUHAN INTERNAL 
PENGANGGARAN 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

PERBENDAHARMN I 
MANAJEMEN KINERJA DAN 

RISIKO 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN VERIFIKASI PELAPORAN 

PERBENDAHI\RMN II PERPAJAKAN DAN HART A 
KEKAYMN 

SUBBAGII\N 
AKUNTI\NSI DAN 

PERPAJAKAN 

BAGIAN 
SISTEM INFORMASI 

PENGAWASAN 

SUBBAGIAN 
PERENCANMN DAN 

KEBIJAKAN TEKNOLOGI 
INFORMASI 

SUBBAGIAN 
PENGEMBANGAN 51 STEM 

INFORMASI 

SUBBAGIAN 
OPERASIONAL TEKNOLOGI 

INFORMASI 

SUBBAGIAN 
PEtlOELDLMN DATA DAN 

KEAMANAN INFORMASI 

BAG IAN 
UMUM DAN 

KOMUNIKASI PUBLIK 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA DAN 

DOKUMENTASt PE NGAWASAN 

SUBBAGIAN 
KOMUNIKASI PUBLIK 

SUBBAGIAN 
RUMAH TANGGA DAN 

PROTOKOLER 

SUBBAGIAN 
PENGAOMNOI\N 

PENGELOLMN BARANG 
MILIK NEGARA 

SUBBAGIAN 
PENUGASAN PENGAWASAN 
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BAGAN ORGANISASI 

BADAN KEBIJAKAN FISKAL 

BADAN 
KEBIJAKAN FISKAL 

SEKRETARIAT 
BAD AN 

BAG IAN 
ORGANISASI DAN 

KEPATUH AN INTERNAl 

BAGIAN 
SUMBER DAYA MANUSIA 

BAG IAN 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

PUSAT 
KEBI JAKAN PENDAPATAN 

NEGARA 

PUSAT 
KEBIJAKAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA 
NEGARA 

BIDANG 
lATA KELOLA DAN 

PENGELOLAAN KINERJA 

BIOANG 
PROGRAM ANAUSIS 

KEB IJAKAN 

PUSAT 
KEBIJAKAN PEMBIAYMN 
PERUBAHAN IKLIM DAN 

M ULTILATERAL 

BIDANG 
TATA KELOLA DAN 

PENGELOLMN KINERJA 

BIDANG 
PROGRAM ANALISIS 

KE BIJAKAN 

PUSAT 
KEBIJAKAN REGIONAL DAN 

BILATERAL 

BIDANG 
TATA KELOLA DAN 

PENGELOLMN KINERJA 

BIOANG 
PROGRAM ANALISIS 

KEB IJAKAN 
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I 
BAG IAN 

ORGANISASI DAN KEPATUHAN 
INTERNAL 

SUBBAG IAN 
- ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA 

SUBBAGIAN 
PENGELOLAAN KINERJA DAN 

RIS IKO ORGANISASI 

SUBBAGIAN -
KEPAT UHAN INTERNAL 

SUBBAGIAN 
H ARMONISASI DAN 
ADVOKASI HUKUM 

- 111 -

BAGAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT BADAN 

SEKRETARIAT 
BAD AN 

I I I 
BAG IAN 

BAG IAN BAG IAN 
SUMBER DAYA MANUSIA PERENCANMN DAN KEUANGAN 

INFORMASJ DAN KOMUNJKAS I 
PUBUK 

SUBBAG IAN SUBBAG IAN SUBBAGIAN 
PENGEMBANGAN SUMBER 1- PERENCANAAN DAN !- SISTEM MANAJEMEN 

DAYA MANUSIA PENYUSUNAN ANGGARAN PENGETAHUAN 

SUB BAG IAN SUBBAGIAN SUBBAG IAN 
PENGELOLAAN JABATAN !- PERBENDAHARAAN 1- MANAJEMEN SJSTEM 

FUNGSIONAL INFORMASI 

SUBBAG IAN SVBBAG IAN SUBBAG IAN 
MLrrASI DAN PENGELOLAAN '-- AKUNTANSI DAN PELAPORAN 1- STRATEGI DAN MANAJEMEN 

ASSESSMENT CENTER KEUANGAN KOMUNIKASI PUBLIK 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
ADMINISTRASI DAN KINERJA '--- PUBLIKASI DAN LAYANAN 

PEGAWA I INFORMASI 

I I I I I I 
1- KEL~~~g~~~~~~TAN r-

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

PUSAT KEBIJAKAN PENDAPATAN NEGARA 

PUSAT 
KEBIJAKAN PENDAPATAN 

OIOANG 
TATA KEl.OI,A DAN 

I'ENGELOLMN KIN ERJA 

SUBBIDANG 
TATA Kl~l.OLA 

SUBBIDANG 
I'ER:~;NQ\NMN DAN 

I'ELAPOIMN 

SUBBIDANG 
PENGEI.OLMN Kl NERJA DAN 

RISIKO 

NEGARA 

OIDANG 
I'ROGRAM ANAUSIS KEIJIJAKAN 

SUBBIDJI.NG 
I'I~RE:NQ\NMN DAN 

I 'I~MANTAUAN KEGIATAN 

SUBBIOANG 
MANAJEMEN 

I'~;NG IITAHUAN I 

SUBBIOANG 
MANMEMEN 

I'ENG~:TAIIUAN II 

BAG IAN 
UMUM 

I 

SUBBAG IAN 
TATA USAHA DA N GAJI 

SUBBAGIAN 
RUMAH TANGGA 

SUBBAGIAN 
MANAJEMEN ASET DAN 
LA YANAN PENGADAAN 

SUBBAGIAN 
PROTOKOL DAN TATA USAHA 

PIMPINAN 
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BAGAN ORGANISASI 

PUSAT KEBIJAKAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA 

PUSAT 
KEBIJAKAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BE:LANJA 
NEGARA 

BIOANG 
TATA KELOI.A DAN 

I'ENGELOLMN KINERJA 

SUBBIDI\NG 
TATA KELOLA 

I'Ein;NCANMN DAN 
I'ELAI'OIMN 

SUBBIOANG 
PENGELOI.MN Kltn;RJA DAN 

RJSIKO 

BIDANG 
I'ROGRAM ANAUSIS KEBIJAIV\N 

SUBBJDANG 
P~:lmNCANMN DAN 

l'EMANTAUAN KEGIATA N 
ANAUSIS 

SUJ3B1DA NG 
MANMEMJ':N 

I'~:NG~::TAHUAN I 

SUOBIOANG 
MANfi.JEMEN 

I'I':NGETAHUAN II 

BAGAN ORGANISASI 

PUSAT KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO 

PUSAT 
KEBIJAKAN EKONOM I MAKRO 

BIDANG 
TATA KELOI.A DAN 

l'ENGEJ.OLMN KINERJA 

SUOBIDANG 
TATA KEI.OLA 

SUBBIDANG 
I'ER~;NCANMN DAN 

SUBBIDANG 
I'CNGELOLMN KIN I>RJA DAN 

RISIKO 

BlDANG 

SUBBIDANG 
I'ERENCANMN DAN 

I'ICMANTAUAN Kt:GIATAN 
ANALISIS 

MANJ\JEMEN 
I'ENGETAII UAN I 

SUBBIDANG 
MANMEMEN 

l'ENGETAIIUAN U 
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BAGAN ORGANISASI 

PUSAT KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN 

PUSAT 
KE:BIJAKAN SEKTOR 

BII:>ANG 
TATA KELOLA DAN 

I'ENGEI.OL.MN 1\INERJII. 

SU01311)ANG 
T AT/\ KELOLA 

SUBB][)A NG 
PERENO\NAAN DAN 

I'ELAI'OHAN 

KEUANGAN 

SUBBIDANG 
Pt;NGELOL.MN KINERJA DAN 

RISliW 

BIDANG 
I'ROG~AM ANAUSIS 1\EBIJAI\AN 

SUBBIDANG 
I'ERENC\NMN DAN 

I' I~MANTAUAN KI;;GIATAN 
ANALISIS 

SUOBIDANG 
MANi\.JI~MEN 

I'ENGIITAH UAN t 

MANI\.IEM~;N 

I'ENGETAIIUhN II 

BAGAN ORGANISASI 

PUSAT KEBIJAKAN PEMBIAY AAN PERUBAHAN IKLIM DAN MULTILATERAL 

PUSAT 
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN 
PERUSAI-lAN IKLIM DAN 

MULTILATERAL 

B IIJANG 
TATA KELO I,I\ DhN 

I' ENGEI.OLM N KINERJI\ 

SU13131DANG 
T ATA KEI.OLA 

SUBBIDANG 
I'ERENCANMN IJAN 

SU131311)ANG 
I'ENGEI.OLMN KI NER.JA DAN 

RISIKO 

SUBBIDANG 
I'ERENCANMN DAN 

1'1\MArrfAUAN K t;GJATAN 
ANAI.ISIS 

SUBBIOANG 
MANAJEMEN 

I'ENGI:.IAII UAN I 

MANA.J t;MEN 
I' I~NGIITAI-IUAN II 
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BAGAN ORGANISASI 

PUSAT KEBIJAKAN REGIONAL DAN BILATERAL 

PUSAT 
KEB IJAKAN REG IO NAL DAN 

BIDANG 
TAT/I. Ja; LQI. A DAN 

I'ENGELOLMN KINI::RJA 

SUBI3lDANG 
TATA KE I.OI,A 

SUI3131l)ANG 
Pt:RENCAN/u\N DAN 

I'ELAI'ORAN 

BILAT ERAL 

SUBil iDANG 
I' I~NGELOLMN KINERJA DAN 

RISIKO 

Ill DANG 

SUBBIOANG 
Pt:RENCA NMN DAN 

Pt;M/I.NTAUAN Kt:G lATAN 
ANALISIS 

SUBBI OANG 
MANMEMt: N 

I'ENGIITAIIUAN I 

SUBBIDANG 
MhNI\.JI~M I~N 

I ' I~NGt:J'AIIUAN II 
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BAGAN ORGANISASI 

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN 

BADAN PENDIDIKAN DAN 
PELATIHAN KEUANGAN 

SEKRETARIAT 
BAD AN 

I 
I I I 

BAGIAN 
BAGIAN BAGIAN ORGANISASI DAN TATA 

LAKSANA 
KEUANGAN UMUM 

BAGIAN 
BAGIAN 

KEPEGAWAIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN 
KOMUNIKASI 

I I I 
PUSAT PUSAT 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
PENDIOIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ANGGARAN DAN 

MANUSIA PERBENDAHARAAN 
PAJAK 

I I 

BIDANG 
BIDANG BIDANG 

1-
PENJENJANGAN PANGKAT 

I- PERENCANAAN DAN - PERENCANAAN DAN DAN PENINGKATAN 
KOMPETENSI 

PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT 

1- PENGELOL~~A~EGS TERPADU 1-
BIDANG - BIDANG 

PENYELENGGARAAN PENYELENGGAAAAN 

BIDANG 
BIDANG BIDANG 

I- PENGELOLAAN BEASISWA 1- EVALUASI DAN PELAPORAN - EVALUASI DAN PELAPORAN 
KINERJA KINERJA 

I-
BAGIAN 

'-
BAGIAN - BAGIAN 

TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA 

I I I I I 
'-I- KELOMPOK JABATAN - -I- KELOMPOK JABATAN - -I- KELOMPOK JABATAN 

1-FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

PUSAT 
PUSAT 

PUSAT 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
KEKAYAAN NEGARA DAN 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 
BEA DAN CUKAI 

PERIMBANGAN KEUANGAN 
KEUANGAN UMUM 

BIDANG BIDANG BIDANG 
'- PERENCANAAN DAN I- PERENCANAAN DAN I- PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT PENGEMBANGAN DIKLAT 

I-
BIDANG 

I-
BIDANG 

I-
BIDANG 

PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN 

BIDANG BIDANG BIDANG - EVALUASI DAN PELAPORAN 1- EVALUASI DAN PELAPORAN 1- EVALUASI DAN PELAPORAN 
KINERJA KINERJA KINERJA 

- BAGIAN 
1-

BAGIAN 
1-

BAG IAN 
TATA USAHA TATA USAHA TATA USAHA 

I I I I I I I I I I 
- KELOMPOK JABATAN - '--- KEL~~:g~~~~~~TAN f- '-- KELOMPOK JABATAN 

I-FUNGSIONAL FUNGSIONAL 

I I I I I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

SEKRETARIAT BADAN 

SEKRETARI AT 
BAD AN 

I 

BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN 

ORGANISASI DAN l ATA LAKSANA KEPEGAWAIAN KE UANGAN 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KO MUNIKASI 

I I 

- SUBBAGIAN - SUBBAGIAN r- SUBBAGIAN r- SUB BAGIAN -ORGANISASI PENGEMBANGAN PEGAWAI PENYUSUNAN ANGGARAN SISTEM INFORMASI 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN -
TATA LAKSANA - ADMI NISTRASI JABATAN r- PERBENDAHARAAN r- DUKUNGAN TEKNIS 

~ 

FUNGSIONAL 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN L_ 

HUKUM DAN KERJA SAMA - KEPATUHAN INTERNAL 
'--- AKUNTANSI DAN - KOMUNIKASI PUBLI K -

PERLAPOAAN 

SUBBAGIAN -
UM UM KEPEGAWAIAN 

I I I I I I 
KE LOMPOK JABATAN - -

FUNGSIONAL 

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

PUSAT 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

PENGEMBANGAN SUMB ER DAYA 
MANUS! A 

SUBBAGI AN 
PE RENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

SUBBIDANG 
PERENCANAAN TES 

SUBB IOANG 
PENYELENGGARAAN TES 

SUBBIOANG 
EVALUASI HASIL TES 

BAGIAN 
TATA USAHA 

SUBBAGIAN 
RU MAH TANGGA DAN 
PENGELOLAAN ASET 

SUBBI OANG 
PERENCANAAN BEASISWA 

SUBB IDANG 
SELEKSI DAN PENEM PATAN 

SUBBIOANG 
PEMANTAUAN 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA, KEPEGAWAIAN 

DAN HU BUNGAN 
MASYARAKAT 

I 

BAGIAN 
UMU M 

I 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA 

SUBBAGIAN 
RUMAH TANGGA 

SUBBAGIAN 
PENGELOLAAN ASET 
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BAGAN ORGANISASI 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN 

PUSAT 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

ANGGARAN DAN PERBENDARAAN 

BAGIAN 
TATA USAHA 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN 
TATA USAHA, KEPEGAWAIAN 

KEUANGAN PENGELOLAAN ASET 
DAN HUBUNGAN 

MASYARAKAT 

BIDANG 
BIDANG 

BIDANG 
PERENCANAAN DAN 

PENYELENGGARAAN 
EVALUASI DAN PELAPORAN 

PENGEMBANGAN DIKLAT KINERJA 

- SUBBIDANG 
I-

SUBBIDANG 
I-

SUBBIDANG 
PROGRAM PENYELENGGARAAN I EVALUASI D IKLAT 

- SUBBIDANG '--- SUBBJOANG 
1-

SUBBIDANG 
KURIKULUM PENYELENGGARAAN II PENGOLAHAN HASIL DIKLAT 

SUBBIDANG 
SUBBIDANG 

- TENAGA PENGAJAR 
~,_ INFORMASI DAN PELAPORAN 

KINERJA 

KEL~~~~~~~~~~TAN r-
I 

BAGAN ORGANISASI 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PAJAK 

PUSAT 
PE ND JOIKAN DAN PELATIH AN PAJAK 

BAGIAN 
TATA USAHA 

I I 
SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA, KEPEGAWAIAN 

PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN 
DAN HUBUNGAN 

KEUANGAN PENGELOLAAN ASET 
MASYARAKAT 

BIDANG 
BIDANG 

BIDANG 
PERENCANAAN DAN 

PENYELENGGARAAN 
EVALUASI DAN PELAPORAN 

PE NGEM BANGAN DIKLAT KINERJA 

I I 

I- SUBBIOANG SUBBIOANG - SUBBIDANG 
PROGRAM PENYElENGGARAAN I EVALUASI OIKLAT 

1-
SUBBIOANG SUBBIOANG SUBBIDANG 
KURIKULUM PENYELENGGARAAN II PENGOLAHAN HASIL OIKLAT 

SUBBIO ANG 
SUBBIDANG 

'---
TENAGA PENGAJAR 

- INFORMAS I DAN PELAPORAN 
KINERJA 

- KEL~~:g~~~~~TAN 1--

I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI 

PUSAT 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

BEA DAN CUKAI 

BAGIAN 
TATAUSAHA 

I 
I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 

PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN TATA USAHA, KEPEGAWAIAN 

KEUANGAN PENGELOLAAN ASET DAN HUBUNGAN 
MASYARAKAT 

I 
B IDANG 

BIDANG 
BIDANG 

PERENCANAAN DAN 
PENYELENGGARAAN 

EVALUASI DAN PELAPORAN 
PENGEMBANGAN DIKLAT KI NERJA 

I I 

- SUBBIOANG 
f-

SUBBIDANG r- SUBBIDANG 
PROGRAM PENYELENGGARAAN I EVALUASI DIKLAT 

- SUBBIDANG '- SUBBIDANG 
f-

SUBBIDANG 
KURIKULU M PENYELENGGARAAN II PENGOLAHAN HASIL DIKLAT 

SUBBIDANG 
SUBBIDANG 

-
TENAGA PENGAJAR 

L...._ INFORMASI DAN PELAPORAN 
KINERJA 

_LLL I I I 
r- KEL~~:6~,6~~~TAN r-

I I I I I I 

BAGAN ORGANISASI 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEKAYAAN NEGARA DAN 

PERIMBANGAN KEUANGAN 

PUSAT 
PENOIOIKAN DAN PELATIHAN 

KEKAYAAN NEGARA DAN 
PERIMBANGAN KEUANGAN 

BIOANG 
PERENCANAAN DAN 

PENGEMBANGAN OIKLAT 

SUBBIDANG 
PROGRAM 

SUBB IDANG 
KURIKULUM 

SUBBIDANG 
TENAGA PENGAJAR 

SUBBAGIAN 
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN 

BIDANG 
PENYELENGGARAAN 

SUBBIDANG 
PENYELE NGGARAAN I 

SUBBIDANG 
PENYELENGGARAAN II 

BAG IAN 
TATA USAHA 

SUBBAGIAN 
RUMAH TANGGA DAN 
PENGELOLAAN ASET 

BIDANG 
EVALUASI DAN PELAPORAN 

KINERJA 

SUBBID ANG 
EVALUASI D IKLAT 

SUBBIDANG 
PENGOLAHAN HASIL DIKLAT 

SUBBIDANG 
INFORMASI DAN PELAPORAN 

KINERJA 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA, KEPEGAWAIAN 

DAN HUBUNGAN 
MASYARAKAT 
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BAGAN ORGANISASI 

PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM 

PUSAT 
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

KEUANGAN UMUM 

BAGIAN 
TATA USAHA 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

PERENCANAAN DAN RUMAH TANGGA DAN 
TATA USAHA, KEPEGAWAIAN 

KEUANGAN PENGELOLAAN ASET 
DAN HUBUNGAN 

MASYARAKAT 

I 
BIDANG BIDANG 

BIDANG 
PERENCANAAN DAN 

PENYELENGGARAAN 
EVALUASI DAN PELAPORAN 

PENGEMBANGAN DIKLAT KINERJA 

I I 

r- SUBBIDANG r- SUBBIDANG r- SUBBIDANG 
PROGRAM PENYELENGGARMN I EVALUASI DIKLAT 

SUBBIDANG SUBB IDANG SUBBIDANG r- KURIKULUM 
~ 

PENYELENGGARAAN II r-- PENGOLAHAN HASIL DIKLAT 

SUBBIDANG 
SUBBID ANG 

'---
TENAGA PENGAJAR 

L- INFORMASI DAN PELAPORAN 
KINERJA 

KEL~~~~~~~~~TAN _ 
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BAGAN ORGANISASI 

PUSAT SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI KEUANGAN 

BIOANG PENGEMBANGAN 
KEBIJAKAN DAN LAYANAN BIDANG INFRASTRUKTUR DAN 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN FASILITAS PUSATDATA 
KOMUNIKASI 

SUBBIOANG 
SUBBIDANG PERENCANMN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN 

DAN PENGEMBANGAN 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN 

KAPASITAS PUSAT DATA 
KOMUNIKASI 

SUBBIOANG PENGELOL.v.N 
JABATAN FUNGSIONAL 

SUBBIOANG PENGENOAUAN 
PRANATA KOMPUTER DAN 

PENGEMBANGAN TEKNOLOGI 
PUSAT DATA 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

SUBB IDANG PENGELOLAAN 
SUBB IDANG PENGELOLAAN 

PROGRAM TEKNOLOGI 
SERVER 

INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

SUBBIDANG PENGELOLAAN SUBBIOANG PENGELOLAAN 
LAYANAN PENGGUNA FASILITAS PUSAT DATA 

PUSAT 
SISTEM INFORMASI DAN 
TEKNOLOGI KEUANGAN 

SUBBAGIAN 
ORGANISASI DAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

BIDANG APliKASI 

SUBBIOANG PERANCANGAN 
DAN PENGEMBANGAN 

APUKASI I 

SUBBIDANG PERANCANGAN 
DAN PENGEMBANGAN 

APLIKASIII 

SUBBIDANG PENGELOLAAN 
SISTEM AP\.IKASl 

BAGIAN 
lATA USAHA 

SUBBAGIAN 
KEUANGAN 

BIOANG BASIS DATA 

SUBBIDANG PERENCANMN 
DAN PEN GEM BANG AN 

KAPASITAS BASIS DATA 

SUBBIDANG ANALISIS DAN 
PENYAJIAN DATA 

SUBBIDANG PENGELOLAAN 
AO MINI STRASI BASIS DATA 

SUBBIDANG PENGELOLAAN 
SISTEM LAYANAN DATA 

SUBBIOANG PERENCANMN 
DAN PENGEMBANGAN 
KAPASITAS KEAMANAN 

INFORMASI 

SUBBIDANG PENGENOALIAN 
KEAMANAN INFORMASI 

SUBBIOANG PENGELOLAAN 
SISTEM KEAMANAN 

INFORM ASI 

SUBBIDANG MANAJEMEN 
RISIKO DAN BINA 

KEPATUHAN TEKNOLOGI 
INFORMASI DAN KOMUNIKASI 
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BAGAN ORGANISASI 

PUSAT PEMBINAAN PROFESI KEUANGAN 

PU SAT 
PEMBINAAN PROFESI 

KEUANGAN 

BAGIAN 
TATA USAHA 

I 
I I I 

SUBBAGIAN 
SUBBAGIAN 

SUBBAGIAN 
UMUM 

ORGANISASI DAN SUMBER 
KEUANGAN DAYA MANUSIA 

I I I 

BIDANG 
BIDANG 

BIOANG BIDANG BIDANG 

PERIZINAN DAN KEPATUHAN 
PERIZINAN DAN KEPATUHAN 

PENGEMBANGAN PROFESI PEMERIKSAAN 
PEMERIKSAAN PENILAI , 

PROFESI AKUNTANSI 
PENILAI, AKTUARIS, DAN 

KEUANGAN PROFESI AKUNTANSI 
AKTUARIS, DAN PROFESI 

PROFESI KEUANGAN LAINNYA KEUANGAN LAINNYA 

I I I 

SUBBIDANG 
SUBBIDANG 

SUBBIDANG 
PERIZINAN PENILAI, 

SUBBIDANG SUBBIDANG PEMERIKSAAN 
f- PERIZINAN PROFESI r- AKTUARIS, DAN PROFESI r- PENGEMBANGAN PROFESI r- PEMERIKSAAN r- PENILAI, AKTUARIS, DAN 

AKUNTANSI 
KEUANGAN LAINNYA 

AKUNTANSI PROFESI AKUNTANSI I PROFESI KEUANGAN 
LAINNYA I 

SUBBIDANG SUBBIDANG 
SUBB IDANG 

SUBBIDANG 
ANALISIS DAN PELAPORAN PENGEMBANGAN PENILAI, SUBBIDANG PEMERIKSAAN 

r- ANALISIS DAN PELAPORAN f- PENILAI, AKTUARIS, DAN 
~ 

AKTUARIS, DAN PROFESI f- PEMERIKSAAN f- PENILAI, AKTUARIS, DAN 
PROFESI AKUNTANSI 

PROFESI KEUANGAN LAINNYA KEUANGAN LAIN NYA 
PROFESI AKUNTANSIII PROFESI KEUANGAN 

LAINNYA II 

SUBBIOANG SUBBIDANG 
SUBBIDANG 

KEPATUHAN PENILAI, SUBBIOANG PEMEAIKSAAN 
'--- KEPATUHAN PROFESI '---

AKTUARIS, DAN PROFESI 
'--- PEMERIKSAAN '--- PENILAJ, AKTUARIS, DAN 

AKUNTANSI 
KEUANGAN LAINNYA 

PROFESI AKUNTANSI Ill PROFESI KEUANGAN 
LAINNYA Ill 

I I I I I I 
KEL~~~g~~6~~~TAN f-

I I I I I I 
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BAGAN ORGANISASI 

PUSAT ANALISIS DAN HARMONISASI KEBIJAKAN 

PUSAT 
ANALISIS DAN HARM ONISASI 

KEBIJAKAN 

BAGIAN TATA USAHA DAN 
PENGELOLMN DATA 

I 
I I I 

SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN 
TATALAKSANA DAN KEUANGAN DAN RUMAH 

PENGOLAHAN DATA 
KEPEGAWAIAN TANGGA 

I I I I ,. 
BIDANG 

BIDANG BIDANG BIDANG 

PENGELOLAAN PROGRAM 
ANALISIS DAN HARMONISASI ANALISIS DAN HARMONISASI ANALISIS DAN HARMONISASI 

MENTERI DAN WAKIL MENTERI 
PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN BELANJA DAN KEKAYAAN SUMBER DAYA APARATUR DAN 

NEGARA NEGARA PENGAWASAN 

-

r-

-

'-

I 

SUBBIDANG 
PERENCANAAN DAN 

PELAKSANAAN PROGRAM 
MENTERI 

SUBBIDANG 
PERENCANAAN DAN 

PELAKSANAAN PROGRAM 
WAKIL MENTERI 

SUBBIDANG 
ADM INISTRASI MENTERI 

SUBBIDANG 
PROTOKOL 

I 

SUBBIDANG SUBBIDANG SUBB IDANG 
f- ANALISIS DAN HARMONISASI - ANALI SIS DAN HARMONISASI - ANALISIS DAN HARMONISASI 

PERPAJAKAN PENGANGGARAN SUMBER DAYA APARATUR 

SUBBIDANG 
SUBBIDANG SUBBIDANG 

- ANALISIS DAN HARMONISASI 
_ ANALISIS DAN HARMONISASI _ ANALISIS DAN HARMONISASI 

KEPABEANAN DAN CUKAI 
BELANJA DAN TRANSFER PENGAWASAN DAN 

DAERAH PENGEM BANG AN 

SUBBIDANG SUBBI DANG 
- ANALISIS DAN HARMONISASI '-- ANALI SIS DAN HARMONISASI 

PEMBIAYAAN NEGARA KEKAYAAN NEGARA 

I I I I I I 
_ KEL~~:g~t b~~tTAN _ 

I I I I I I 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

1.------·- - '\ 
BIRO UM\JM 

• 
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